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BAB  1
Pendahuluan

1

Perencanaan pembangunan 
Perencanaan keruangan
Hubungan perencanaan pembangunan dan keruangan
Implementasi proses perencanaan
Perspektif  masyarakat terhadap proses perencanaan wilayah
Harapan terhadap kegiatan perencanaan wilayah

Bab ini membahas :

  Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan 
berkelanjutan mulai dari tahap pengumpulan data, penyusunan rencana,  
hingga tahap evaluasi dan monitoring. Proses perencanaan merupakan 
kegiatan yang tidak pernah selesai, karena selalu memerlukan peninjauan 
ulang atau pengkajian guna memberikan umpan balik dalam proses 
evaluasi.

salah satu acuannya terdapat dalam undang-undang terbaru yang mengatur 
tentang perencanaan pembangunan nasional yaitu UU No. 25 Tahun 
2004 yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
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Perencanaan ditujukan untuk waktu yang akan datang sehingga 
harus dapat memperkirakan kondisi yang akan terjadi pada masa depan dan 
harus mampu menelaah situasi yang cukup tepat sebagai indikator utama. 
Selain dihadapkan pada hal-hal yang harus diramalkan, perencanaan juga 
dihadapkan pada pemilihan tindakan yang diperhitungkan mempunyai 
akibat optimum. Hal ini yang mendasari bahwa analisis data dasar dan 
informasi lainnya penting untuk dilakukan sehingga tujuan perencanaan 
dapat tercapai. Analisis data juga berguna untuk mengetahui dan menilai 
potensi dari masalah yang dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dapat 
dilakukan.

Dalam perkembangannya, kegiatan perencanaan banyak digunakan 
diberbagai bidang yang ditandai dengan munculnya berbagai istilah dari 
sektor-sektor yang melakukan perencanaan seperti: economic planning, social 
planning, environmental planning, city planning, regional planning, dan istilah 
lainnya.

Dalam konteks Indonesia, dua proses perencanaan utama yang telah 
dilegalkan melalui payung hukum adalah, perencanaan tersebut adalah 
perencanaan pembangunan (development planning) yang telah diformulasikan 
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 
2004)  dan perencanaan keruangan (spatial planning) tentang Sistem Penataan 
Ruang (UU No. 26 Tahun 2007).

1.1 Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan merupakan suatu kegiatan perencanaan 

yang dilakukan oleh seluruh elemen untuk menganalisis kondisi dan 
pelaksanaan pembangunan, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan, 
menyusun konsep strategi untuk pemecahan masalah, dan melaksanakannya 
dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya 
harapan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.

Perencanaan pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menyebutkan 
bahwa SPPN adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 
menghasilkan rencana–rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 
dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Undang–undang tersebut menyebutkan bahwa SPPN ditujukan 
untuk:

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan1.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; baik antar 2.
daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah pusat maupun daerah
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,   3.
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat4.
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5.
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan politik terkait 
dalam pemilihan presiden atau kepala daerah yang dikenal dengan rencana 
pembangunan hasil proses politik, dapat dicontohkan dari penjabaran visi dan 
misi dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) atau RPJMD 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Selain dilaksanakan 
secara politik, proses teknokratik dilakukan juga dengan menggunakan 
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang 
bertugas dalam hal tersebut. Aspek partisipatif dilaksanakan dengan 
melibatkan seluruh stakeholders melalui wahana-wahana yang telah disiapkan 
seperti halnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dari sisi 
jenjang pemerintahan proses perencanaan ini dikenal sebagai proses top-down
dan bottom-up yang dilakukan secara seimbang.

Mengacu pada SPPN, rencana pembangunan dituangkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. RPJP adalah 
produk perencanaan yang dijadikan sebagai rujukan produk perencanaan di 
bawahnya dan dibuat berdasarkan referensi waktu selama 25 tahun. RPJP 
terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan 
di tingkat daerah. Selain dibagi dalam skala waktu, proses perencanaan juga 
dibagi dalam tingkat pemerintahan dengan struktur berjenjang. RPJP Nasional 
(RPJN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan 
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, 
misi, dan arah pembangunan nasional. 

RPJP Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan 
daerah yang mengacu pada RPJP nasional, diwujudkan dalam visi dan misi 
jangka panjang dan mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh 
masyarakat beserta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran 
cita-cita kita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 
1945. Visi kemudian perlu dinyatakan secara tegas ke dalam misi, yaitu 
upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut, yang dijabarkan ke dalam 
arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang. Oleh karenanya, 
rencana pembangunan jangka panjang adalah produk dari semua elemen 
bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi 
kemasyarakatan, dan organisasi politik. 

RPJM atau rencana lima tahunan terdiri atas Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM sering disebut sebagai agenda 
pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa. 
Agenda pembangunan lima tahunan memuat program-program, kebijakan, 
dan pengaturan yang diperlukan. Selain itu, secara sektoral terdapat pula 
Rencana Strategis (RenStra) di masing-masing kementerian/departemen 



Bab 1  Pendahuluan4

atau lembaga pemerintahan nondepartemen serta renstra pemerintahan 
daerah yang merupakan gambaran RPJM berdasarkan sektor atau bidang 
pembangunan yang ditangani.

RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional. RPJM 
nasional memuat  strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program 
kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan, dan 
lintas kewilayahan; serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

kerja yang dibuat berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif.

RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan 
memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keruangan daerah, 
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai 
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 

Renstra kementerian dan lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 
fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada 
RPJM nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra SKPD memuat visi, 
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang 
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada 
RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Rencana pembangunan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat 
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup 
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan 

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah 
dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan dalam sistem pembangunan saat ini sudah tidak lagi berupa 
daftar usulan tetapi sudah berupa rencana kerja yang memperhatikan berbagai 
tahapan proses mulai dari input seperti modal, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-
lain. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dimulai dengan data 
dan informasi tentang realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terjadi 
di masyarakat, ketersediaan sumber daya dan visi/arah pembangunan. Jadi 
perencanaan lebih kepada bagaimana menyusun hubungan yang optimal 
antara input, proses, dan output.
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Gambar 1.1 Diagram Proses Perencanaan Pembangunan 
(UU No. 25 tahun 2004)

  Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis 
dan partisipatif dilakukan melalui forum Musrenbang, mulai dari tingkat 
desa, kecamatan, kabupaten, atau kota. Pada tingkat propinsi. Hasil 
dari Musrenbang propinsi kemudian dibawa ke Musrenbang nasional 
yang merupakan sinkronisasi dari program kementerian dan lembaga 
dan harmonisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Musrenbang ini 
menghasilkan rancangan akhir RKP sebagai pedoman penyusunan RAPBN.

1.2 Perencanaan Keruangan
Perencanaan keruangan yang dimaksud dalam terminologi ini adalah 

perencanaan wilayah yang berbasis ruang atau spasial. Dalam konteks 
pembangunan nasional perencanaan keruangan yang dimaksud adalah 
perencanaan yang mengatur mengenai penggunaan ruang pada tingkat 
nasional, pulau, propinsi, kabupaten/kota, kawasan, kecamatan maupun 
tingkat yang lainnya. Pembahasan mengenai perencanaan keruangan tidak 
terlepas dari pembahasan mengenai penataan ruang sehingga secara lebih 
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khusus dalam pembahasan ini mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 
tentang penataan ruang. 

Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dari tingkat mikro hingga 
makro, namun masih banyak hal yang menunjukkan adanya tumpang tindih 
mengenai penggunaan ruang yang ada. Beberapa hal yang dapat melukiskan 
kondisi penataan ruang saat ini adalah sebagai berikut:

Kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya berorientasi kepada a.
masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pem-
bangunan.
Tidak terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan b.
proses penataan ruang (gap feeling) yang menganggap masyarakat seke-
dar obyek pembangunan. 
Rendahnya upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang c.
akuntabilitas dari program penataan ruang. 
Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan d.
bersama, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang 
tidak sama. Hal ini ditunjukkan dimana pemerintah sudah melakukan 
sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat, namun masyarakat mera-
sa tidak cukup hanya dengan proses tersebut. Kesimpulan yang dapat 
diambil adalah bahwa semua proses keputusan yang diambil haruslah 
melibatkan masyarakat.
Tidak optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakat e.
dalam penyelenggaraan penataan ruang. 
Persoalan yang dihadapi dalam perencanan partisipatif saat ini antara f.
lain panjangnya proses pengambilan keputusan. Jarak antara penyampa-
ian aspirasi hingga jadi keputusan relatif jauh. UU 32/2004 (UU No. 22 
Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000) tentang otonomi daerah maka te-
lah menggeser pemahaman dan pengertian banyak pihak tentang usaha 
pemanfaatan sumber daya alam, terutama aset yang selama ini diangap 
untuk kepentingan pemerintahan pusat dengan segala perizinan dan 
aturan yang menimbulkan perubahan kewenangan. Perubahan sebagai 
tanggapan dari ketidakadilan selama ini, seperti perubahan dalam pen-
gelolaan sumber daya alam yang tidak diikuti oleh aturan yang memadai 
serta tidak diikuti oleh batasan yang jelas dalam menjaga keseimbangan 
fungsi regional atau nasional. Meskipun di dalam UU tersebut desa juga 
dinyatakan sebagai daerah otonom, namun tidak memiliki kewenangan 
yang jelas. Dengan kata lain, sebagian besar kebijakan publik, paling ren-
dah masih diputuskan di tingkat kabupaten. Padahal mungkin masalah 
yang diputuskan sesunggguhnya cukup diselesaikan di tingkat lokal atau 
desa. Jauhnya rentang pengambilan keputusan tersebut merupakan po-
tensi terjadinya deviasi, baik yang pada gilirannya menyebabkan banyak 
kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
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Pembagian kewenangan pemerintah dalam penataan ruang
Dalam rangka pemberlakukan otonomi daerah, masing-masing 

tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, 
dan pemerintah kabupaten/kota mendapat wewenang pemerintahan yang 
jelas. Kewenangan pemerintah pusat diatur dalam pasal 8 mengenai penataan 
ruang yang memuat: 

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan 1.
ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap 
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, propinsi, dan 
kabupaten/kota
Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional (mencakup perencanaan, 2.
pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional)
Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional (penetapan 3.
kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan stategis)
Kerja sama penataan ruang antar negara dan penyediaan fasilitas kerja 4.
sama penataan ruang antar propinsi

Kewenangan pemerintah propinsi seperti diatur pada pasal 10 
memiliki kewenangan yang hampir sama dengan pemerintah pusat namun 
pada tingkat propinsi. Beberapa poin yang disesuaikan adalah menyangkut 
kerjasama penataan ruang antar propinsi dan kerja sama penataan ruang 
antar kabupaten. Wewenang lain yang dimiliki oleh pemerintah propinsi 
menyangkut kewenangan dalam hal menetapkan Petunjuk Pelaksanaan 
Pedoman Penataan Ruang (PPPPR) mengacu kepada Pedoman Bidang 
Penataan Ruang (PBPR) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan wewenangnya pemerintah propinsi tidak 
menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan tetapi sudah pada 
tahap melaksanakan SPM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat 
secara nasional sebelumnya. Tidak berbeda dengan kewenangan pemerintah 
propinsi, seperti diatur pada pasal 11, kewenangan yang hampir sama dengan 
pemerintah propinsi dimiliki oleh pemerintah kabupaten pada tingkat 
kabupaten.

Dalam pelaksanaan wewenang, pemerintah kabupaten tidak 
melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkat pemerintah di 
atasnya, seperti yang menyangkut penyebarluasan informasi mengenai:

Arahan peraturan zonasi untuk sistem wilayah (nasional dan propinsi) 1.
yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah  
(kewenangan pemerintah pusat dan propinsi)
Pedoman bidang penataan ruang (kewenangan pemerintah pusat)2.
Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang (kewenangan pemerintah 3.
propinsi)
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Dalam melaksanakan wewenangnya pemerintah kabupaten juga seperti 
halnya pemerintah propinsi tidak menetapkan SPM akan tetapi sudah pada 
tahap melaksanakan SPM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peranan aspirasi masyarakat dalam penataan ruang sebagai bagian dalam 
perencanaan wilayah 

Secara eksplisit UU Penataan Ruang telah menunjukkan perhatiannya 
terhadap hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat sebagai berikut:

Mengetahui rencana tata ruang 1.
Menikmati pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang2.
Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 3.
pembangunan yang sesuai dengan tata ruang.
Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan 4.
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.
Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan 5.
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang 
berwenang
Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan pemegang izin 6.
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang menimbulkan kerugian.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh 
pemerintah, upaya pelibatan masyarakat dilakukan melalui:

Partispasi dalam penyusunan rencana tata ruanga.
Partisipasi dalam pemanfaatan ruangb.
Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 65)c.

Aspek pelibatan masyarakat dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) 
“Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten atau kota,” 
tertuang bahwa pelibatan masyarakat minimal dua kali dalam penyusunan 
RTRW (Rencana Tata Raung Wilayah) yaitu pada proses perumusan kebijakan 
dan penentuan pola serta struktur pemanfaaatan ruang.

Sebuah harapan baru dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007 
tentang penataan ruang sebagai penyempurnaan atas UU No. 24 tahun 
1992 dalam upaya untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, 
produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara, dan ketahanan 
nasional. Undang-undang tersebut lebih jelas memberikan penjelasan bahwa 
penataan ruang bertujuan untuk :

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan  1.
buatan
Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 2.
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 3.
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (pasal 3)
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1.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan dan 
Keruangan

Perlu dipahami dan disadari mengenai pola hubungan antara 
perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan. Hubungan ini akan 
menuntun pada terwujudnya perencanaan dan tujuan dari proses perencanaan. 
Lebih kongkrit lagi, haruslah terjadi pola hubungan antara produk-produk 
pada perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan.

Secara etika sebagai contoh RPJPN merupakan rencana jangka panjang 
(20 tahun) dengan status UU, RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional) merupakan rencana jangka panjang (20 tahun) dengan status 
hukum peraturan pemerintah, sehingga dalam hal ini meskipun sama–sama 
rencana jangka panjang RTRWN semestinya mengacu pada RPJPN. Namun 
saat ini masih terjadi pertentangan prinsip antara produk SPPN dan SPK. 
Produk tersebut di satu sisi prinsipnya dipenuhi oleh sistem perencanaan 
pembangunan sementara prinsip yang lain dimiliki oleh SPK. Sementara ini 
penanganan yang dilakukan adalah dengan melihat dari segi prinsip yang 
dominan.

Gambar 1.2 Contoh pola hubungan rencana pembangunan dan keruangan

Dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan pada tingkat 
kabupaten, tidaklah mudah untuk menyesuaikan muatan materi dan proses 
antara perencanaan pembangunan dan keruangan. Praktek-praktek kegiatan 
perencanaan sudah dilaksanakan pada tataran formalitas guna memenuhi 
siklus dan jadwal kegiatan perencanaan yang standar, namun pengembangan 
kualitas isi dan proses yang berlangsung adalah permasalahan lain yang 
belum berjalan sebagaimana mestinya.
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Pembahasan RPJPD, RPJMD, RKPD hingga proses penganggaran 
pembangunan seringkali terlihat sebagai proses terpisah yang harus 
diagendakan dalam kegiatan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
daerah dan dibeberapa kabupaten dengan menggunakan jasa konsultan. 
Begitu pula dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan keruangan seperti 
halnya penyusunan maupun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten.

1.4 Perencanaan Penggunaan Lahan Wilayah Rural

Dalam buku ini kami akan membahas secara khusus perencanaan 
pembangunan dan perencanaan keruangan wilayah rural. Daerah rural 
merupakan daerah yang mencakup sebagian besar wilayah dengan 
tutupan vegetasi hutan alami yang berfungsi penting sebagai penyedia 
jasa lingkungan, dan bentang lahan multifungsional yang mencakup 
agroforestri, hutan tanaman, perkebunan, pertanian semusim, area semak 
belukar dll. Sumber daya lahan merupakan sumber daya utama yang dalam 
perencanaannya mencakup penggunaan sebagai pelindung, budidaya 
hutan maupun budi daya non-hutan. Karena sumber daya lahan yang 
terbatas dan kebutuhan yang pada umumnya lebih tinggi dari sumber 
daya, oleh karena interaksi dari berbagai faktor dari berbagai level, maka 
proses perencanaan merupakan tahapan utama dalam pengelolaan sumber 
daya lahan yang memerlukan kolaborasi multipihak sehingga aspirasi 
dan kebutuhan multipihak bisa terpenuhi. Selain itu karena pengunaan 
lahan berkaitan sangat erat dengan pemeliharaan lingkungan, perencanaan 
penggunaan lahan diperlukan untuk mencapai kesinambungan, khusunya 
menghindari/mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan.Dalam 
konteks penggunaan lahan inilah, perencanaan maupun implementasi 
pembangunan dan perencanaan keruangan bertemu dan berintegrasi.

Hubungan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan 
keruangan yang terjadi di daerah dapat didekati dengan pertanyaan 
mengenai  kondisi atau permasalahan suatu wilayah, pemahaman 
tentang proses perencanaan, dan hal-hal yang menuntun proses tersebut.

Beberapa permasalahan di lapangan memberikan gambaran bahwa 
kondisi pemanfaatan ruang masih sesuai dengan harapan yakni ruang 
yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Fenomena bencana alam yang 
terjadi mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan dalam 
pengelolaan ruang nasional. Data yang adapun menunjukkan bahwa telah 
terjadi pengelolaan ruang yang kurang baik seperti konversi kawasan 
lindung menjadi kawasan budidaya (industri, perumahan, dan pertanian) 
yang mencapai 50.000 hektar pertahun, meningkatnya jumlah Daerah Aliran 
Sungai (DAS) kritis, dan meningkatnya polusi udara di beberapa kota yang 
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melampaui batas-batas yang diijinkan yaitu 260 microgram/m3 seperti di 
Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. 
Kondisi-kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pelaku 
pembangunan dan pendekatan untuk dapat mengelola ruang secara nyaman, 
produktif, dan berkelanjutan, (Kirmanto-Djoko, 2006).

Dibanyak daerah proses penyusunan produk perencanaan seringkali 
dikerjakan oleh pihak ketiga bahkan proses pengerjaannya dilakukan oleh 
pihak yang telah seringkali mengerjakan produk perencanaan ditempat 
lain, copy and paste kadang-kadang ditempuh untuk mempermudah proses 
pelaksanaan dan lebih lagi tidak melalui proses pencarian data yang valid 
dan pelibatan parapihak secara intensif.

Ada beberapa daerah yang sudah lebih maju dalam memonitor 
terselenggarannya kegiatan perencanaan secara lebih baik seperti dengan 
dikeluarkannya peraturan daerah tentang Perencanaan Pembangunan 
Berbasis Masyarakat ada juga dibeberapa daerah yang telah mengeluarkan 
Perda tentang ”Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD”.

Pada konteks tata ruang, di masyarakat ada kesan bahwa tata ruang 
tidak banyak gunanya. Tata ruang hanya terlihat sebagai peta-peta dengan 
berbagai warna yang menunjukkan peruntukan dan penggunaan lahan 
disertai penjelasan tertulis mengenai besaran kebutuhan alokasi ruangnya 
yang sama sekali tidak tercermin di kondisi lapangan. Memang tata ruang tidak 

perkembangan, dan minat investor tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat 
setempat, tata ruang tak akan bermanfaat. Tata ruang yang direncanakan dan 
ditetapkan tanpa peran serta ataupun diketahui oleh masyarakat juga tidak 
ada gunanya. Karena bagaimana suatu peraturan dapat dipatuhi bila tidak 
diketahui oleh masyarakat, (Warta Kebijakan, 2002).

1.5 Perspektif Terhadap Proses Perencanaan dan 
Pembangunan Wilayah Saat Ini

Persepsi parapihak yang terkait dengan kegiatan perencanaan sangat 
penting untuk diketahui, agar dapat melakukan proses dan komitmen 
kegiatan perencanaan pembangunan yang memenuhi harapan. Secara umum 
semua lapisan masyarakat berhubungan erat dengan kegiatan perencanaan, 
namun demikian paling tidak dalam kegiatan yang lebih aplikatif diharapkan 
seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam kegiatan perencanaan dapat 
berperan aktif, seperti unsur legislatif dalam hal ini DPRD, unsur eksekutif 
seperti badan/dinas/kantor, kecamatan, desa, serta unsur masyarakat seperti 
kelompok kepemudaan, kelompok wanita, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
kelompok profesi, serta organisasi sosial dan politik yang ada ditiap daerah.
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Perspektif pemerintah
Perencanaan konvensional telah menempatkan posisi pemerintah 

sebagai pelaku yang lebih dominan dalam kegiatan perencanaan khususnya 
menyangkut proses administrasi dengan menempatkan semua stakeholders
pada peranannya masing-masing. Pada tingkat kabupaten kegiatan 
perencanaan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) yang merupakan badan yang bertanggung jawab dalam 
melakukan kegiatan perencanaan pembangunan serta mengkoordinasikan 
seluruh kegiatan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan dan 
keruangan.

Masih sangat disayangkan di tingkat pemerintahan masih terdapat 
beberapa pihak yang menempatkan kegiatan perencanaan bukan sebagai 
unsur penting dan pada beberapa program masih menunjukkan adanya 
kecenderungan top-down, sementara di sisi lain perencanaan kegiatan lebih 
sering dilaksanakan berdasarkan usulan-usulan yang masuk kemudian 
dianalisa oleh masing-masing bidang yang berhubungan secara langsung 
untuk diimplementasikan tanpa melihat konsistensinya dengan program 
perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Perspektif legislatif 
Pada tingkat propinsi dan kabupaten, DPRD memiliki posisi dan fungsi 

yang strategis dalam mewujudkan perencanaan yang baik. Peranan DPRD 
adalah menghimpun aspirasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dalam 

lainnya adalah dengan melakukan kegiatan monitoring atau pengawasan 
terhadap seluruh proses pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan 
tersebut dimulai dari bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi itu dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga terlihat sedemikian luas 
wewenang yang dapat dilakukan oleh unsur  DPRD.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa tugas 
dan tanggung jawab yang diembannya adalah sebuah beban berat dimana 
masyarakat menggantungkan hidupnya dari peraturan yang dirumuskan 
oleh DPRD. Apabila kesadaran itu muncul maka akan berdampak pada 
pemaknaan pembangunan sebagai hak seluruh masyarakat, bukan 
kepentingan dan milik pribadi, kelompok atau wilayah tertentu yang sedang 
berkuasa atau kekuatan tertentu yang sedang berkuasa.

Legislatif dapat menjadi pendorong dimulainya proses-proses 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan 
pembangunan. Perananan tersebut dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan 
hingga kabupaten. Pertemuan untuk membicarakan kepentingan masyarakat 
seharusnya lebih ditingkatkan mengingat pihak legislatif yang juga berasal 
dari kelompok masyarakat.

menjadi mediator dalam memberikan pemahaman mengenai RPJP, RPJM, 
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dan rencana pembangunan tahunan sehingga masyarakat akan memahami 
keseluruhan proses pembangunan yang akan dilaksanakan dan memahami 
sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan. 

Perspektif masyarakat
Berbagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program 

pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada 
kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun 
tingkat pendidikannya. Di beberapa daerah bentuk partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan telah terjadi, dimana wadah serta mekanisme 
partisipasinya telah terbentuk dengan baik, (Bratakusumah, 2004).

Terbentuknya beberapa kegiatan pada tingkat desa, kecamatan, dan 
kabupaten menunjukkan antusiasme dan harapan masyarakat pada kegiatan 
pembangunan yang ada, namun hal ini tidak secara jamak terjadi disemua 
tempat, banyak kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan tidak berjalan 
sesuai dengan harapan bahkan memunculkan hal yang berkebalikan. 
Beberapa padangan yang sering diungkapkan oleh masyarakat mengenai 
kegiatan perencanaan diantaranya adalah:

Munculnya pandangan bahwa tidak semua rencana diimpelementasikan 1.
dengan baik dalam bentuk kegiatan

2.
Masyarakat berpikir bahwa segala sesuatunya tergantung pada 3.
kewenangan  dari eksekutif dan legislatif dalam hal ini DPRD
Anggapan masyarakat bahwa APBD tidak menyentuh terhadap 4.
kebutuhan masyarakat tertentu.

1.6 Harapan dan Solusi dari Kegiatan Perencanaan 
Wilayah

Fenomena kemerosotan dan kerawanan kondisi lingkungan yang 
berakibat pada munculnya bencana dan kesemrawutan saat ini sering 
dikaitkan dengan tidak dilakukannya pemanfaatan ruang wilayah secara 
seimbang. Pemanfaatan ruang dalam bentuk penggunaan lahan lebih sering 
dilakukan berdasarkan kepentingan masing-masing dan pertimbangan 
keuntungan dalam jangka pendek.

Berbagai isu pemanfaatan lahan yang sering kita jumpai khususnya dalam 
perspektif penataan ruang diantaranya adalah:

- Pemanfaatan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan

Daya dukung merupakan kunci perwujudan ruang hidup yang nyaman dan 
berkelanjutan, daya dukung menyangkut kemampuan lingkungan untuk 
mengakomodasi kegiatan dari segi ketersediaan sumber daya alam dan 
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buatan yang dibutuhkan serta kemampuan mentoleransi dampak negatif 
yang mungkin ditimbulkan.

- Konversi pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol

Berbagai contoh bentuk konversi yang sering terjadi meliputi konversi 
lahan berfungsi lindung menjadi budidaya, konversi lahan pertanian 
produktif menjadi non pertanian, dan konversi ruang terbuka hijau menjadi 
perkotaan.

ruang yang dapat menimbulkan hal yang kontra produktif.

Hal di atas dalam beberapa kasus disebabkan karena ketidakjelasan mengenai 
proses penataan ruang yang dijalankan. Berabagai kritik mengenai kondisi 
penataaan ruan saat ini adalah mengenai:

Rencana Umum Tata Ruang dipandang hanya sebatas dokumen 
pembangunan

Rencana yang tidak membumi dengan kepentingan masyarakat 
luas

Muatan rencana dapat diubah sesuai keinginan pejabat atau pihak 
tertentu

Rencana Tata Ruang terlihat sangat abstrak dan tidak dapat 
diimplementasikan secara riil dilapangan.

Upaya-upaya terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan 
melalui :

a. Peraturan zonasi (pedoman pengendalian pemanfaatan ruang)

 Zonasi disusun berdasarkan rencana detil, dimana rencana detil harus :

langsung dapat diterapkan

memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bagian RTRW

mendapat legitimasi yang kuat dari pemangku kepentingan sehingga 
harus disusun secara partisipatif

b. Perizinan, mungupayakan proses perijinan agar seluruh rencana 
pemenfaaatn ruang  sesuai dengan rencana tata ruang

c. Insentif  dan disinsentif, diarahkan untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana 
tata ruang berupa pengenaan pajak, pembatasan penyediaan infrstruktur, 
kompensasi dan pinalti
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Namun tidaklah mudah untuk mencapai keterpaduan antara perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian. Berbagai upaya di semua bagaian harus 
dilaksanakan secara bersama-sama dan seimbang. Upaya sinkronisasi 
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dapat dilakukan melalui;

revisi undang-undang penataan ruang1.

penyiapan norma, standar, pedoman dan manual; bidang penataan 2.
ruang

pengawasan penyelenggaraan penataan ruang, agar proses pengawasan 3.
bukan hanya mengawasi masyarakat dalam menggunakan ruang tetapi 
juga merupakan proses yang harus diawasi oleh masyarakat

pembagian kewengan dan penegakan hukum, terkait upaya penindakan 4.
yang lebih tegas

hirarki proses berdasarkan level pemerintahan untuk menghindari 5.
tumpang tindih alokasi lahan

 Kami akan membahas dua point terakhir dari upaya sinskorinasi tersebut di 
atas.

A. Pembagian Kewenangan; Peran Lembaga Pertanahan dalam Penataan 
Ruang

Secara historis pembagian dan pengelolaan ruang wilayah diatur dengan 
dua kewenangan yaitu yang diatur dalam  Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA) No 5 tahun 1960 dan Undang-undang  No. 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan. Kedua undang-undang tersebut  merupakan undang-undang 
yang dianggap paling berkaitan dalam hirarki perundangan tanah dan 
pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dua instansi yang saat ini berkaitan dengan kewenangan ini adalah Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen Kehutanan.Melalui Keppres 
nomor 26 tahun 1988 dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai 
suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung 
jawab kepada presiden melalui sekretaris negara yang bertanggungjawab 
terhadap semua kewenangan bidang pertanahan yang sebelumnya berada 
pada Menteri Dalam Negeri, sedangkan UU No 41 tahun 1999 memberi 
kewenangan kepada Departemen Kehutanan untuk menentukan dan 
mengelola Kawasan Hutan Indonesia.

Hingga saat ini kewenangan mengenai ruang wilayah seperti pengaturan dan 
kewenangan pengurusan hutan seringkali   tidak dapat diselesaikan secara 
pasti. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya batas kewenangan masing-
masing instansi dalam hal ini. Kewenangan ganda inilah yang hingga saat ini 
masih diupayakan pendekatan-pendekatan yang lebih jelas.
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Pengaturan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah diperlukan untuk 
terjaminnya tertib dibidang hukum pertanahaan, administrasi pertanahaan, 
penggunaan tanah ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup 
sehingga kepastian hukum, agar dalam hal ini dapat terwujud maka 
dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN).Untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut kemudian BPN membentuk Kantor Wilayah di provinsi dan 
kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Otonomi daerah dilaksanakan sejak tahun 1999, yaitu sejak diundangkannya 
Undang-Undang Otonomi Nomor 22 tahun 1999, sedangkan implementasi 
otonomi baru dimulai secara formal tahun 2001 dengan perubahan struktur 
organisasi pemerintahan di daerah. Tahun 2004, Undang-Undang Otonomi 
direvisi secara struktural menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. 
Perubahan dari UU 22/1999 ke UU 32/2004, merupakan perubahan yang 
cukup substansial dimana banyak kewenangan daerah yang dikembalikan ke 
pemerintah pusat akibat banyaknya kejadian dilapangan akan hal-hal yang 
bertabrakan bahkan bertentangan dengan semangat otonomi UU 22/1999.

Kewenangan di bidang pertanahan juga merupakan salah satu hal yang 
sangat diperdebatkan. Beberapa daerah sedang dan telah membentuk 
Dinas Pertanahan sebagai pengganti Kantor Pertanahan yang merupakan 
kepanjangtanganan dari BPN, bahkan jabatan Kepala Kantor Pertanahan 
juga diperdebatkan mengenai pertanggugjawaban dan kewenangan yang 
mengangkatnya.

Berdasarkan rapat dengan Tim Keppres tanggal 22 Desember 2000 bahwa 
ketua tim yang membawahi Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa 
BPN tetap melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Keppres No. 195/2000, 
namun demikian dianjurkan untuk meninjau kembali Keppres tersebut 
untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999, dan peraturan 
terbaru mengenai BPN diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2006.

Beberapa contoh Dinas Pertanahan yang telah dibentuk oleh pemerintah 
daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Pemberian ijin lokasi1.

Penyelenggaran pengadaan tahan untuk kepentingan pembangunan2.

Penyelesaian sengketa tanah garapan3.

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 4.
pembangunan

Penetapan subyek dan obyek restribusi tanah,serta ganti kerugian tanah 5.
kelebihan dan tanah absentee

Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat6.
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Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong7.

Pemberian ijin membuka tanah8.

Perencanaan penggunaan tanah Wilayah Kabupaten/Kota9.

Sedangkan mengacu Peraturan Kepala BPN  nomor 4 tahun 2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Pasal 
30 dimana Kantor Pertanahan (ditingkat kabupaten) mempunyai fungsi : 

penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka 1.
pelaksanaan tugas pertanahan; 

pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan; 2.

pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, 3.
dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei 
potensi tanah;

pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 4.
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan 
wilayah tertentu;

pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, 5.
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;  

pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 6.
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat;

7.

pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;8.

pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 9.
(SIMTANAS);

pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 10.
pemerintah dan swasta; 

pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 11.

pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan; 12.

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 13.
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 

Dan di beberapa kabupaten terdapat pula suatu unit yang berkepentingan 
dengan masalah pertanahan yaitu Bagian Pertanahan yang berada dibawah 
Asisten I Bidang Pemerintahan, dengan sub bagian yang ada meliputi subag 
pengadaan tanah, subag penyelesaian sengketa tanah dan subag perencanaan 
penggunaan tanah.



Bab 1  Pendahuluan18

B. Hirarki Perencanaan Berbasis Keruangan (Penunjukan Kawasan dan 
Rencana Tata Ruang)

Perencanaan keruangan secara hirarkis terdiri dari UU No 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, dan  RTRWN yang ditetapkan melalui  PP No. 26 
tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terdiri dari 
pola ruang dan struktur ruang wilayah nasional, RTRWP yang dibuat oleh 
masing-masing propinsi, dan RTRW Kabupaten yang dibuat oleh masing-
masing kabupaten dengan berpedoman pada RTRW Propinsi dan RTRWN.

RTRWN inilah yang memuat pola ruang dan struktur ruang, yang kemudian 
harus diterjemahkan menjadi  rencana kerja masing-masing departemen 
termasuk departemen kehutanan. Semangat UU No 26 tahun 2007 
menertibkan kembali perizinan yang salah akibat perencanaan masa lampau, 
dilengkapi juga dengan sanksi pidana bagi pengguna ruang dan pejabat yang 
mengabaikan aturan. 

Dalam perencanaan keruangan dibidang kehutanan dikenal pula Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK). TGHK adalah kesepakatan bersama para 
pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menentukan alokasi ruang 
kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan 
tanda tangan diatas peta. Dimana kegiatan ini telah dilakukan semenjak tahun 
1980-an pada masing-masing provinsi.

Pembagian Kawasan Hutan Indonesia Menurut  TGHK

Penggunaan Hutan Luasan (Juta ha) % Total

1. Hutan Lindung 33,92 28
2. Hutan Suaka Alam dan Wisata 20,62 17
3. Hutan produksi
- Tetap 35,32 29,2
- Terbatas 23,17 19,1
Hutan Tetap (1+2+3) 113,03 93,3
4. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 8,08 6,7
Total Hutan (1+2+3+4) 121,11 100

Proses selanjutnya untuk menjembatani hubungan anatara RTRWP dan TGHK 
dilakukan paduserasi. Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi 
fungsi kawasan hutan dan APL berdasarkan TGHK yang berbeda dengan 
fungsi kawasan hutan dan APL menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi 
kawasan hutan dan APL yang disepakati bersama. 

Proses Penentuan Status Kawasan dilaksanakan berdasarkan TGHK dan  
Penunjukan Kawasan (hasil paduserasi TGHK dan RTRWP) ini kemudian 
diatur berdasarkan Permenhut. P.50/menhut-II/2009 tentang Penegasan 
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Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dimana dalam beberapa pasal diatur 

sedang terjadi.

Penentuan Status Kawasan berdasarkan TGHK dan Penunjukan Kawasan 

No Permenhut
50/2009

Kondisi
Penegasan

statusTGHK
Penunjukan

Kawasan
(paduserasi)

1 Pasal 3 APL dengan HGU 
dari pejabat yang 
berwenang

Hutan APL

2 Pasal 4 APL dengan HGU 
tanpa ijin pejabat yang 
berwenang

Hutan Hutan

3 Pasal 5 APL dari tukar 
menukar kawasan 
hutan

Ditunjuk menjadi 
Hutan

APL

4 Pasal 6 HPK dengan 
persetujuan prinsip 
pelepasan

Kawasan Hutan 
dengan fungsi yg 
berbeda

HPK

5 Pasal 7 HP, HPT dengan 
persetujuan prinsip

H L , H u t a n 
Konservasi, HPK

HP atau HPT 
(sesuai TGHK)

6 Pasal 8 HPK,HP, HPT dengan 
ijin

Hutan Lindung/
konservasi

HPK,HP,HPT 
sesuai TGHK

7 Pasal 9 Kawasan Hutan secara 
parsial hasil tukar 
menukar kawasan

APL K a w a s a n 
Hutan

8 Pasal 10 HP atau HPT dengan 
ijin pemanfaatan 
hutan

Kawasan hutan 
dengan fungsi 
yang berbeda 

HP atau HPT  
sehingga ijin 
selesai

9 Pasal 11 Kawasan Hutan 
dengan ijin menteri 
untuk penggunaan 
atau pemanfaatan

Hutan dengan 
fungsi yang 
berbeda

M e n g a c u 
TGHK

10 Pasal 12 Batas kawasan hutan Fungsi kawasan 
hutan berbeda

S e s u a i 
p e n u j u k a n 
kawasan hutan 
dengan batas 
sesusai TGHK
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Sebagai sebuah aturan keruangan yang bertingkat, RTRW sewajarnya 
menunjukan konsistensi isi. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan 
kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam memahami dan menjamin 
terselenggaranya upaya penataan ruang secara lebih baik. Urgensi konsistensi 
RTRW ini diperkuat pula dengan dikeluarkannya  Peraturan Menteri pekerjaan 
Umum Nomor : 11/PRT/M/2009 RTRW tentang pedoman persetujuan 
substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana 
tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 
beserta rencana rincinya.

Berdasarkan Permen tersebut disebutkan bahwa Persetujuan Substansi 
adalah persetujuan yang diberikan oleh menteri yang menyatakan bahwa 
materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata 
ruang wilayah mengacu pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang 
penataan ruang, RTRWN serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata 
ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata 
ruang, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan 
pedoman bidang penataan ruang.

Salah satu misi yang disampaikan dalam UU no 26 tahun 2007  adalah 
keterpaduan penataan ruang diberbagai tingkatan. Keterpaduan tersebut 
diantaranya memuat kerincian isi rencana pola ruang wilayah. Muatan isi  
RTRW disesuaikan dengan skala masing-masing rencana tata ruang. Secara 
ideal bahwa RTRWP merupakan pola detil dari RTRWN, demikian pula 
RTRWK merupakan pola ruang detil dari RTRWP. 

RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan 
rentang  waktu hingga 25 tahun ke depan dengan menggunakan skala 
ketelitian 1 : 1.000.000. RTRW Pulau pada dasarnya merupakan instrumen 
operasionalisasi dari RTRWN.  RTRW Provinsi merupakan perencanaan 
makro strategis jangka menengah dengan rentang waktu 15 tahun pada skala 
ketelitian 1 : 250.000. Demikian juga dengan RTRW Kabupaten dan Kota 
merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun) 
dengan skala ketelitian 1 : 20.000 hingga 100.000, yang kemudian diikuti 
dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek 
dengan skala ketelitian dibawah  1 : 5.000.

Secara garis besar RTRW mengatur peruntukan kawasan lindung dan 
kawasan budidaya, kemudian kedetilan mengenai masing-masing kawasan 
inilah yang disesuaikan dengan masing-masing tingkat (nasional, provinsi, 
dan kabupaten). Hal ini agak berbeda isi dengan Penunjukan Kawasan, 
dimana Penunjukan Kawasan hanya mengatur alokasi ruang untuk hutan 
tetap, hutan produksi dapat di konversi, dan Area Penggunaan Lain (APL).
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Dalam RTRW kawasan lindung dibagi dalam beberapa kawasan sebagai 
berikut : 

Hutan lindung1.

Perlindungan kawasan dibawahnya2.

Perlindungan setempat3.

Suaka alam,pelestarian alam, cagar budaya4.

Rawan bencana alam5.

Lindung geologi6.

Lindung lainnya7.

Dimana mulai dari RTRWN, RTRWP, dan RTRWK memiliki kriteria yang 
relatif sama, sedangkan pada kawasan budidaya menunjukan adanya 
kedetilan yang berbeda. RTRW Kabupaten/kota sebagai RTRW pada hirarki 
terendah memiliki pembagian kawasan yang lebih detil.
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BAB  2
Perencanaan Wilayah Secara Inklusif, 
Integratif, dan Informatif

25

Bab ini membahas :
Aspek-aspek penting dalam perencanaan wilayah 
Perencanaan wilayah secara spasial
Prinsip dasar perencanaan wilayah 
Proses perencanaan wilayah
Komponen perencanaan keruangan wilayah rural

Perencanaan wilayah merupakan salah satu bentuk perencanaan 
yang secara khusus berkaitan dengan penggunaan dan sumberdaya lahan 
termasuk di dalamnya sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lain-lain. 
Pada umumnya perencanaan wilayah bersandar pada prinsip-prinsip dasar 
perencanaan yaitu: ,

dan
Perencanaan wilayah pada dasarnya penting untuk dilakukan karena 

adanya keterbatasan lahan. Sumberdaya lahan yang terbatas akan selalu 
dihadapkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan yang 
terus meningkat. Dengan prinsip perencanaan diharapkan dapat mendorong 
optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan kesesuaian dan kebutuhan dari 
multipihak. Perencanaan wilayah adalah pelaksanaan proses pembelajaran 
yang diawasi dan dievaluasi secara partisipatif, dengan menggunakan data 
yang informatif. 
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2.1 Aspek-Aspek Penting dalam Perencanaan 
Wilayah

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditemukan berbagai aspek yang 
patut diperhatikan dan dipenuhi dalam menyusun sebuah perencanaan yang 
baik, seperti:

Keterkaitan para pihak dalam proses perencanaana.
Sistem bersusun dan iterasi dalam proses perencanaanb.
Sistem data dan informasi yang berkelanjutan c.
Implementasi: monitoring dan evaluasid.

Dua aspek pertama berkaitan dengan proses perencanaan sedangkan 
dua aspek terakhir merupakan kondisi yang harus dipenuhi pada saat 
sebelum dan sesudah proses perencanaan. 

a. Keterkaitan para pihak dalam proses perencanaan
Perencanaan pada umumnya dilakukan hanya melalui proses politis 

oleh pemerintah atau melalui proses teknokratis oleh pihak ketiga diluar 
pemerintah seperti konsultan. Proses tersebut dilakukan tanpa atau dengan 
sedikit sekali partisipasi dari masyarakat dan multipihak. Berbagai pendapat 
ahli perencanaan di negara berkembang menyatakan bahwa sebenarnya selain 
hasil dari perencanaan, proses itu sendiri pun merupakan suatu produk yang 
sangat penting. Kualitas dari sebuah proses yang baik, akan mempengaruhi 
tingkat keberhasilan implementasi dari perencanaan maupun dalam mencapai 
tujuan pembangunan. Proses yang ideal melibatkan multipihak dalam 
menyampaikan aspirasi dan membangun tujuan bersama yang dituangkan 
dalam sebuah perencanaan disebut proses perencanaan yang 

b. Sistem bersusun dan iterasi dalam proses perencanaan
Proses perencanaan wilayah selayaknya dilakukan secara bersusun, 

dimana terdapat keterpaduan perencanaan di berbagai tingkatan wilayah. 
Hal ini akan menjamin terciptanya informasi yang sinergis dari para 
pemangku kepentingan. Dalam kondisi itupun, proses perencanaan harus 
dilakukan secara berulang melalui serangkaian proses sosialisasi dan 
negosiasi sampai dengan tahap dimana semua informasi telah terintegrasi 
dan mencakup kepentingan para pihak, terutama masyarakat lokal. Proses 
ini akan melahirkan sebuah perencanaan yang 

c. Sistem data dan informasi yang berkelanjutan 
Perencanaan pada dasarnya juga merupakan sebuah proses 

pembelajaran dari evaluasi hasil perencanaan dan pengalaman sebelumnya 
yang dipadukan dengan informasi terkini sehingga membentuk kesatuan 
informasi yang akurat. Proses pembelajaran tersebut akan menghasilkan 
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sebuah pola aliran informasi yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, 
perencanaan umumnya tidak didasarkan pada sebuah sistem informasi yang 
baik dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak baik karena dapat mengakibatkan 
munculnya berbagai perencanaan yang hanya didasarkan pada kondisi dan 
kepentingan temporal sesaat dan mengabaikan aspek keberlanjutan. Tanpa 
didasari informasi yang berkualitas, rencana hanya akan menjadi dokumen 
mati yang dibuat untuk sekedar memenuhi persyaratan atau ketentuan yang 
ada. Perencanaan yang ideal adalah perencanaan yang berbasis informasi 
atau dengan kata lain 

Implementasi: evaluasi dan pengawasan
Berhasil atau tidaknya sebuah produk perencanaan adalah implementasi 

dari rencana itu sendiri. Proses implementasi yang baik akan berupaya untuk 
mewujudkan berbagai hal yang dituangkan dalam perencanaan, sehingga 
dibutuhkan adanya pengawasan yang dilanjutkan dengan evaluasi untuk 
menghasilkan masukan dan perbaikan bagi perencanaan selanjutnya. Dalam 
hal ini, ketidakterlibatan masyarakat lokal,  lemahnya penegak hukum, 
rendahnya kualitas sumber daya manusia, korupsi, dan lain sebagainya 
merupakan kendala yang terbesar. Sistem monitoring dan evaluasi perlu 
dilakukan oleh semua pihak terkait dengan didasarkan kejujuran dan 
integritas. Hal ini tentunya akan menhasilkan sebuah proses implementasi yang 

pengawasan, akan melahirkan sebuah perencanaan yang 

Gambar 2.1 Aspek-aspek yang diperlukan dalam menyusun perencanaan
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2.2 Perencanaan Wilayah secara Spasial

Wilayah merupakan sebuah entitas yang multitafsir. Wilayah dapat 
berupa sebuah area yang berada dalam kesatuan administratif atau tataran 
politik tertentu (misalnya desa, kecamatan, propinsi, dan negara) atau sebuah 

dan lain-lain).  Apapun sudut pandang yang digunakan, wilayah dicirikan 
oleh adanya aspek keruangan atau spasial. Oleh karena itu, sudah selayaknya 
sebuah perencanaan wilayah dilakukan secara spasial. Beberapa alasan yang 
melatarbelakangi pentingnya perencanaan wilayah secara spasial antara 
lain:

Adanya variasi dan perbedaan kepentingan, batasan, permintaan, -
penyediaan, dan faktor-faktor pendukung di antara para pihak
Adanya faktor multi-skala-
Ada faktor ekonomi berskala-

-
Berfungsi sebagai investasi publik-

-
pendorong, serta hubungan antara para pihak

Perencanaan wilayah secara spasial memiliki potensi untuk 
menjembatani berbagai kepentingan, misalnya kepentingan konservasi dan 
pembangunan. Dalam implementasinya, perencanaan wilayah secara spasial 
berperan sebagai:

Alat untuk melakukan proses negosiasi secara vertikal maupun horizontal -
pada para pihak yang relevan, dalam hal ini secara tidak langsung proses 
tersebut akan memacu pengembangan kapasitas para pihak terkait
Alat integrasi antar sektor-
Komponen yang baik untuk memfasilitasi arus informasi dalam proses -
pengambilan keputusan
Alat bantu implementasi, proses pengawasan dan evaluasi-

Sekalipun demikian perencanan wilayah secara spasial bukanlah hal 
mudah untuk diterapkan. Beberapa kesulitan yang umum ditemui dalam 
proses perencanaan secara spasial antara lain: (Counsell et al, 2006)

Sulitnya membangun koordinasi. -
Terbatasnya waktu dan biaya yang tersedia-
Rendahnya kapasitas dan dukungan sumber daya manusia -

-
memadai

Perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan suatu wilayah 
pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Proses pembangunan dengan cara apapun akan dihadapkan pada kenyataan 
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bahwa luas lahan yang tersedia adalah tetap dan tidak akan pernah bertambah. 
Hal ini cepat atau lambat akan memberikan tekanan terhadap fungsi lahan 
yang berujung pada kompetisi kepentingan antar pengguna. Berdasarkan hal 
ini, ide pemanfaatan lahan multifungsi sangat penting untuk diperhitungkan 
dalam perencanaan tata guna lahan. Konsep penggunaan lahan multifungsi 
hanya dapat dibangun berdasarkan perencanaan pembangunan yang 
bersinergi dengan perencanaan keruangan.

2.3 Prinsip Dasar Perencanaan Wilayah secara 
Spasial

Banyak sekali prnsip perencanaan yang dapat kita gunakan. salah satu 
prinsip perencanaan yang disarankan oleh Dalal-Clayton ., (2003) adalah 
sebagai berikut:
1. Perencanaan selayaknya tidak dilakukan secara ekslusif oleh para 

profesional, yang berada jauh dari area yang akan direncanakan. 
Perencanaan sudah seharusnya ditempatkan pada area publik dimana 
semua pihak memiliki akses akan informasi dan kontribusi. Untuk 
mencapai kesuksesan, sebuah rencana perlu dikembangkan dalam proses 
kemitraan dengan semua pihak yang memiliki kepentingan yang sah, 
terutama dalam hal ini adalah penduduk di daerah tersebut atau pihak 
mana saja yang kehidupannya tergantung pada daerah tersebut. Pihak-

sebuah mekanisme untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan.
2. Harus diakui akan adanya pertentangan kepentingan para pihak dalam 

pembangunan. Dalam sebuah wilayah terdapat berbagai pihak yang 
memiliki perbedaan kepentingan. Sebagai contoh, kepentingan petani 
akan sangat berbeda dengan kepentingan pengusaha. Kegagalan dalam 
mengakomodir berbagai kepentingan dalam sebuah wilayah hanya akan 

3. Harus memfasilitasi masalah-masalah sosial. Terutama dalam hal ini 
kepemilikan atas lahan, akses ke sumberdaya tertentu, dan juga masalah-

4. Sampai tahap yang masih dimungkinkan, harus diupayakan untuk 
mendapatkan konsensus. Hal ini akan sangat penting artinya karena akan 
mendasari komitmen bersama untuk melaksanakan isi dari perencanaan 
yang telah disusun. Dalam hal ini, perhatian lebih harus diberikan pada 
kelompok marginal dan minoritas.

5. Membangun konsensus dan negosisasi positif membutuhkan akses 
terhadap sumber informasi, masalah, dan solusi. Hal-hal ini terbangun 
dari sistem pengetahuan lokal, penggunaan lahan, dan perencanaan yang 

aspek-aspek tersebut antara pihak-pihak yang berkepentingan akan 
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memudahkan jalan menuju terciptanya konsensus sosial yang positif.
6. Sumber daya publik seperti air, tanah, padang rumput, hutan dan 

keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi tinggi dan tidak 
tergantikan pada tahapan tertentu. Hal ini seringkali luput dari perhatian. 
Demi memacu pemasukan bagi daerah, eksploitasi sumber daya secara 
berlebihan seringkali dilakukan hingga berakibat fatal. Sistem penghitungan 
untuk melihat penurunan nilai sumber daya alam dan mekanisme untuk 
menjamin keberlanjutannya menjadi sangat diperlukan.

7. Hal-hal tersebut harus dibangun dengan dukungan institusi lokal yang 
dapat mengelola dan menjaga sumber daya publik.

Perencanaan yang  inklusif, informatif, integratif, dan implementatif
dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Panduan umum mengenai 
tahapan perencanaan keruangan dan pengelolaannyaadalah sebagai berikut 
(Dale , 2000):

Mempelajari pengaruh keputusan lokal dalam konteks regional1.
Rencanakan untuk jangka panjang dan perkirakan hal-hal yang tidak 2.
diharapkan.
Jaga elemen lahan yang langka serta spesies yang terkait dengannya3.
Hindari penggunaan lahan yang mengganggu bentang lahan dalam 4.
lingkup yang luas.
Pertahankan keterkaitan dan keterhubungan pada area yang menyimpan 5.
habitat kritis.
Perkecil kemungkinan masuk dan menyebarnya spesies non-lokal6.
Hindari atau berikan kompensasi untuk dampak ekologi yang timbul 7.
akibat pembangunan.
Implementasikan tata guna dan tata letak yang cocok dengan potensi 8.
alami di daerah tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat internasional, berbagai 
hal yang menyangkut perencanaan wilayah dapat disimpulkan sebagai 
berikut

Fokus global terhadap paradigma yang berkesinambungan mempengaruhi 1.
teori perencanaan untuk bersinergi dalam berbagai tingkatan.
Adanya perhatian khusus terhadap perencanaan spasial di skala bentang 2.
lahan yang luas terkait dengan diakuinya teori-teori dalam 

.
Dalam paradigma berkesinambungan, perencanaan sektoral lambat 3.
laun digantikan dengan perencanaan multisektoral, yang secara eksplisit 
mengakui keterkaitan antara tujuan sumber daya abiotik, biotik, dan 
budaya.
Skala dan kompleksitas perencanaan multisektoral menuntun perlunya 4.
pendekatan antar bidang keahlian dalam pemecahan masalah, dan 
sekaligus melibatkan warga yang terpengaruh rencana tersebut dalam 
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kegiatan-kegiatan yang bermakna.
Dalam perencanaan diperlukan pengembangan sebuah pendekatan 5.
adaptif, dimana rencana dibangun dengan pengetahuan terbaik yang 
dimiliki, pengakuan eksplisit terhadap ketidakpastian, diikuti dengan 
avaluasi ulang dan pemantauan rencana untuk dapat melengkapi siklus, 
dan untuk proses pembelajaran dari siklus tersebut.

2.4 Proses Perencanaan Wilayah
Perencanaan yang baik selayaknya disusun berdasarkan pertimbangan 

rasional dengan tujuan untuk mencapai sebuah cita-cita atau tujuan bersama.  
Sedapat mungkin haruslah dihindari perencaan wilayah dengan berdasarkan 
kecenderungan, kepentingan sesaat, atau kepentingan beberapa pihak 
semata. Perencanaan wilayah haruslah berupa sebuah harmonisasi antara 
tujuan perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan dalam rangka 
mencapai tujuan bersama.

Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, perencanaan 
pembangunan cenderung disusun secara terpisah dengan perencanaan 
keruangan. Gambar 2.2 memberikan ilustrasi mengenai kecilnya integrasi 
antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan di dalam 
maupun antar tingkatan pemerintahan. Mengingat di banyak negara 
berkembang kebanyakan masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang 
dicirikan dengan penghidupan yang tergantung pada penggunaaan lahan 
dan sumber daya alam, dimana wilayah pemukiman umumnya menyebar 
dengan infrastruktur terbatas, sangatlah penting untuk mengintegrasikan 
perencanaan tata guna lahan dan perencanaan pembangunan. Disamping 
itu, dibutuhkan juga pengaturan sumber daya yang baik antar tingkat 
pemerintahan: nasional, kabupaten, dan desa. 

Gambar 2.2 Cakupan dan keterkaitan antara perencanaan tata guna lahan 
dan perencanaan pembangunan
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Dari penjelasan diatas, dua masalah utama yang dalam perencanaan 
wilayah di negara berkembang  adalah:

yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga 

karena tidak adanya sinkronisasi antara berbagai faktor pendukung 
dari suatu program pembagunan. Selain itu, prinsip agregasi yang 
menurunkan biaya per-unit investasi jug tidak diperhitungkan. Hal ini 

cenderung dilakukan secara ekstensif dan bersifat ekstraktif sehingga 
menimbulkan potensi kerusakan lingkungan.

. Hal ini sangat berbahaya karena pada jangka panjang akan 
menyebabkan tumpang tindih dan kesulitan dalam penegakan hukum, 

dari kondisi ini antara lain terjadinya kerusakan lingkungan hidup, tidak 
berfungsinya kawasan lindung , dan sebagainya.

Gambar 2.3 Rekomendasi hubungan dan keterkaitan antara perencanaan 
tata guna lahan dan perencanaan pembangunan pada berbagai tingkat 

pemerintahan di Indonesia

Gambar 2.3 memperlihatkan wilayah integrasi yang lebih besar 
antara kedua proses perencanaan pembagunan dan keruangan. Walaupun 
demikian, tetap ada bagian yang tidak dapat diintegrasikan. Sebagai contoh, 
walaupun dilakukan alokasi fungsi ekologi dalam perencanaan keruangan 
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dan pembangunan secara keseluruhan tidak seluruh fungsi ekologi berkaitan 
dengan pembangunan. Area non-integratif dalam bagan 2.3 diperlukan untuk 
mengakomodasi situasi dan kondisi lokal maupun memberikan ruang bagi 
tingkat di atasnya untuk berperan sebagai koordinator. Buku ini menguraikan 
berbagai tahapan dan proses analisa yang dibutuhkan untuk melakukan 
perencanaan keruangan di berbagai tingkatan dan sebagian integrasinya 
dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan tata guna lahan yang 
mencakup wilayah dalam penjelasan tersebut dapat diperlihatkan oleh kotak 
biru dalam gambar 2.3.

Langkah-langkah dalam proses perencanaan wilayah diperlihatkan oleh 
gambar 2.4. Langkah-langkah tersebut (Dalal-Clayton et al 2003) adalah:

Membangun kemitraan: para pihak yang memiliki kepentingan yang 1.
beragam, dinamika interaksi.
Menetapkan tujuan dan peraturan dasar: dari tingkat lokal hingga 2.
nasional; peraturan mengenai pengambilan keputusan tentang lokasi, 
luas, dan perbatasan daerah perencanaan; cakupan dan jenjang waktu 
rencana; tanggung jawab masing-masing mitra dalam hal dana, tenaga 
kerja dan fasilitas. Hal-hal yang dibutuhkan adalah data dan informasi 
yang akurat, akses terhadap data dan informasi, dan keahlian untuk 
mengolah dan menginterpretasi data dan informasi tersebut.

3.
diperlukan.

4.
Menemukan alternatif pilihan yaitu: pilihan yang tidak berbasiskan 5.
lahan seperti pembuatan sumur baru, program pendidikan, dan 
pengimplentasian sistem penggunaan lahan baru. Dari segi evaluasi 

lahan yang menjanjikan juga termasuk dalam langkah ini.
Mengevaluasi kesesuaian lahan: membandingkan apa yang diperlukan 6.
oleh jenis penggunaan lahan yang menjanjikan dengan apa yang bisa 
ditawarkan oleh lahan yang tersedia. 
Menafsir dan menilai jalan alternatif dari segi ekonomi, lingkungan, 7.
maupun sosial. Di masa lalu yang ditanyakan hanya apakah jalan tersebut 
menguntungkan secara ekonomis. 
Ambilah pilihan yang terbaik berdasarkan skenario yang ada lalu 8.
kembalikan ke tangan para pengambil keputusan. 
Siapkan rencana penggunaan lahan: utarakan keputusan dan dasar 9.
daripada keputusan-keputusan yang telah diambil, bagaimana keputusan 
tersebut akan dilaksanakan, dan apabila diperlukan dana, berapa besar 
dana yang dibutuhkan. 
Laksanakan rencana tersebut: sebagian besar kegagalan terjadi dalam 10.
tahap implementasi yang disebabkan karena kurangnya dukungan.
Memantau dan merevisi: susunan prosedur undang-undang untuk 11.
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memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai degan rencana dan pekerjaan 
diselesaikan pada standar yang telah ditentukan. Perlu juga dipastikan 

adanya degradasi lahan, perbaikan dalam kualitas dan ketersediaan air, 
dan pelestarian keanekaragaman hayati. Informasi mengenai indikator 
sumber daya alam harus dikumpulkan dan dikembalikan ke dalam 
sistem perencanaan.

Gambar 2.4 Langkah-langkah dalam melakukan proses perencanaan 
wilayah

2.5 Komponen Perencanaan Keruangan Wilayah 
Rural

Tiga komponen utama dalam perencanaan keruangan wilayah rural 
adalah: pengaturan, jasa lingkungan, dan pembangunan. Gambar 2.5 
menggambarkan hubungan antara ketiga komponen tersebut. Komponen 

lingkungan dari sudut pandang ilmiah, dan pembangunan dari sudut pandang 
masyarakat lokal, pemerintah maupun sektor swasta. Dalam hal perencanaan 
keruangan, komponen pengaturan berperan dalam hal memfasilitasi dan 
mengoptimalisasi berbagai kepentingan dan berbagai tingkat pemerintahan 
untuk mencapai tujuan akhir yaitu pembangunan yang berkelanjutan.
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Gambar 2.5 Hubungan tiga komponen utama dalam perencanaan 
keruangan wilayah rural

Permasalahan utama dalam perencanaan keruangan umumnya 
berkisar pada topik penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai aspek dan 
kepentingan yang terkadang saling bertentangan. Berbagai kepentingan yang 
ada dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu:

Kebutuhan masyarakat global, nasional, ataupun regional akan jasa 1.
lingkungan hidup seperti kelestarian air, tanah, kenekaragaman hayati, 
pencegahan perubahan iklim global akibat emisi karbon, keindahan 
bentang lahan, dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk menjamin 
pembangunan berkesinambungan pada tingkat global, nasional, dan 
regional (komponen jasa lingkungan)
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Kebutuhan masyarakat lokal akan lahan untuk bercocok tanam baik 2.
untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka maupun mendapatkan 
penghasilan dan juga untuk pemukiman dan sarana untuk melakukan 
kegiatan sosial dan budaya. Hal ini diperlukan untuk menjamin 
pembangunan berkesinambungan (komponen penghidupan masyarakat) 
pada tingkat lokal.
Kebutuhan berbagai tingkat pemerintahan untuk mendapatkan 3.
penghasilan melalui pemanfaatan lahan, termasuk pengambilan material 
di atas maupun di bawah permukaan tanah. Kebutuhan ini bisa dipenuhi 
baik melalui badan umum milik negara ataupun pemberian konsesi 
kepada investor. Dalam pengoperasiannya di lapang, pihak-pihak yang 
bersangkutan akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat 
lokal.

  Kesejahteraan masyarakat lokal sudah seharusnya merupakan tujuan 
utama program pembangunan pemerintah sekaligus menjadi kunci utama 

kepentingan kedua dan ketiga dalam penjelasan diatas ditempatkan dalam 
komponen penghidupan masyarakat. Pendapatan pemerintah sangat 
penting dalam pembangunan karena dari sanalah pemerintah bisa berperan 
dalam menyediakan sarana-sarana pendukung, seperti jalan, pasar, pabrik, 
dan lain-lain, dimana untuk wilayah rural, hal ini sangat penting untuk 
disinkronisasikan dengan perencanaan tata guna lahan. Faktor-faktor 
pendukung juga dimasukkan ke dalam komponen penghidupan masyarakat 
untuk menyederhanakan kerangka kerja.

Komponen pengaturan disini mencakup pihak yang lebih luas dari 
pemerintah yang terdiri dari:

Tingkat lokal (masyarakat), yang dicirikan oleh terbatasnya mandat 1.
dalam merencanakan pembangunan sehingga kapasitas dan pengalaman 
sangat terbatas.
Tingkat pemerintah daerah (kabupaten) memiliki fungsi utama sebagai 2.
penyedia layanan publik, perencanaan infrastruktur dan layanan secara 
strategis, pengalokasian sumberdaya lokal menurut perundangan, 
pemantauan dan penegakan aturan-aturan penggunaan sumber daya 
alam, dan koordinasi rencana-rencana pembangunan lokal.
Tingkat regional (seperti: propinsi) memiliki fungsi utama membangun 3.
fasilitas untuk kabupaten, memberikan dukungan teknis pada 
kabupaten, memberlakukan sistem audit terhadap kinerja pemerintah 
lokal, dan membangun koordinasi rencana-rencana pembangunan antar 
kabupaten serta pengembangan kesempatan-kesempatan strategis di 
tingkat propinsi.
Tingkat nasional memiliki fungsi utama penyedia layanan tingkat tinggi 4.
melalui kementrian, perbaikan alur informasi dan penyederhanaan 
birokrasi,perbaikan dalam proses pengambilan keputusan, pengambilan 
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pendekatan strategis terhadap pembangunan, dan memberikan 
kesempatan dimana inisiatif dan dukungan dapat saling berdampak.

Secara keseluruhan berbagai tingkatan tersebut memberikan dukungan 
institusional terhadap negara melalui:

Tersedianya landasan dalam mengambil keputusan pada tingkat desa 1.
dan kabupaten dimana para pihak dapat bertemu dan secara adil 
merundingkan sasaran-sasaran pembangunan dan pengalokasian 
sumber daya
Tersedianya jasa-jasa yang tanggap dan efektif di tingkat kabupaten2.
Kerjasama dan koordinasi antar kabupaten dan penyediaan tenaga-3.
tenaga ahli di tingkat propinsi
Tujuan dan distribusi ulang sumber daya yang strategis di tingkat 4.
nasional

Komponen jasa lingkungan berperan dalam hal pengalokasian wilayah-
wilayah untuk fungsi ekologi maupun fungsi campuran antara ekologi dan 
ekonomi berdasarkan prinsip ilmiah. Oleh karena skala fungsi ini biasanya 
lebih besar dan tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan lokal, 
sehingga dalam hal ini diperlukan koordinasi di tingkat pemerintahan yang 
lebih tinggi.

Berdasarkan kecenderungan terkini di masyarakat internasional, 
diperlukan hubungan yang erat antara masyarakat global, nasional dan 
regional terhadap kesejahteraan masyarakat lokal melalui mekanisme imbal 
jasa lingkungan ( ). Salah satu contoh 

from Deforestation and Degradation) sebagai salah satu bentuk imbal jasa 
lingkungan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Buku ini tidak akan 

perspektif adanya peluang masyarakat lokal untuk mendapatkan keuntungan 
dari masyarakat global, nasional maupun regional melalui mekanisme ini.

Komponen penghidupan masyarakat menggali potensi, permasalahan 
dan kebutuhan masyarakat lokal dalam memperoleh penghidupan yang layak 
dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing. 
Bagi masyarakat rural, lahan merupakan sumber daya utama, disamping 
faktor-faktor pendukung lain seperti sarana fasilitas layanan umum (sekolah 
dan rumah sakit) dan fasilitas layanan ekonomi (jalan dan pasar). 

Dalam prakteknya, ketiga komponen tersebut tidak dipisahkan secara 
kronologis dalam hal proses karena skala dan siklus perencanaan yang 
berbeda. Penting untuk ditekankan disini adalah interaksi antara ketiganya 
dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Keterkaitan antar 
komponen didasarkan pada framework ini, dengan lebih lanjut memisahkan 
elemennya menjadi empat bagian: lahan, jasa lingkungan, masyarakat, dan 
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faktor pendukung pembangunan. Tahapan analisa dan studi kasus yang akan 
dipaparkan dalam bagian terakhir buku ini akan mengacu kepada framework 
ini.
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Bab ini membahas :
Mengelola atribut data spasial untuk analisis wilayah

Fungsi tumpang susun (overlay) untuk integrasi data spasial

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, proses perencanaan 
wilayah dilakukan dalam beberapa tahapan dengan berbasis informasi yang 
sesuai dan dapat diakses semua pihak. Dalam bab ini dan bab selanjutnya, 
akan dijelaskan mengenai berbagai metode analisa spasial yang berkaitan 
dengan proses perencanaan wilayah. Gambar 3.1 memperlihatkan bagian 
dari proses dalam perencanaan wilayah yang membutuhkan basis informasi 
spasial. Secara umum, rangkaian analisa spasial untuk perencanaan wilayah 
dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu:
1. . Tahapan ini dimaksudkan untuk 

membangun kumpulan data spasial yang relevan, terkini, dan berkualitas. 
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2. . Proses ini dilakukan untuk mengubah data spasial 
menjadi informasi spasial yang bermakna dan dapat digunakan sebagai 
dasar dalam melakukan evaluasi kesesuaian, membangun alternatif, dan 

bab selanjutnya
3. . Tahapan ini dilakukan dengan dasar berbagai 

informasi spasial yang dihasilkan dalam tahap analisa. Tahapan ini 
akan sangat penting dalam memperkirakan berbagai permasalahan 
dan konsekuensi dari pilihan yang diambil. Bagian akhir dari buku 
ini menyajikan beberapa contoh kasus estimasi dan prediksi untuk 
perencanaan wilayah.

Gambar 3.1. Langkah-langkah dalam proses perencanaan wilayah

Metode analisa spasial secara umum saat ini telah berkembang dengan 
sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem informasi 

proses perencanaan wilayah. Dalam buku ini penulis menyajikan beberapa 
teknik dan metode analisa spasial dasar yang dapat digunakan sebagai basis 
dalam melakukan proses perencanaan. Teknik dan metode tersebut secara 
umum terbagi menjadi beberapa bagian:
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1.
Atribut merupakan bagian penting dari data spasial dalam sistem 

non-spasial yang berguna dalam menyediakan informasi mengenai 

data atribut.
2.

Kemampuan sebenarnya dari data spasial akan terlihat dalam proses 
penyajian informasi yang diinginkan secara cepat, tepat, dan akurat. 
Bagian ini akan menguraikan beberapa teknik yang dapat digunakan 
untuk menarik informasi dari kumpulan data spasial.
Overlay3.
Dalam banyak kasus, informasi yang diinginkan hanya dapat diperoleh 
melalui pemaduan beberapa data spasial menggunakan kriteria tertentu. 
Bagian ini akan membahas secara rinci mengenai berbagai operasi 
yang penting dalam proses analisa spasial.

4.
Fungsi ketetanggaan dan keterkaitan sangat penting artinya dalam 
menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan interaksi spasial 
antar objek di permukaan bumi. Dari proses ini dapat diperoleh informasi 
mengenai jaringan, alur, dan keterkaitan antar unit-unit perencanaan 
yang dianalisa.

Seluruh teknik dan analisa spasial di atas akan diuraikan dengan 
menggunakan prosedur kerja pada perangkat lunak .
Teknik ini merupakan lanjutan pembahasan dari penyajian yang diberikan 
pada buku 1 dan juga berguna untuk aplikasi selain perencanaan keruangan. 
Bahan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan , oleh 
karena itu tidak secara komprehensif mencakup semua informasi yang ada 
pada l.

3.1 Mengelola Atribut Data Spasial Untuk Analisis 
Wilayah

Dalam bagian ini dan beberapa bagian berikutnya akan dibahas 
mengenai teknik-teknik dasar untuk analisa data spasial, terutama yang 
berkaitan dengan perencanaan keruangan bagi tata guna lahan maupun 

memiliki keterkaitan dengan data non-spasial yang juga disebut atribut. 
Data atribut menyimpan informasi mengenai data spasial. Data atribut pada 
umumnya mempunyai format tabular. Pengolahan data tabular merupakan 
salah satu teknik dasar SIG yang amat penting. Dalam bab ini kita akan 



   Bab 3  Informed; Urgensi Data Spasial untuk Perencanaan Wilayah42

membahas berbagai teknik memanipulasi tabel meliputi cara membuat tabel, 
menampilkan tabel, mengeksplorasi dan mengerjakan beberapa operasi pada 

serta menampilkan data tabel secara spasial. 
Di dalam ILWIS, data spasial dan atributnya terhubung melalui sebuah 

domain yang sama, dalam hal ini hanya ada dua pilihan, yaitu domain 
 atau domain ID. Domain lain ( atau ) tidak dapat 

digunakan pada tabel, akan tetapi setiap kolom pada tabel di ILWIS boleh 
memiliki domain yang berbeda-beda sebagaimana ditunjukkan oleh ilustrasi 
berikut.

Gambar 3.2. Keterkaitan antara data spasial dan atribut beserta domainnya

3.1.1 Membuat tabel atribut
Tabel atribut untuk data spasial dapat diperoleh dengan dengan tiga 

cara yaitu: (i)membuat tabel baru di ILWIS dan mengisi data secara manual, 
(ii)menggunakan fungsi  untuk membuat duplikat tabel dari sumber 
data lain misalnya .xls atau .dbf, atau (iii)mengkonversi tabel dari 

langkah-langkah pembuatan tabel baru di ILWIS dan mengkonversi tabel 
dari format lain menjadi format ILWIS.

3.1.2 Membuat tabel baru

secara manual dengan menggunakan ILWIS. Sebagai contoh, Tabel 4.1. berikut 
ini akan dibuat dalam format ILWIS.
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Tabel 3.1. Jumlah desa dan populasi di tingkat kecamatan Kabupaten Aceh 
Barat Tahun 2002

Langkah-langkah untuk membuat tabel tersebut kedalam format ILWIS 
adalah sebagai berikut:

Pada jendela utama ILWIS, klik 1. File > Create > Table maka akan tampil 
menu seperti di bawah ini:

Gambar 3.3. Jendela Pembuatan Tabel

Jendela2. Create Table akan terbuka. Berikan nama tabel Penduduk_
kecamatan pada kolom Table Name Berikan catatan singkat pada 
kolom Description  Perhatikan bahwa kolom domain masih tercantum 
domain none.

Klik tombol 3.  untuk membuat domain baru.
Jendela4. Create Domain sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 
di bawah ini akan terbuka. Berikan nama Penduduk_kecamatan pada
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kolom Domain Name Pilih tipe domain Identifier dan isikan jumlah 
11 pada kolom Nr of items  Angka 11 merupakan jumlah data yang akan 
dimasukkan pada table ini. Masukkan angka lebar kolom pada kolom 
Width dan berikan deskripsi singkat pada kolom Description Klik OK
pada jendela ini. Pada jendela Create Table masukkan 11 untuk kolom
Records Angka ini menunjukkan jumlah data yang akan tercantum 
pada tabel dan kilik OK.

Gambar 3.4. Jendela Pembuatan Tabel dan Domain

Jendela tabel seperti di bawah ini akan terbuka. Perhatikan bahwa jumlah 5.
data yang ditunjukkan oleh kolom tabel paling kiri dengan id nr 1, nr 2,
dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah membuat kolom-kolom yang 
dibutuhkan. Klik Columns > Add columns untuk membuat kolom 
baru.

Gambar 3.5. Tabel Penduduk Kecamatan dan Penambahan Kolom

Jendela6. Add Column akan terbuka. Kolom pertama yang dibutuhkan 
adalah kolom Kecamatan berikan nama tersebut pada Column Name
Nama kecamatan adalah data dengan domain string, pilih STRING pada
kolom Domain berikan deskripsi singkat pada kolom Description,
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dan klik OK. Kolom baru dengan nama Kecamatan akan muncul. Isikan 
data pada kolom tersebut dengan nama-nama kecamatan. Dengan 
langkah yang sama, buat dua kolom baru dengan nama Jumlah-Desa
dan Populasi02, dan masukkan data-data yang diperlukan dalam kolom 
tersebut.

Gambar 3.6. Menambahkan data pada tabel yang baru dibuat

import
Salah satu cara untuk membuat tabel dengan format ILWIS adalah 

mengkonversi tabel dari format lain. Proses ini merupakan proses yang paling 
cepat dan mudah. Sebagai contoh, kita akan mengimport tabel yang berasal 
dari format .dbf ke dalam ILWIS. Langkah-langkah yang diambil adalah:

Klik1. File > Import > Table untuk mengkonversi tabel. Jendela Import
Table Wizard sebagaimana yang ditunjukkan berikut ini akan terbuka.

Gambar 3.7. Jendela import table

Tabel yang akan dikonversi pada latihan ini adalah tabel Potensi Desa 2.
summary06_revised.dbf

dan klik Next
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 (a)

 (b)
Gambar 3.8. a) Memilih tabel yang akan dikonversi; b) Jendela konversi 

tabel untuk mengubah detail kolom

Pada jendela 3. Select Table Format pilih Dbase DBF sebagai format 
tabel yang akan dikonversi. Kemudian klik Next Jendela berikutnya 
pada urutan Import Table Wizard adalah Edit Column Details Pada 

summary06_revised.dbf. Perhatikan informasi pada masing-masing 
kolom. Jika diperlukan, ubah nama domain pada kolom Domain Name
Untuk tahap ini, biarkan semuanya tanpa perubahan kemudian klik 
Next Beri nama desa_podes_06  pada jendela berikutnya kemudian klik 
Finish Tabel yang sudah dikonversi akan tampil pada jendela utama 
ILWIS.
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3.1.4 Menampilkan tabel
Untuk menampilkan data tabel ILWIS (dengan ekstensi .tbt), ikuti 

langkah-lahkah berikut ini: 

1.  pada jendela utama ILWIS. Buka folder ‘data’, 
dan klik kanan tabel desa_podes03 pilih Open Tabel dapat juga dibuka  

gambar di bawah ini:

Gambar 3.9. Jendela untuk membuka tabel .tbt

Klik menu 2. File > Properties Jendela Table Properties akan terbuka. 
Perhatikan bahwa tabel tersebut memiliki domain  dengan 
jumlah kolom sebanyak 45 dan jumlah data sebanyak 321 data.

Gambar 3.10. Jendela properties dari tabel yang dibuka

Sebagaimana dijelaskan di atas, setiap kolom pada tabel dapat 
memiliki domain yang berbeda-beda. Untuk melihat domain pada kolom, 
klik kanan pada salah satu kolom dan pilih Properties. Sebagai contoh, kita 
akan melihat properties dari kolom SDIS_05. Jendela Column Properties 
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seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah akan terbuka. Sebagaimana 
bisa dilihat, domain dari kolom ini adalah String. Mengetahui domain untuk 
masing-masing kolom sangat penting karena akan menentukan jenis proses 
yang bisa dilakukan pada kolom tersebut.

Gambar 3.11. Jendela  dari kolom SDIS_05

3.1.5 Eksplorasi dan kalkulasi pada tabel
Setelah mengenal cara membuat dan melakukan pengisian data 

pada tabel, maka topik berikutnya adalah melakukan penghitungan 
dengan menggunakan data tabel. Kalkulasi pada tabel dilakukan dengan 
menggunakan formula pada Hasil dari proses penghitungan 
akan ditampilkan dalam bentuk kolom baru yang ditambahkan pada tabel. 

Simbol = dan := memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan 
kolom C merupakan hasil kalkulasi dari kolom A dan kolom B maka

Jikao assignment symbol (:=) yang digunakan, maka nilai pada kolom
C tidak lagi tergantung ( ) pada nilai kolom A dan Kolom B.
Jika nilai pada kolom A atau kolom B diubah, nilai pada kolom C tidak 
akan berubah;
Jikao definition symbol (=) yang digunakan, maka nilai Kolom C tetap 
terkait ( ) dengan nilai dari kolom A dan kolom B. Jika nilai 
kolom A atau kolom B diubah maka nilai kolom C akan ikut berubah.

Perbedaan fungsi kedua simbol ini harus dimengerti dengan baik 
dan sangat berguna untuk kebutuhan yang berbeda. Hal lain yang harus 
diperhatikan dalam pembuatan formula untuk proses kalkulasi adalah bahwa 
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nama kolom tidak boleh memiliki symbol-simbol berikut : \ /: * ? < > | 
“ %~ ! @ # $ ^ & ( ) - + = [ ] { } ; ‘ , .

Terdapat banyak sekali jenis operasi yang dapat dilakukan dengan 
menggunakan Table Calculator
dilihat pada ILWIS Help file dengan menekan tombol F1. Pada materi ini 
akan dibahas beberapa operator sederhana yang umum dipergunakan, yaitu 
operator dan .

Dalam bagian pelatihan ini, data contoh yang akan digunakan adalah 

diproduksi oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan survei yang dilakukan satu 

daerah.
Pada tabel di halaman berikut disajikan jenis dan tipe informasi dalam 

data tabel desa_podes03 dan desa_podes_06 Pada tabel tersebut, kolom 
domain masih belum terisi. Dengan menggunakan langkah-langkah yang 

nama domain untuk masing-masing kolom. 
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desa_podes03 dan desa_podes_06. Lengkapi kolom domain dengan melihat 
domain pada masing-masing kolom.

Tabel 3.2. Deskripsi tabel PODES yang dipakai dalam  contoh dan latihan 
pada bab ini.
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3.1.7 Eksplorasi sederhana
Kita akan mencoba mengurutkan data pada tabel, langkah yang 

diambil:
Klik kanan pada nama kolom yang akan diurutkan 1. . Terdapat 
dua pilihan dalam menu yang muncul yaitu: Sort Ascending untuk
mengurutkan data dari kecil ke besar dan Sort Descending untuk
mengurutkan data dari besar ke kecil. Gunakan fungsi ini untuk 
melakukan eksplorasi sederhana untuk mengetahui nilai terbesar dan 
terkecil dari sebuah kolom, sebagai contoh cobalah untuk kolom AREA_
KM2.

Gambar 3.12. Tampilan fasilitas untuk mengurutkan data 
pada sebuah kolom

Perhatikan pada bagian bawah jendela 2. Table dimana ditampilkan 
beberapa statistik yang paling banyak dipakai seperti nilai minimum, nilai 
maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah. Nilai ini memberikan 
informasi yang sederhana namun amat berguna dalam mengenal data 
kita. Pada baris paling kawah di sebelah kiri dari Jendela Table, tersaji 
jumlah data yang dimiliki tabel tersebut.
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Gambar 3.13. Beberapa statistik dasar dari suatu kolom

Dengan menggunakan data tabel desa_podes03, lakukan eksplorasi 
sederhana dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

Berapa jumlah total populasi penduduk di Aceh Barat pada tahun 2002?-
Desa mana yang jumlah penduduknya paling banyak?-
Desa mana yang jumlah penduduknya paling sedikit?-
Desa mana yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak?-
Desa apa yang memiliki paling banyak petani?-
Berapa rata-rata jumlah penduduk di Aceh Barat?-
Berapa jumlah rumah sakit dan puskesmas di Aceh Barat?-

3.1.8 Operasi aritmatik
Operasi aritmatik merupakan operasi yang paling sederhana yang 

digunakan untuk menjumlahkan, mengurangi, membagi, atau mengalikan 

contoh proses kalkulasi tabel dengan operator aritmatik. 
Tampilkan tabel 1. desa_podes03 Sebagai contoh, kita akan melakukan 
penghitungan kepadatan penduduk pada masing-masing desa di Aceh 
Barat. Nilai kepadatan penduduk dihitung dengan rumus: 

Dalam Table Calculator rumus tersebut dimasukkan sebagi berikut:
Pop_dens = Pop_tot/Area_km2
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Keterangan:
Pop_dens-  adalah nama kolom baru yang akan menyimpan hasil 
penghitungan kepadatan populasi.
Pop_tot - adalah nama kolom yang memuat angka jumlah populasi (lihat 
Tabel 4.2.).
Area_km2- adalah nama kolom yang memuat angka luas desa dalam 
satuan kilometer persegi (lihat Tabel 4.2).

Ketikkan rumus di atas pada baris yang tersedia pada Table Calculator
dan tekan Enter Jendela Colum Properties sebagaimana ditunjukkan 
pada gambar di bawah akan muncul. Jendela tersebut berisikan domain 
yang disarankan untuk kolom rentang nilai yang dihasilkan, dan 
deskripsi singkat tentang formula yang digunakan. Klik OK  jendela ini. 
Perhatikan bahwa kolom Pop_dens akan muncul sebagai kolom terakhir pada 
tabel desa_podes03.

Gambar 3.14. Jendela tabel kalkulator dan kolom properti
dari hasil penghitungan

Dengan menggunakan operasi aritmatik yang sederhana, hitung 
parameter-parameter berikut ini:

Jumlah rumah pada setiap desa di Aceh Barat-
Proporsi (%) rumah permanen dan proporsi rumah non permanen-
Jumlah total sarana pendidikan setiap desa di Aceh Barat-
Jumlah total sarana kesehatan setiap desa di Aceh Barat-
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3.1.9 Operasi relasional
Operasi relasional ditandai dengan penggunaan operator =,<,>,<=,>=,

dan <>. Tujuan dari operasi ini adalah menguji apakah nilai dari sebuah 
kolom memenuhi ekspresi yang diinginkan. Hasil dari operasi ini adalah data 

Sebagai contoh dengan menggunakan data tabel desa_podes03dapat diketahui 
desa mana saja yang kepadatan populasinya diatas 200 orang/km2. Desa-desa 
dengan kepadatan diatas 200 orang/km2 dapat dikategorikan sebagai desa 
berpenduduk padat, sebaliknya desa dengan populasi dibawah 200 orang/
km2 dapat digolongkan sebagai desa berpenduduk jarang. Langkah-langkah 
yang diambil adalah sebagai berikut:

Tentukan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan di atas. 1.
Kita akan menggunakan hasil dari contoh operasi aritmatik di atas, yaitu 
data dari kolom Pop_dens. Rumus yang digunakan adalah:

Pop_dens_class = Pop_dens<200

Ketikkan rumus di atas pada baris yang tersedia pada Table Calculator
dan tekan Enter Jendela Column Properties akan terbuka dengan domain 
yang disarankan adalah bool (boolean Tekan OK, maka kolom Pop_dens_
class akan muncul. Seperti disarankan di atas, usahakan memberikan nama 
kolom yang mudah diingat berdasarkan isi informasi dari kolom tersebut.

Gambar 3.15. Jendela tabel calculator dan column properties
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3.1.10 Operasi logika
Operasi logika ditandai dengan penggunaan AND, OR, XOR, dan NOT.

Tujuan operasi ini adalah membandingkan dua ekspresi berbeda dan melihat 
data mana saja yang memenuhi kedua-duanya (AND), salah satu (OR), atau 
hanya satu (XOR). Sebagai contoh operator logika dapat dipergunakan 
untuk mengetahui desa mana saja yang berpenduduk antara 100-200 jiwa. 
Persamaan yang digunakan adalah:

Pop_dens_class2=(Pop_dens>100) and (Pop_dens<200)

Sebagaimana operasi relasional, operasi ini juga akan menghasilkan 
data dengan tipe .

3.1.11 Operasi kondisional
Tipe operasi kondisional dapat dikenali dengan penggunaan operator 

IFF THEN ELSE
operator yang paling banyak digunakan dalam analisa data spasial dikarenakan 

Keterangan: jika kondisi a terpenuhi maka akan diisi dengan 
b atau c

Sebagai contoh, apabila data sumber mata pencaharian pada kolom 
source_inc pertanian dan non-pertanian dapat
digunakan operasi kondisional sebagai berikut:

Income=iff(SOURCE_INC=”Agricultu”,”pertanian”,”non-pertanian”)

Perhatikan bahwa Incomeadalah nama kolom baru yang akan dihasilkan 

data pada kolom Karena kolom 
 berdomain maka tanda ”...” harus digunakan. Jika 

ekspresi atau syarat terpenuhi, maka kolom baru akan terisi dengan 

Tekan Enter untuk menjalankan formula. Jendela Column
Properties akan terbuka. Perhatikan bahwa domain yang disarankan adalah 
domain Untuk saat ini biarkan domain tersebut dan tekan Enter. Hasil 
dari operator kondisional ini akan terlihat seperti berikut:
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Gambar 3.16. Hasil operasi kondisional

Contoh di atas adalah penggunaan kolom dengan domain  untuk 
operasi kondisional. Operasi kondisional juga dapat digabungkan dengan 
operasi relasional. Sebagai contoh, misalkan indikator 30% keluarga miskin 
akan digunakan sebagai penentu apakah sebuah desa dapat dikategorikan 
tertinggal atau tidak. Perhatikan bahwa informasi mengenai proporsi 
keluarga miskin sudah tersedia pada kolom POOR_FAM_P (lihat Tabel 3.2). 
Maka rumus yang dapat digunakan adalah: 

desa_miskin=iff(poor_fam_p>30,”tertinggal” dan “tidak tertinggal”)
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Gambar 3.17. Contoh hasil operasi kondisional digabung dengan relasional

Proses ini dilakukan untuk menyederhanakan data numerik menjadi 

dengan menggunakan fasilitas Table Calculator dengan perintah CLFY
Format umum untuk perintah ini adalah :

Output_column = CLFY(input_column, class_domain)

Output_column Input_
column adalah kolom pada tabel yang berisikan sumber data yang akan 

class_domain adalah domain kelas yang memuat 
rentang nilai masing-masing kelas. Sebagai contoh, misalkan berdasarkan data 
kepadatan populasi yang telah dihitung pada kolom Pop_dens akan dibuat 
tiga kelas kepadatan penduduk:  (0-100 jiwa/km2),  (100-200 
jiwa/km2), dan  (>200 jiwa/km2). Langkah pertama adalah membuat satu 
domain baru yang memuat rentang nilai kepadatan populasi untuk ketiga 
kelas yang akan dibuat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

Pada jendela utama ILWIS1. klik File > Create > Domain. Jendela Create
Domain akan terbuka. Berikan nama domain pop_dens_cls, pilih domain 
Class-Group  tentukan jumlah karakter pada kolom dan tekan OK

Jendela domain group akan terbuka. Klik tombol   untuk membuat 
Domain Item baru. Jendela Domain Item sebagaimana diperlihatkan di 
bawah ini akan terbuka. Untuk membuat kelas yang pertama, masukkan 
batas atas 100 jiwa/km2 pada kolom Upper Bound berikan nama kelas 

Rendah pada kolom Name dan klik OK. Lakukan langkah yang sama 
Menengah” Tinggi.”
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Gambar 3.18. Jendela create domain
domain dan nama

Ketikkan rumus berikut :2.
pop_dens_cls=CLFY(pop_dens,pop_dens_cls)

Pada jendela Column Properties yang muncul, perhatikan bahwa 
domain yang disarankan adalah domain pop_dens_cls klik OK pada jendela 

besar, maka proses ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari hasil 
pop_dens_cls

sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.19. Jendela column properties
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3.1.13 Agregasi data
Semua pembahasan di atas merupakan operasi tabel yang dilakukan 

untuk membuat satu kolom baru berdasarkan data dari sebuah kolom saja. 
i satu 

kolom, teknik yang digunakan adalah fungsi agregasi Ilustrasi sederhana 
untuk teknik agregasi diperlihatkan pada gambar berikut.

Misalkan dari data desa_podes03  akan dihitung jumlah populasi 
total untuk masing-masing kecamatan di Aceh Barat, sedangkan data yang 
kita punya adalah jumlah populasi dari setiap desa. Perhatikan bahwa 
untuk melakukan hal ini diperlukan informasi dari dua kolom, yaitu kolom 
Kecamatan dan kolom Pop_tot, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.20. Agregasi data

Klik1. Column > Aggregation untuk memulai proses agregasi

Gambar 3.21. Agregasi data desa menjadi tingkat kecamatan
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Jendela Aggregate Column akan terbuka. Pilih kolom Pop_tot yang 
merupakan jumlah penduduk total per desa yang akan diaggregasi ke tingkat 
kecamatan. Pada kolom Function pilih fungsi Sum untuk menjumlahkan 
angka populasi desa di tiap kecamatan. Pilih kolom Kecamatan pada bagian 
Group by untuk menggabungkan angka populasi berdasarkan nama 
kecamatan.
2. Output Table untuk menyimpan hasil agregasi pada 

dokumen baru, beri nama penduduk_kecamatan pada kolom tersebut. 
Beri nama yang sama pada bagian Output Column Kemudian klik 
OK. Tabel baru dengan nama penduduk_kecamatan akan tampil pada 
jendela utama ILWIS. Tampilkan tabel tersebut untuk melihat hasil proses 
agregasi.

Gambar 3.22. Tabel hasil operasi agregasi

3.1.14 Menggabungkan tabel
Penggabungan tabel atau  merupakan salah satu proses yang 

sangat penting dalam aplikasi SIG. Melalui proses ini, data tabel yang 
merupakan data atribut/non spasial dapat digabungkan dengan data spasial 

dari data tabel penduduk_kecamatan yang telah dibuat sebelumnya. Melalui 
penggabungan ini akan didapatkan peta kecamatan dengan berbagai atribut 
jumlah penduduk. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Pada jendela utama ILWIS, tampilkan data tabel 1. acbar_btskec Tabel ini 
merupakan atribut data terhadap peta vektor dengan nama acbar_btskec_
utm.
penduduk_kecamatan dengan acbar_btskec untuk mendapatkan peta 
kecamatan yang memiliki atribut jumlah penduduk. Harap diperhatikan 
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bahwa penggabungan tabel hanya dapat dilakukan terhadap dua tabel 
yang memiliki paling tidak satu kolom dengan domain yang sama.
Untuk menggabungkan tabel, tampilkan tabel 2.  yang akan 
menjadi tujuan  proses penggabungan.  Klik Columns
Join untuk memulai proses penggabungan.

Gambar 3.23. Wizard penggabungan tabel

Pada jendela 3. Join Wizardyang muncul, pilih tabel yang akan digabungkan. 
Dalam contoh ini, pilih tabel penduduk_kecamatan dan kolomnya, klik 
Next. Ikuti perintah dalam wizard, kolom yang digabungkan akan 

acbar_btskec.
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3.1.14 Menampilkan data tabel secara spasial

menampilkan data tersebut secara spasial. Langkah ini memungkinkan 
kita untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi 
dan sebaran data yang ada dalam atribut. Langkah yang diperlukan untuk 
menampilkan atribut dari data desa_podes03 secara spasial adalah sebagai 
berikut:

File1. desa_podes03, klik kanan pada peta poligon dan pilih Open Pada 
jendela Display Option Attribute dan
pilih kolom Pop_tot Pada kolom Representation pilih Pseudo  klik 
OK.
Muncul peta desa dengan kode warna yang menunjukkan total populasi 2.
masing-masing desa. Beberapa desa mempunyai jumlah populasi 
total yang cukup tinggi. Cobalah memvisualisasikan kolom yang lain, 
kemudian bandingkan total populasi dengan kepadatan populasi dan 
perhatikan apakah ada konsistensi pola.
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Gambar 3.25. Peta populasi desa

Analisa kependudukan adalah salah satu aplikasi sederhana dari 
proses pengolahan atribut data spasial. Analisa ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di sebuah unit analisa (contoh: 
desa). Proyeksi jumlah penduduk juga dapat dilakukan secara sederhana 
dengan menggunakan angka laju pertumbuhan penduduk. Gunakan data 
desa_podes_03 dan desa_podes_06, untuk tahap analisanya adalah sebagai 
berikut:

Untuk mengetahui angka pertumbuhan penduduk dibutuhkan 1.
data jumlah penduduk dari dua waktu yang berbeda. Data jumlah 
penduduk ini dapat ditemukan pada kolom pop_tot Sebagai langkah 
awal, gunakan fungsi Join Table untuk menggabungkan kolom 
pop_tot dari data desa_podes_06 ke dalam data desa_podes_03. Beri
nama yang berbeda untuk kolom tersebut misalnya: pop_tot06
Hitunglah angka pertumbuhan penduduk masing-masing desa. 2.
Gunakan operasi aritmatik dengan mengurangi data jumlah 
penduduk tahun 2006 dengan jumlah penduduk tahun 2003. Jawablah 
pertanyaan berikut:

Desa mana yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi?-
Desa mana yang pertumbuhan penduduknya paling rendah?-
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Adakah desa yang memiliki nilai pertumbuhan penduduk yang -
negatif?
Berapa rata-rata nilai pertumbuhan penduduk di Aceh Barat?-

Kemudian hitunglah laju pertumbuhan penduduk. Operasi ini secara 3.
sederhana dapat dilakukan dengan membagi angka pertumbuhan 
penduduk yang telah dihitung sebelumnya dengan interval waktu 
antara 2003-2006 yaitu 3 tahun. Hasilnya akan diperoleh kolom baru 
berisikan laju pertumbuhan penduduk. Unit dalam kolom ini adalah 
X jiwa/tahun. Jawablah pertanyaan berikut ini:

Desa mana yang laju pertumbuhan penduduknya paling tinggi?-
Desa mana yang laju pertumbuhan penduduknya paling rendah?-
Berapa rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Aceh Barat?-

Langkah selanjutnya adalah melakukan proyeksi pertumbuhan 4.
penduduk. Misalkan di desa A, laju pertumbuhan penduduknya 
adalah 100 jiwa/tahun. Di tahun 2006 penduduknya 1000 jiwa. Maka 
proyeksi jumlah penduduk 4 tahun kedepan (tahun 2010) adalah 
4*100=400 jiwa. Maka total populasi proyeksi tahun 2010 untuk desa 
A adalah 1000+400=1400 jiwa. Dengan menggunakan konsep tersebut 
hitunglah proyeksi penduduk di semua desa untuk tahun 2010.

Berapa total penduduk Aceh Barat tahun 2010?-
Desa mana yang memiliki jumlah penduduknya paling besar?-
Berapa rata-rata jumlah penduduk di setiap desa pada tahun -
2010?

Tampilkan informasi pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan,  5.
dan proyeksi penduduk secara spasial.

Analisa kemiskinan dilakukan dengan menggunakan informasi pada 
kolom Poor_fam yang ada pada data desa_podes03 dan desa_podes06
Lakukan langkah-langkah analisa sebagai berikut:

Dengan menggunakan data jumlah keluarga miskin pada kolom 1.
Poor_fam dan data jumlah keluarga pada kolom Fam hitunglah
proporsi rumah tangga miskin di masing-masing desa. Jawablah 
pertanyaan berikut :

Berapa proporsi rumah tangga miskin maksimum dan minimum? -
dan ada di desa mana saja?
Berapa rata-rata jumlah rumah tangga miskin di Aceh Barat?-
Tampilkan data proporsi rumah tangga miskin secara spasial-

Dengan menggunakan data dari tahun 2003 dan 2006. Hitunglah 2.
perubahan rumah tangga miskin di masing-masing desa.
Tampilkan desa-desa yang jumlah maupun proporsi rumah tangga 3.
miskinnya menurun dan yang meningkat.
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3.2 Map calculator, Eksplorasi, Ekstraksi, dan 

Salah satu fasilitas yang sangat umum digunakan dalam menganalisa 
data spasial dalam ILWIS adalah . Dalam analisa menggunakan 

 data yang digunakan berupa raster/map, dimana masing-
masing data raster/map/peta diperlakukan sebagai satu besaran dalam rumus 
yang dimasukkan untuk perhitungan. Apabila kita ingin menganalisa data 
vektor dengan menggunakan , maka harus dikonversi terlebih 
dahulu menjadi data raster. Mohon diingat bahwa setiap data di ILWIS 
mempunyai domain untuk data raster domain bisa berupa nilai, ID, maupun 
kelas. Kita harus mengerti domain dari data kita dengan baik untuk bisa 
melakukan operasi kalkulasi dengan menggunakan berbagai data dengan 
benar. Beberapa operasi yang disediakan dalam  akan dibahas 
pada bab ini. 

3.2.1 Operasi aritmatik
Operasi aritmatik merupakan operasi matematis sederhana yang terdiri 

dari operasi perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Dalam 
 yang dianalisa adalah nilai dari masing-masing piksel pada 

lokasi yang sama dari data raster/map yang dioperasikan. Operasi  aritmatik 
hanya bisa diaplikasikan pada data raster dengan domain value saja dan tidak 
pada data dengan domain kelas.

Tabel 3.3. Operasi aritmatik untuk map calculator; mengilustrasikan tiga 
ekspresi aritmatik yang merupakan penambahan dengan konstanta, 
penambahan antara dua peta, kombinasi antara penambahan, pengurangan, 
pembagian, dan perkalian

+ Tambah a + b
5 + 2 = 7

- Kurang a – b
5 – 2 = 3

* Kali a * b
5 * 2 = 10

/ Bagi a / b
5 / 2 = 2.5

^ Operasi pangkat; POW(a,b) a ^ b
5 ^ 2 = 25

a MOD b Sisa pembagian a MOD b
5 mod 2 = 1

a DIV b Penggabungan string a DIV b
5 div 2 = 52
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Gambar 3.26. Beberapa contoh operasi aritmatik dengan map calculator

Sebagai latihan di ILWIS, misalkan MapA berisi (DN)
dari citra satelit Landsat TM dari kanal 3, dan MapB dari kanal 4.  Langkah-
langkah untuk menjalankan operasi aritmatik dengan :

Mula-mula kita akan mengganti nama dari data raster kanal 3 menjadi 1.
Map A dengan teknis sebagai berikut:
Mengganti nama dari  menjadi 

Gambar 3.27. Beberapa contoh operasi aritmatik dengan map calculator

Menjalankan operasi artimatika sederhana.
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Gambar 3.28. Contoh operasi aritmatik 

Setelah mendapatkan peta dari hasil operasional aritmatika tersebut, 
langkah selanjutnya adalah membandingkan antara nilai hasil DN dari 
peta awal yang belum dianalisa dengan peta hasil setelah dilakukan 
operasional aritmatika sederhana tadi. Cobalah dicek hasilnya dengan 
melakukan cek nilai identitas Map A dengan Map C.

Pengurangan (-)a)

Secara teknis operasional pengurangan ini adalah dengan mengurangi 
bilangan DN pada peta awal dengan bilangan tertentu atau nilai digital 
dari peta lain. Secara umum pengurangan ini harus memiliki domain 
dengan bilangan. Dalam proses ini yang perlu dingat dalam operasi 

 adalah  yang dimasukkan dan  apa 
yang dihasilkan nantinya.
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Gambar 3.29. Operasi aritmatik untuk pengurangan

Pembagian (/)b)

Dalam proses ini adalah dengan melakukan pembagian dua bilangan 
 dengan bilangan juga, sebagai pembilang dan penyebut. 

Dimana hasilnya nanti juga akan menjadi karakter bilangan 

Gambar 3.30. Instruksi pembagian dan 

Mengalikan (mencoba untuk membuat NDVI band)c)

Diterjemahkan menjadi;
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Latihan ini mencoba mengkombinasikan operasional aritmatika yang 
sudah ada, kemudian diarahkan untuk menganalisa kombinasi 2 band 
dengan formula NDVI operasi yang menghasilkan informasi satu band untuk 

Gambar 3.31. Kombinasi operasi aritmatik untuk menghitung NDVI

Import data landsat dari TIFF menjadi data ILWIS dari band 1 – 7, lalu 
bangunlah tassel-cap band untuk mendapatkan band (kecerahan),

kelembaban) menggunakan rumus dari 
ketiga band tersebut.

Setelah selesai membuat ketiga band tersebut, kompilasikan menjadi 
sehingga bisa ditampilkan kombinasi band-band tersebut sebagai 

data hasil.

(SPL). SPL ini dibangun dari beberapa peta pendukung seperi peta 
tanah, peta kelerengan, peta penggunaan lahan, dan peta geologi. Peta-
peta tersebut kemudian ditumpukkan menjadi satu peta kerja sebelum 
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dilakukan survey dan menentukan hasil untuk rekomendasi terhadap 
suatu rekomendasi kesesuain lahan. Sebagai latihan dalam operasi 
aritmatika ini, cobalah untuk membangun peta SPL di Kabupaten Aceh 
Barat.
Dalam survey pemetaan terkadang kita mengenal yang namanya peta 
bentuk lahan atau . Peta bentuk lahan ini merupakan representatif 
dari gabungan beberapa peta seperti peta tanah, peta geologi, dan peta 
kelerengan. Silahkan anda membuat peta bentuk lahan ini dengan 
menggabungkan peta-peta yang dimaksudkan tersebut sehingga menjadi 
satu peta hasil.

3.2.2 Operasi rasional
Operasi rasional digunakan untuk mengkombinasikan antara operasi 

logis dan fungsi kondisi dengan memasukkan kriteria yang kita harapkan.  
Data yang dihasilkan adalah data 
hanya menggunakan operasi relasi ini pada formula, maka formula akan 
menjadi .

Dalam operasi relasi ini dapat kita lihat beberapa operasi yang 
digunakan, seperti:

Tabel 3.4. Operasi rasional

= eq Sama dengan a = b
5 = 2 hasilnya False

< It Lebih kecil dari a < b
5 < 2 hasilnya False

<= le Lebih kecil dari atau 
sama dengan

a <= b
5 <= 2 hasilnya False

> gt Lebih besar dari a > b
5 > 2 hasilnya True

>= Lebih besar atau sama 
dengan

a >= b
5 >= 2 hasilnya True

<> Tidak sama dengan a <> b
5 <> 2 hasilnya True

Teknis latihan untuk operasional ini, kita akan menggunakan data 

( ). Dengan data ketinggian ini dapat memberikan gambaran 
dalam membedakan suatu kelas lahan, misalnya untuk membedakan antara 
kelas laut/pantai dan kelas daratan dengan memisahkan antara ketinggian 
0 (nol) dengan diatas 0 (nol) sebagai daratan, atau bisa juga digunakan 
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untuk membedakan kelas kesesuaian suatu tanaman berdasarkan kecocokan 
persyaratan tumbuh terhadap suhu (dimana suhu di pantai seekitar 26.5°C) 
dengan setiap kenaikan 100 meter suhu akan menurun sekitar 1°C, dengan 
penurunan suhu ini lalu diambil contoh untuk melihat tingkat kesesuaian 
tanaman sayuran di daerah dataran tinggi dengan kebutuhan suhu <18°C  
atau dengan ketinggian >800 m dpl.

Langkah awalnya adalah dengan mengganti 
menjadi nama peta yang mudah kita dikenal, misalnya: 

Setelah kita melakukan konversi nama peta tersebut, lalu akan kita 
lanjutkan dengan melakukan operasi rasional yang sederhana, seperti: 

 dengan karakter nilai  kemudian akan dioperasikan untuk 
mendapatkan  nilai, seperti: membedakan antara daerah perairan/laut 
dan daratan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.32. Operasi untuk membuat map baru

Gambar 3.33. Membuat map baru dari DEM 
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Menampilkan data 

Gambar 3.34. Menampilkan map baru hasil dari DEM

diatas mengenai kecocokan tanaman terhadap kebutuhan suhu. Untuk 
membangun peta sebaran suhu tersebut kita bisa menggunakan 
pendekatan dari penurunan suhu sebesar 1°C dengan kenaikan ketinggian 
sebesar 100 meter, dengan catatan suhu dipermukaan bumi dengan 
ketinggian 0 atau sama dengan permukaan laut sebesar 26.5° C.

kelas tutupan lahan berdasarkan nilai yang tampil di dalam  NDVI 
tersebut, misalnya kelas tutupan hutan lebih dari 70%, kelas pepohonan 
50–69%, dan kelas bukan pohonan kurang dari 50%. Cobalah untuk 

Dalam suatu pembangunan pertanian, terkadang kita menemukan 
masalah untuk melakukan sortasi wilayah penutupan lahan dari data 
spasial dengan kelas tertentu, misalnya kelas pertanian yang akan 
dipergunakan untuk pengembangan komoditi jagung atau ketela pohon. 
Silahkan anda melakukan sortasi wilayah penutupan lahan tersebut 
dengan menggunakan operasi berikut ini.

3.2.3 Operasi logika

yang nantinya akan menghasilkan nilai 
Rumus logika yang digunakan adalah:
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Tabel 3.5. Operasi logika

Or Atau
(salah satu syarat harus 
terpenuhi)

(a) Or (b)
(5 < 2) or (5 > 2) Hasilnya 

And Dan
(kedua syarat harus 
terpenuhi)

(a) and (b)
(5 < 2) and (5 > 2) Hasilnya 

Not tidak Not (b)
Not (5 < 2) Hasilnya 

Xor Jika keduanya benar (a) Xor (b)
(5 < 2) Xor (5 > 2) Hasilnya 

Sebagai alur dalam latihan ini, kita mencoba melakukan analisa dari 

dalam mencari kawasan hutan pada daerah dengan ketinggian tertentu. 
Sebagai contoh dalam kasus ini kita akan memilih kelas tutupan lahan dari 
peta tutupan lahan tahun 2006 yang sudah dibuat, kemudian akan ditumpang 

kurang dari 500 meter yang diasumsikan sebagai zona penyangga antara 

kembangkan dalam latihan ini dapat kita lihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.35. Alur proses untuk mengembangkan operasi logika
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Langkah teknisnya adalah sebagai berikut:

Merubah nama peta dari peta asli menjadi nama peta yang sudah kita 

untuk peta ketinggian

Rasterisasi dari vektor poligon didasarkan pada kelas tutupan lahan

Silahkan dicek lagi apakah tampilan peta yang kita buat sudah dikonversi 
menjadi nama peta yang sama dengan alur kerja kita dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a)
Proses:

-

Memasukkan- dalam operasi yang sudah kita konsepkan

Kemudian mengkombinasikan ini dalam  di operasi 
ILWIS

Gambar 3.36. Perintah membuat map baru dengan operasi logika
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Gambar 3.37. Tampilan hasil operasi untuk melihat undisturbed forest pada 
wilayah dengan ketinggian kurang dari 500 m

merupakan hasil penggabungan data peta tutupan lahan dan ketinggian 
dengan wilayah hutan, namun hanya daerah dengan ketinggian dibawah 500 

b)
Melakukan kombinasi ini dalam 
dan amati hasilnya.
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Gambar 3.38. Operasi logikal untuk menghasilkan wilayah yang merupakan 
undisturbed forest atau ketinggiannya kurang dari 500 m

3.2.4 Fungsi kondisional 
Contoh yang digunakan untuk operasional relasi dan logika untuk 

dikombinasikan 2 data peta yang memiliki beda domain (bisa dalam value 
atau kelas) menjadi sebuah hasil yang diharapkan, dengan hasil yang 
diperoleh nantinya adalah 1 (satu) sebagai hasil yang diharapkan dan 0 (nol) 
sebagai hasil yang tidak diharapkan. Biasanya untuk praktek ini kita sebut 
dengan fungsi kondisional . Rumus umum yang biasa digunakan adalah:

Keterangan:
Peta_hasil: nama dari peta hasil operasional rumus tersebut

 : operasi yang digunakan
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Dalam latihan ILWIS, penggunaan fungsi kondisional ( ) ini masih 
menggunakan peta contoh dari peta tutupan lahan tahun 2007 yang akan 

Gambar 3.39. Alur pikir menghasilkan map baru menggunakan 
operasi kondisional

Langkah-langkah teknis:

Artinya:
Jika  adalah  maka diberikan nilai  sedangkan yang lain 

Kita masukkan operasi untuk memilih tutupan lahan hutan 

lahan.
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Gambar 3.40. Membuat map baru dari satu jenis data undisturbed

Begitu pula untuk peta elevasi kita akan memilih untuk ketinggian lebih 
besar atau sama dengan 1000 meter. 

Gambar 3.41. Instruksi membuat map baru dari satu jenis data undisturbed
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Proses berikutnya adalah menggabungkan analisa mengenai pencarian 
lahan hutan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter, misalnya untuk 

Artinya:
Jika MapA adalah hutan dan MapB pada ketinggian lebih dari 1000 meter 
maka akan diberikan nilai 1 (satu) dan yang bukan daerah yang dimaksudkan 
adalah 0 (nol) sehingga hasil operasi yang kita lakukan akan tampil menjadi 
data MapC1.
(0)  = data dengan nilai 0 (Nol)

Gambar 3.42 Instruksi membuat map baru dengan menggabungkan dua 
buah operasi kondisional 
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Hasilnya adalah:

Gambar 3.43. Tampilan hasil operasi untuk melihat wilayah undisturbed
forest dengan ketinggian di atas 1000 m.

Menghitung populasi penduduk yang memiliki kepadatan penduduk 
lebih dari 500 orang perkilometer dengan cara sortasi wilayah yang 
berada daerah perbukitan atau pegunungan dengan ketinggian >1000 
meter.

Memilih daerah yang merupakan penggunaan lahan tahun 2006 dengan 
kelas hutan pada status lahan di wilayah itu dengan status lahan hutan 
lindung, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah tutupan lahan 
hutan yang masih tersisa di wilayah hutan lindung.

Dalam latihan ini kita akan mencoba untuk membuat peta sebaran wilayah 
dengan melihat sebaran wilayah, populasi, dan kepadatan penduduk 
(lebih dari 100 orang per kilometer) yang berada di wilayah status hutan 
lindung.

menyusun analisa data spasial. Proses-proses ini dilakukan untuk memahami 
dan kemudian mengambil informasi yang dibutuhkan dari sebuah data 
spasial maupun menata ulang data spasial sesuai dengan struktur yang 
diinginkan. melibatkan beberapa proses pencarian informasi 
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secara selektif dari sebuah data. Misalkan dari sebuah peta batas, dapat 
dilakukan eksplorasi mengenai desa dengan area terkecil, desa yang terdekat 
dengan ibukota kabupaten, dan lain-lain. merupakan proses yang 
berkaitan dengan pengukuran berbagai parameter seperti jarak, luas, keliling, 
jumlah, dan lain-lain dari sebuah data spasial. Adapun  merupakan 
proses pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu yang dibutuhkan. 
Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan eksplorasi, ekstraksi, dan 

Proses ekstraksi informasi yang paling sederhana dilakukan dengan 
menampilkan atribut data spasial. Dalam ILWIS, proses ini dilakukan dengan 
menggunakan jendela Attributes dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tampilkan data 1. desa_podes_03_utm Klik dua kali dan geser kesebelah kiri 
peta pada salah satu poligon untuk menampilkan jendela Attributes.
Perhatikan bahwa jendela 2. Attributes akan menampilan semua informasi 
dari poligon yang dipilih. Klik dan geser jendela Attributes untuk 
mengintegrasikan dengan jendela peta sebagaimana diperlihatkan pada 
Gambar 3.44  di bawah ini.  Cobalah untuk melakukan eksplorasi data 
sederhana dengan menampilkan atribut dari beberapa poligon batas 
desa.

Gambar 3.44. Jendela Attributes

3.
sedang ditampilkan, kemudian pilih Display Option Jendela Display
Option sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut akan terbuka. 
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Gambar 3.45. Memilih Display Options

Dengan mengubah beberapa parameter, dapat dilakukan eksplorasi 
data dengan cara menampilkan atribut yang dibutuhkan. Sebagai contoh, 
misalnya kita ingin menampilkan atribut data yang berkaitan dengan 
kepadatan populasi menggunakan data desa_podes_03_utm
Attribute, kemudian pilih pop_dens Pilih salah satu skema warna pada 
kolom Representation kemudian klik OK. Tampilan peta akan berbeda 
dengan sebelumnya, karena yang ditampilkan saat ini adalah skema warna 
yang menunjukkan kepadatan populasi.

Gambar 3.46  Memilih kolom yang akan ditampilkan dan hasil tampilan

mask
Cara lain untuk melakukan ekstraksi informasi adalah dengan 

menggunakan yang berfungsi menyaring informasi sehingga hanya data 
dengan kriteria tertentu saja yang akan ditampilkan dengan langkah-langkah 
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sebagai berikut:
Dalam bagian ini akan digunakan data batas desa 1. desa_podes_03_utm
dan data tutupan lahan landcover_2007 Tampilkan batas luar desa dari 

desa_podes_03_utm sehingga dapat dilihat bersamaan dengan data 
tutupan lahan. Contoh tampilannya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.47. Overlay antara peta batas desa dan peta tutupan lahan

Informasi mengenai desa yang masih memiliki hutan bisa didapatkan 2.
dengan mudah menggunakan pada data tutupan lahan. Tampilkan 
jendela Display Option untuk data landcover_2007.

Gambar 3.48 Menggunakan mask pada display option
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Mask pada jendela Display Option Pada kolom 
yang muncul, masukkan Undisturbed forest Perintah ini akan menghasilkan 
tampilan data tutupan lahan yang hanya memperlihatkan daerah yang 
berhutan saja. Klik OK, maka tampilan peta akan terlihat seperti berikut ini.

Gambar 3.49. Hasil masking undisturbed forest

Dengan mengubah kriteria pada maka hasil yang diperoleh juga 
berbeda.  juga dapat menampilkan lebih dari satu kriteria. Kriteria 
Undisturbed forest dan Rubber akan menampilkan daerah yang berhutan dan 
daerah kebun karet sebagaimana ditampilkan oleh gambar berikut:
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Gambar 3.50. Hasil masking undisturbed forest dan rubber

Penggunaan tanda 3. * akan menghasilkan tampilan dengan kriteria yang 
mengabaikan kata atau huruf tertentu. Misalkan dari peta tutupan 
lahan, ingin ditampilkan daerah perkebunan karet monokultur (Rubber
dan daerah wanatani karet (Rubber agroforest). Perintah ini dapat 
diterjemahkan dengan mengetikkan Rubber* pada kolom Mask. Maka 
tampilan peta akan berubah menjadi seperti gambar berikut:

Gambar 3.51. Hasil masking Rubber*

map calculator
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tertentu. Sebagai contoh kasus adalah pengelompokan daerah budidaya karet 
di wilayah Aceh Barat.  
Langkah-langkah :
1. landcover07 menjadi dua kelas yaitu 

Rubber area dan Non rubber area Area karet adalah area yang pada data 
landcover07 adalah Rubber atau Rubber agroforest Dengan menggunakan 

 perintah yang digunakan adalah :

rubber_area = iff((landcover07=”Rubber”)or(landcover07=”Rubberagrofo
rest”),”rubber area”,”non rubber”)

Tekan Enter, maka jendela Raster Map Definition akan terbuka. 
Perhatikan bahwa pada jendela ini, domain yang disarankan tidak ada. Ini 
berarti harus dibuat sebuah domain baru untuk kelas rubber area dan  non

rubber Tekan tombol  untuk membuat domain baru dan tambahkan 
Rubber area untuk domain 

baru ini. Klik OK pada jendela Raster Map Definition. Setelah kalkukasi 
selesai, maka akan ditampilkan peta baru seperti gambar berikut ini:

map calculator

Sebagai contoh, kita ingin mengelompokkan desa berdasarkan sumber 
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pendapatan utama dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Pada data 1. desa_podes_03_utm terdapat informasi mengenai sumber 
penghasilan dari masing-masing desa yang ada di Aceh Barat. Informasi 
ini terdapat dalam kolom Source_inc Periksa kolom ini dan perhatikan 
bahwa kolom tersebut memiliki domain tersendiri yaitu domain Income

digunakan adalah Attribute Maps
data berdasarkan atribut yang ada di salah satu kolom. Klik kanan pada 
data desa_podes_03_utm Pilih Vector operation  Attribute Maps

Gambar 3.53. Memilih kriteria income
menggunakan attribute maps

Jendela Attribute Map of Polygon Map akan terbuka. Pilih kolom 
 dan berikan nama pada kolom Output polygon maps

sebagaimana diperlihatkan pada gambar di atas. Klik OK maka jendela 
Map Window
berdasarkan sumber pendapatan, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 
berikut.
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Salah satu proses yang umum dilakukan dalam analisa awal data spasial 
adalah proses penghitungan statistik dari data tersebut Secara sederhana 
proses pengukuran dapat menghasilkan informasi berupa luasan, panjang, 
atau jumlah dari sebuah data spasial tertentu. Sebagai contoh, dari data 
landcover07 ingin diketahui berapa luasan masing-masing tipe tutupan lahan 
di Aceh Barat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. landcover07 dan pilih Statistic Histogram dan klik

Show pada jendela yang muncul.
Jendela2. Histogram akan muncul pada panel sebelah kiri akan terlihat 

sebelah kanan terdapat tabel yang menunjukkan angka luasan (dalam 
unit m2) masing-masing kelas tutupan lahan. 
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Gambar 3.55. Penghitungan Histogram dan tabel statistic dari masing-
masing kelas tutupan lahan
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3.3 Fungsi Tumpang Susun (Overlay) untuk Integrasi 
Data Spasial

Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari teknik-teknik untuk 
memanipulasi data yang berasal dari kolom maupun baris yang menyusun 
satu data spasial dan atribut dengan beberapa operasi aritmatik, relasional dan 
kondisional yang disediakan di ILWIS. Pada bagian ini kita akan membahas 
teknik-teknik yang serupa akan tetapi dengan mengkombinasikan beberapa 
data spasial dan konstanta. Beberapa fasilitas yang disediakan dalam ILWIS 
untuk operasi-operasi ini antara lain adalah fungsi dan .
Dalam SIG, teknik merupakan dasar dari kapabilitas SIG untuk 
mengintegrasikan berbagai data spasial. Teknik  mengkombinasikan 
beberapa peta sehingga menghasilkan informasi baru yang belum tersedia 
dalam masing-masing peta. Pada teknik  elemen-elemen spasial baru 
bisa diturunkan berdasarkan beberapa masukan peta.

Dengan perangkat lunak ILWIS, selain untuk visualisasi, 
hanya dapat dioperasikan pada peta-peta raster. Struktur data raster sangat 
sesuai untuk operasi semacam itu, manakala semua peta yang digunakan 

sama, dan resolusi yang sama, sehingga  jumlah dan ukuran piksel serta 
sistem koordinat seragam disemua data yang akan diproses dengan 

. Proses penghitungan akan mengambil nilai piksel demi piksel di 
dalam peta-peta yang berbeda pada lokasi yang sama. 

Seperti pada pembahasan sebelumnya, ILWIS juga menyediakan operasi 
aritmatik, relasional, dan kondisional serta beberapa fungsi lain dalam 

. Sebagai ilustrasi, Gambar 3.56 menunjukkan hasil operasi aritmatik 
dengan  ditulis pada 
yang ada pada jendela utama ILWIS. Metode lain untuk mengkombinasikan 
peta-peta raster adalah dengan menggunakan fungsi , yang menghitung 
frekuensi kejadian dari semua kemungkinan kombinasi dari dua peta. Pada 
bab ini kita akan mencoba beberapa fasilitas yang disediakan oleh ILWIS 
untuk memproses kombinasi beberapa data raster dan konstanta. 

3.2.6 Operasi-operasi yang tersedia dengan map calculation
 merupakan suatu fungsi yang bisa menghasilkan peta 

baru dari berbagai kombinasi peta yang dioperasikan melalui rumus yang 
dituliskan pada baris perintah ( ) pada jendela utama ILWIS atau 
dengan cara menggunakan kotak dialog pada operasi .

Terdapat banyak operasi dan fungsi yang disediakan dalam 
, yaitu

Operasi aritmatik yang terdiri dari perkalian, pembagian, pengurangan,  1.
maupun penambahan
Operasi logikal untuk membandingkan dua buah ekspresi jika kedua 2.
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ekspresi benar (AND), paling tidak salah satu ekspresi benar (OR), serta 
untuk mengecek suatu ekspresi adalah tidak benar (NOT).
Operasi relasional untuk mengecek apakah satu ekspresi lebih besar, 3.
lebih kecil, atau sama dengan satu ekspresi yang lainnya.
Fungsi kondisional untuk melakukan suatu operasi tertentu apabilan 4.
kondisi yang ditetapkan benar ( ).

Gambar 3.56. Beberapa contoh operasi aritmatik dengan map calculation

3.2.7 Operasi-operasi yang tersedia dengan map calculation
 merupakan suatu fungsi yang bisa menghasilkan peta 

baru dari berbagai kombinasi peta yang dioperasikan melalui rumus yang 
dituliskan pada baris perintah ( ) pada jendela utama ILWIS atau 
dengan cara menggunakan kotak dialog pada operasi .

Terdapat banyak operasi dan fungsi yang disediakan dalam 
 yaitu:

Operasi aritmatik, terdiri dari perkalian, pembagian, pengurangan, dan 1.
penambahan.
Operasi logikal untuk membandingkan dua ekspresi jika kedua ekspresi 2.
benar (AND), salah satu ekspresi benar (OR), serta untuk mengecek suatu 
ekspresi adalah tidak benar (NOT).
Operasi relasional untuk mengecek apakah satu ekspresi lebih besar, 3.
lebih kecil, atau sama dengan satu ekspresi yang lainnya.
Fungsi kondisional untuk melakukan suatu operasi tertentu apabilan 4.
kondisi yang ditetapkan benar ( ).
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Sebagian besar fungsi-fungsi yang sering digunakan dalam 
 dapat dilihat dalam Table 3.6.  

Table 3.6. Beberapa fungsi ILWIS yang sering digunakan dalam Map
Calculation

IFF
(Kondisional)

IFF (a,b,c) Jika kondisi  benar maka berikan hasil ,
jika tidak benar maka isikan nilai 

Relasional
(a,b,c)

Untuk menguji nilai ekspresi atau peta ,
jangkauannya terhadap titik  dan .

(a,b,c)

(a,b)

(a,b,c)

Menguji apakah 
Jika kondisi 
ditentukan oleh ekspresi , kalu tidak 
kembali ke 
Jika kondisi 
ditentukan oleh ekspresi , kalu tidak 
ditentukan oleh 
Jika kondisi 
maka hasil ditentukan oleh ekspresi , kalu 
tidak kembali ke Menguji apakah a tidak 

Jika kondisi 
hasil ditentukan oleh ekspresi , kalu tidak 
ditentukan oleh 

SQ(a)
SQ(a,b)

SQRT(a)

POW(a,b)

a kuadrat; a2; a*a
a kuadrat ditambah b kuadrat; a2 + b2; (a*a + 
b*b)

Menghitung akar kuadrat (+) dari jumlah a 

Mendapatkan nilai a pangkat b; ab, dengan 
akar ke-n dari a diperoleh dengan : 
POW(a,1/n)
Nilai e (2,718) pangkat a; ea

Logaritma LOG(a)
LN(a)

Menghitung logaritma a; 10log(a)
Menghitung laguratima natural a; elog(a)

Acak RND(a)

RND(0)

RND( )

Mengembalikan nilai bilangan bulat acak 
pada kisaran (1;a)
Mengembalikan a dengan 0 atau a dengan 1 
secara acak
Mengembalikan secara acak nilai nyata 
dalam kisaran (0;1>, termasuk 0 dan tidak 
termasuk1)
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Penanda -(a)

ABS(a)
SGN(a)

Mengembalikan a dikalikan dengan -1
Mengembalikan a dikalikan dengan -1
Mengembalikan a ke nilai absolute (positif)
Mengembalikan -1 untuk nilai negatif a, 0 
jika a=0 dan 1 jika nilai  a positif.

Pembulatan ROUND(a)
FLOOR(a)

Pembulatan terhadap nilai a
Mengembalikan nilai bulat terbesar lebih 
kecil dari nilai input
Pembulatan keatas

Minimum-
Maksimum

MIN(a,b)

MIN(a,b,c)

MAX(a,b)

MAX(a,b,c)

Mendapatkan minimum dari (dua ekspresi) 
a dan b
Mendapatkan minimum dari (tiga ekspresi) 
a b dan c
Mendapatkan maksimum dari (dua ekspresi) 
a dan b
Mendapatkan maksimum dari (tiga ekspresi) 
a b dan c

NDVI NDVI(a,b) Menghitung Indeks Vegetasi dua citra a dan 
b; (b-a)/(a+b)

Trigonometri SIN(a)

COS(a)

TAN(a)
ASIN(a)

ACOS(a)

ATAN(a)

ATAN2(y,x)

Sin; mengembalikan nilai nyata dalam 
kisaran -1 sampai 1
Cosin; mengembalikan nilai nyata dalam 
kisaran -1 sampai 1
Tangen; sin/cos
Arcsin; sin-1 mengembalikan nilai nyata pada 

Arcos; cos-1 mengembalikan nilai nyata pada 

Arctan; tan-1 mengembalikan nilai nyata pada 

Mengembalikan sudut pandang dua nilai 
input

Hiperbola SINH(a)
COSH(a)
TANH(a)

Sin hiperbola;(ea - e-a)/2
Cosin hiperbola; (ea+e-a)/2
Tangen hiperbola; tan(a)=sinh(a)/cosh(a)

Sebagai contoh sederhana, misalkan kita mempunyai dua peta raster: 
peta fungsi kawasan hutan (Fungsi_Kawasan) yang mencakup tiga kelas: 
Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Lindung 
(HL); dan peta kemiringan lereng (Lereng) dalam unit derajat, serta kita ingin 
mencari wilayah yang secara status kawasan merupakan non-kawasan hutan 
(kelas fungsi APL) dan kemiringan yang landai (kurang dari 100). Operasi 

 dengan 
memakai fungsi , adapun langkah-langkah untuk menjalankannya adalah:
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Tampilkan peta fungsi kawasan hutan (1. Fungsi_kawasan) dan peta 
kemiringan lereng (Lereng) serta cek arti dari masing-masing unit;
Selanjutnya buka item2. Raster Operations pada Operation-Tree dan 
double klik operasi Map Calculation. Kotak dialog Map Calculation 
akan terbuka.

Gambar 3.57. Membuka kotak dialog dan ekspresi map calculation

Selanjutnya pada kotak ekspresi (3. ) tuliskan formula seperti 
dibawah ini:
IFF ((Fungsi_Kawasan=”APL”)AND(Lereng<=10), “Sesuai”, 
“Tidak Sesuai”)

“Sesuai” bagi piksel-piksel dimana 
kelas fungsi kawasan adalah APL dan kelerengan rendah (kurang dari 

Tidak Sesuai
secara sekaligus memenuhi kedua syarat tersebut;
Tuliskan nama 4. APL_Ler10  pada Output Raster Map sebagai nama 

menyimpan peta hasil kalkulasi. Selanjutnya kita harus 
menentukan domain dari data yang akan dihasilkan. Pada baris Domain,

klik tombol   untuk membuat domain baru. Selanjutnya tuliskan nama 
domain kelas baru: APL_Ler10, kemudian klik OK.
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Gambar 3.58. Membuat domain baru untuk hasil peta 

Kemudian kotak dialog 5.  yang baru kita buat akan ditampilkan. 

Selanjutnya tekan tombol   untuk memasukkan item-item 
baru pada domain yang kita buat. Tuliskan item-item baru sesuai dengan 
tampilan di bawah ini.

Gambar 3.59. Mengisi item pada domain

Selanjutnya kotak dialog 6. akan tampak seperti tampilan di 
bawah ini.

Gambar 3.60. Memasukkan output map pada map calculation
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Kemudian klik tombol 7.  untuk mulai proses kalkulasi. Setelah proses 
kalkulasi selesai akan ditampilkan kotak dialog . Selanjutnya 
klik OK untuk menampilkan peta hasil kalkulasi.

.

      Gambar 3.61. Display option dan tampilan hasil peta

3.2.7 Cross Operation
Operasi atau fungsi  menjalankan proses  dua peta raster 

dengan cara membandingkan piksel-piksel pada posisi yang sama di kedua 
peta dan senantiasa mengikuti keseluruhan kombinasi yang terjadi antara 
nilai atau kelas di kedua peta. Sebagai peta masukan yang digunakan dalam 
proses  harus berupa peta-peta raster yang mempunyai georeferensi 
yang sama. Selama operasi , kombinasi nama-nama klas ( ), id 
( ) atau nilai-nilai ( ) dari piksel-piksel dikedua peta masukan 

pada tiap kombinasi akan dihitung. Hasil dari proses  akan disimpan 
pada sebuah  dan sebuah . Sebagai contoh 
sederhana yang menunjukkan operasi  antara dua peta domain klas 
dapat dilihat pada gambar 3.62.
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Gambar 3.62. Contoh operasi cross antara peta landuse dan peta geology
dengan output berupa cross table dan cross map

Pada latihan ini, operasi 
raster ( ): peta fungsi kawasan hutan (Fungsi_kawasan) yang terdiri 
dari tiga klas: Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP), dan 
Hutan Lindung (HL); dan peta klas kemiringan lereng (Klas_lereng) yang 
terdiri dari tiga klas: Datar (0-10o), Sedang (10-25o), dan Berbukit (>25o), untuk 
menghitung persentase tiap klas kemiringan lereng pada tiap tipe fungsi 
kawasan hutan. Langkah-langkah untuk mendapatkan hasil tersebut dapat 
dilakukan dengan prosedur seperti berikut:

Tampilkan peta fungsi kawasan hutan (Fungsi_kawasan) dan peta klas 
kemiringan lereng (Klas_lereng) serta check arti dari masing-masing 
unit.
Selanjutnya buka item  pada  dan double klik 
operasi . Kotak dialog  akan terbuka.
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Gambar 3.63. Perintah cross dan jendela cross operation

Selanjutnya pilih peta raster Fungsi_kawasan pada kotak .
Sedangkan pada kotak  pilih peta raster Klas_lereng.
Tuliskan nama Kawasan_Lereng pada kotak teks . Tuliskan 
juga deskripsi-nya pada kotak : Kombinasi peta fungsi kawasan 
dan klas kemiringan lereng.
Pastikan untuk memilih kotak check pada  untuk menentukan 
nama peta hasil kombinasi. Tuliskan Kawasan_Lereng pada kotak teks 

.
Langkah selanjutnya adalah klik . Selanjutnya akan ditampilkan 
hasil  table.

Gambar 3.64. Mengisi parameter pada operasi cross

Proses tersebut akan menghasilkan dua yaitu tabel dengan nama 
 dan peta  sesuai dengan isian pada item  

jendela .
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Gambar 3.65. Hasil operasi cross dalam bentuk tabel dan peta

Pada tabel hasil, operasi  ditunjukkan oleh keseluruhan kombinasi 
dari kelas fungsi kawasan hutan dan kemiringan lereng, beserta jumlah 
piksel dan area kombinasi. Selanjutnya dari tabel  akan digunakan untuk 
menghitung persentase kelas kemiringan lereng yang terdapat dalam masing-
masing tipe fungsi kawasan hutan. Langkah pertama adalah kalkulasi tiga 
kolom datar, sedang, dan berbukit yang mempunyai satu nilai ( ) untuk 
satu area.

Selanjutnya akan dilaksanakan fungsi agregasi ( )
dikombinasikan dengan penggabungan tabel ( ). Fungsi agregasi 
akan menjumlahkan ( ) nilai-nilai pada kolom , yang dikelompokkan 
berdasarkan ( ) kelas fungsi kawasan hutan dan menampilkan 
hasilnya pada kolom  dalam tabel Fungsi_kawasan.

Tulis formula seperti dibawah pada baris perintah ( ) pada 
jendela tabel :
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Gambar 3.66. Menggunakan table calculator untuk 
mendapatkan kolom baru

Selanjutnya kotak dialog kolom properti ( ) akan terbuka. 
Klik OK.

Gambar 3.67. Item yang harus diisi pada coloumn properties
dan tampilan kolom baru
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Kemudian tekan  pada baris perintah ( ) pada 
jendela tabel untuk menampilkan formula sebelumnya dan selanjutkan 
edit formula tersebut seperti berikut:

Selanjutnya kotak dialog kolom properties ( ) akan 
terbuka. Klik OK.

Gambar 3.68. Proses dan tampilan kolom baru untuk mendapatkan 
klas kemiringan lereng  “sedang”

Kemudian tekan arrow-key pada baris perintah ( ) pada 
jendela tabel untuk menampilkan formula dan masukkan formula berikut 
ini:

Selanjutnya kotak dialog kolom properties ( ) akan 
terbuka. Klik OK. Tiga kolom baru hasil kalkulasi: datar, sedang, dan 
berbukit akan ditampilkan pada tabel Kawasan_lereng, dimana hanya 
baris-baris yang merupakan suatu kombinasi dari klas kemiringan lereng 
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datar, sedang, atau berbukit akan mempunyai satu nilai ( ) untuk 
satu area dan tidak untuk yang lain.

Gambar 3.69. Proses dan tampilan kolom baru untuk mendapatkan 
klas kemiringan lereng  “berbukit”

Selanjutnya dari menu kolom ( ) pada jendela tabel pilih 
fungsi agregasi , kemudian kotak dialog kolom agregasi 
( ) akan ditampilkan
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Gambar 3.70. Menggunakan “agregation” untuk menjumlah luasan area 
menggunakan kriteria tertentu

Pada kotak dialog kolom agregasi pilih isian untuk : , pilih 
: , pastikan untuk memilih check pada kotak  dan 

pilih kolom , selanjutnya pilih kotak check pada 
 dan tuliskan nama tabel-nya: . Kemudian tuliskan 

pada : .

Gambar 3.71. Menentukan kriteria pada fungsi aggregation

Selanjutnya klik OK pada kotak dialog . Kolom ,
yang berisikan informasi penjumlahan luas ( ) per kelas fungsi 
kawasan akan ditampilkan pada tabel Fungsi_Kawasan.
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Gambar 3.72. Tabel hasil fungsi aggregation untuk mendapatkan total luas 
area berdasarkan fungsi

Langkah selanjutnya dari menu kolom ( ) pada jendela tabel 
Kawasan_Lereng, pilih fungsi agregasi , kemudian kotak 
dialog kolom agregasi ( ) akan ditampilkan.
Pada kotak dialog kolom agregasi pilih isian untuk kolom datar, pilih 

: , pastikan untuk memilih  pada kotak  dan 
pilih kolom , selanjutnya pilih kotak check pada 

 dan tuliskan nama tabel-nya : . Kemudian tuliskan 
pada : datar. 

Selanjutnya klik OK pada kotak dialog .

Gambar 3.73. Menggunakan aggregation untuk mendapatkan kolom baru 
“datar” pada tabel fungsi_kawasan

berbukit, sehingga tabel Fungsi_Kawasan akan berisikan kolom-kolom: 
, ,  dan .
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Gambar 3.74. Tabel fungsi_kawasan yang memuat  kolom hasil aggregation

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase tiap klas fungsi 
kawasan hutan yang berada pada klas kemiringan lereng Datar, Sedang, dan 
Berbukit.

Fungsi_Kawasan.
Tuliskan formula yang tertera seperti di bawah pada baris perintah 
( ) yang ada di jendela tabel.

Kotak dialog kolom properti akan terbuka. Tentukan -nya (persen) 
serta masukkan nilai 1.0 untuk presisinya. Selanjutnya klik OK.
Buat juga kolom PSedang dan PBerbukit dengan formula yang sama 
serperti di atas. Tentukan -nya (persen) serta masukkan nilai 1.0 
untuk presisinya. 

Gambar 3.75. Kotak dialog properties
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Hasil dari proses kalkulasi tersebut akan seperti terlihat pada tabel 
Fungsi_Kawasan di bawah. Kolom PDatar, PSedang dan Pberbukit berisikan 
persentase wilayah dengan kemiringan kelas datar, sedang, dan berbukit 
pada tiap-tiap kelas fungsi kawasan hutan. 

Gambar 3.76. Tabel fungsi kawasan dan persentase kemiringan lereng 

Dalam latihanini kita akan mencoba untuk melihat pola perubahan 
tutupan lahan dari data analisa tutupan lahan yang sudah kita buat pada 
tahun 1990, 2002, 2005, dan 2007.  pembahasan untuk peta ini adalah 
untuk melihat pola perubahan tutupan lahan yang dominan terjadi diwilayah 
ini. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk mengarahkan 
kita dalam membangun informasi tersebut, seperti : 

Berapa banyak deforestasi yang terjadi pada waktu 1990 – 2002, 2002 – 1.
2005 dan 2005 – 2007 pada tutupan lahan yang dianalisa itu?
Kapan deforestrasi lahan hutan banyak terjadi dan berapa luas?2.
Tutupan lahan yang memiliki nilai ekonomis apa yang banyak berkembang 3.
di wilayah itu?
Bagaimana sebaran peningkatan lahan karet di setiap kecamatan?4.
Bagaimana peningkatan lahan pertanian khusunya sawah diwilayah 5.
tersebut?

Sebagai contoh untuk  menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita 
akan membuat konsep dan proses analisa dengan mengambil contoh analisa 
pada tahun 1990 dengan tahun 2002 sebagai kurun waktu analisa yang paling 
mudah. langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Melakukan rasterisasi1.
Rubahlah data vektor (poligon) dengan nama 2.  menjadi 
data raster dengan nama  menggunakan  dengan 
perintah  dibawah ikon 

pada tahun  dan 
mudah dikenali, seperti misalnya: ,  dan .
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Gambar 3.77. Perintah melakukan proses rasterisasi

3.
Setelah data tutupan lahan tahun 1990 dan tahun 2002 dirubah menjadi 

raster data (  dan ), langkah selanjutnya adalah melakukan 
kedua peta tersebut ( ) sehingga akan menghasilkan peta baru 

dengan data atribut baru dengan nama yang sama .  Prosesnya 
dari  kemudian ke ikon dengan menggunakan 

, kemudian kita bisa memasukkan data yang akan kita -kan.
Data peta pertama adalah  dan kemudian peta kedua adalah 

lalu kita akan mengisi nama data atribut yang akan kita pakai yaitu 
 dan namanya juga sama kita gunakan untuk data spasial atau 

nama peta kita (kalau masih ada waktu untuk proses silahkan masukkan juga 
diskripsi dari proses yang anda lakukan).

Gambar 3.78. Proses overlay
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4.
Hasil dari peta tutupan lahan tahun 1990 dengan tahun 2002 

adalah data  baik berupa atribut data dan data spasialnya. 

Gambar 3.79. Tabel hasil proses overlay
Tahap selanjutnya setelah menampilkan data atribut adalah dengan  

menambahkan satu kolom dengan data – yang akan kita gunakan 
untuk mengisi informasi dari pola perubahan yang terjadi dengan membuat 
domain kelas baru. Caranya dengan membuat domain baru dengan nama 

 dengan tipe domain , lalu kita akan mencoba mengelompokkan 
pola perubahan tersebut menjadi beberapa kelas, seperti:

(karet)

(karet)

(sawit)

(sawah)
(sawah)
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Bab ini membahas :
Analisa untuk menghitung komponen jarak dan keterkaitan
Penaksiran kondisi fasilitas wilayah dan proyeksi masa depan
Penaksiran keterhubungan antar elemen dalam wilayah

Analisa sangat diperlukan dalam proses perencanaan wilayah. 
Kecermatan membuat perencanaan wilayah juga dipengaruhi oleh 
sejauhmana analisa dilakukan terhadap semua unsur yang terdapat dalam 
sistem wilayah. Untuk keperluan perencanaan terintegrasi, beberapa tahapan 
analisa yang diperlukan yang disusun sebagai berikut :

Tahap penaksiran status dan proyeksi dari tiap-tiap elemen dalam 1.
sistem perencanaan, baik tata guna lahan maupun pembangunan 
Tahap penaksiran keterhubungan antara beberapa elemen dalam 2.
sistem perencanaan, baik tata guna lahan maupun pembangunan
Analisa potensi, kebutuhan dan permasalahan oleh para pihak3.
Analisa daya dukung dan pembagian lokasi 4.
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Beberapa studi kasus, dimaksudkan untuk menuntun perencana secara 
konseptual maupun teknikal untuk membuat perencanaan yang berbasiskan 
data dan prinsip ekonomi, ekologi, serta terintegrasi dengan unsur antisipatif 
dan partisipatif. Contoh-contoh kasus tidak dimaksudkan untuk secara 
komprehensif mencakup semua yang diperlukan oleh perencana tetapi dipilih 
sehinggga dapat mewakili secara konsep dan teknis. Diharapkan pada akhir 
bab ini para perencana mampu menerapkannya sesuai dengan keperluan dan 
situasi daerah perencanaan masing-masing. 

daya lahan, lingkungan, masyarakat lokal dan faktor-faktor penunjang 
pembangunan, seperti yang dipaparkan di atas. Pada tahap awal perencanaan, 
penaksiran status dan proyeksi dari masing-masing elemen harus dilakukan. 
Dari tahap ini akan diketahui bagaimana status masing-masing elemen di 
setiap area di wilayah perencaan seperti sebaran penggunaan lahan, masalah 
lingkungan dan jasa lingkungan, sebaran penduduk, proyeksi penduduk, 
sebaran tenaga kerja, kesenjangan ekonomi, daya jangkau pelayanan umum 
dan hal-hal lain yang masih banyak.

Pada tahap kedua, diperlukan studi keterhubungan antara masing-
masing elemen yang berkaitan erat. Tahap ini sangat penting dalam proses 
perencanaan, karena perubahan dari satu elemen akan mempengaruhi elemen 
yang lain; hal ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan dan permasalahan 
di masa depan, untuk menentukan intervensi ataupun program pembangunan 
dengan tujuan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta 
kelayakan dari suatu tipe penggunaan lahan yang memerlukan fasilitas 
tertentu.

Tahap ketiga mencakup analisa potensi, kebutuhan dan permasalahan 
dilihat dari berbagai sudut pandang dan dilakukan oleh para pihak, yaitu 

masyarakat lokal dalam diskusi kelompok, interview, musyawarah, sosialisasi 
dan wadah-wadah komunikasi lainnya mutlak diperlukan untuk mengetahui 
situasi saat ini, kebutuhan dan permasalahan, potensi dan aspirasi ke depan.  
Dari perspektif ilmuwan beberapa konsep dasar untuk menjaga kualitas 
lingkungan hidup, yang mencakup antara lain keanekaragaman hayati, 
tanah, Daerah Aliran Sungai (DAS), karbon dan keindahan bentang lahan, 
sangat penting. Konsep ekonomis dalam hal  dan agregasi juga 

proses dan peraturan maupun rencana di tingkat propinsi maupun nasional 
yang harus dipenuhi. Disamping itu, anggaran yang diterima selalu lebih 
kecil dibandingkan dengan yang diperlukan dan oleh karena itu pendapatan 
daerah menjadi penting. 

Pada tahap keempat, ketiga perspektif tersebut perlu diintegrasikan 
dalam suatu proses perencanaan untuk mencapai .
Hasil analisa dari tahap ketiga di atas akan lebih lanjut diwujudkan dalam 
perencanaan keruangan. Beberapa skenario akan dikembangkan berdasarkan 
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aspirasi para pihak dan mengacu pada ketersediaan anggaran pemerintah. 

pihak untuk mendapatkan masukan yang kemudian secara iteratif dipakai 

Tahap I. Penaksiran status dan proyeksi dari elemen dalam sistem 
perencanaan

Studi kasus 1: analisa fungsi pelayanan
Studi kasus 2: analisa indeks lokasi

Tahap II. Penaksiran keterhubungan antara beberapa elemen dalam system 
perencanaan

Studi kasus 3: penggunaan lahan dan proyeksi penggunaan lahan
Studi kasus 4: analisa kelayakan komoditas

Tahap III. Analisa potensi dan permasalanan
Studi kasus 5: analisa partisipatif
Studi kasus 6: evaluasi terhadap rencana tata guna lahan 

Tahap IV. Analisa daya dukung dan pembagian lokasi 
Studi kasus 7: analisa daya dukung dan pembagian lokasi

Skenario 1: pencetakan sawah baruo
Skenario 2: o
Skenario 3: pembangunan pusat pelayanano

o

4.1 Analisa Spasial untuk Menghitung Komponen 
Jarak dan Keterkaitan

Sebagai kelanjutan dari Buku 1 sebelumnya, analisa perencanaan 
wilayah secara spasial yang dilakukan pada setiap pembahasan dibantu 
oleh yaitu , sehingga kemampuan menggunakan 

perencanaan seperti dicontohkan dalam buku ini.
Pada bahasan sebelumnya telah dipelajari sejumlah operasi spasial 

analisis dasar yang digunakan untuk peta-peta raster. Dimana operasi-
operasi  hanya mempertimbangkan kombinasi dari sel-sel raster dari 
beberapa peta yang berbeda pada lokasi yang sama, sementara itu kalkukasi 
tetangga sebelah  mengevaluasi karakteristik-karakteristik 
suatu lokasi yang telah ditentukan dan area sekitarnya. Kalkulasi-kalkulasi 
ini menggunakan satu jendela kalkulasi yang kecil (misalnya 3X3 sel) dengan 
melakukan perulangan suatu kalkulasi tertentu pada setiap piksel dalam 
peta, dengan mengikutsertakan nilai tetangga yang bersebelahan dalam 
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perhitungannya. Manakala dalam perhitungannya hanya menyertakan 4 
tetangga sebelah dapat dikatakan sebagai suatu operasi 4 koneksi 

). Sementara itu manakala semua 8 tetangga sebelah diikutsertakan 
dalam perhitungannya, operasi ini disebut sebagai operasi 8 koneksi 

pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1. Diagram ilustrasi ketetanggaan, 4 hubungan (kiri) dan 8 
hubungan (kanan)

Jendela kalkulasi dimulai dengan piksel pertama pada baris pertama 
dari suatu peta. Hasil dari kalkulasi ini akan disimpan pada piksel tengah. 
Selanjutnya jendela kalkulasi bergerak ke piksel kedua pada baris pertama, 
dan kalkulasi akan diulang. Dengan cara ini jendela kalkulasi akan bergerak 
melewati seluruh peta.

Simple Distance Calculation 1.
Dalam latihan ini, peta jaringan jalan dengan domain  akan 

digunakan untuk kalkulasi jarak dari jaringan jalan terhadap lokasi atau area 
yang lain, dengan asumsi bahwa semua area mempunyai tingkat aksesibilitas 
yang sama. Peta raster jaringan jalan (jalan_klas) berisikan piksel-piksel, yang 
merepresentasikan jalan (piksel-piksel sumber/ ) dan piksel yang 

), yang merepresentasikan area-area selain 
jaringan jalan dalam suatu peta. Langkah-langkah untuk perhitungan jarak 
dapat dilakukan seperti prosedur di bawah.

Double klik perhitungan/kalkulasi jarak  (Distance Calculation)
pada jendela operation list. Selanjutnya akan ditampilkan dialog 

.
Pada  pilih peta raster jalan (Jalan_klas) pada kotak 

).
Selanjutnya tuliskan nama peta sebagai hasil dari proses 

 pada kotak teks output raster map.
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Gambar 4.2. Jendela untuk menghitung jarak secara sederhana

 secara otomatis akan terpilih domain : 
yang merupakan domain sistem yang ada pada perangkat lunak ILWIS. 
Sementara itu untuk kotak dialog yang lain ikuti secara . Kemudian 
klik tombol  untuk mulai proses kalkulasi jarak.

Gambar 4.3. Jendela yang sudah diisi untuk menghitung jarak

Setelah proses kalkulasi selesai akan ditampilkan kotak dialog 
. Pada kotak  pilih representasi , sementara 

itu pada kotak  ubah -nya antara 0 sampai 3000. Selanjutnya 
klik OK untuk menampilkan peta hasil kalkulasi.
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Gambar 4.4. Pilihan cara menampilkan peta hasil

Selanjutnya peta jarak  akan ditampilkan pada layar. Peta 
yang dihasilkan dari proses kalkulasi ini merupakan peta value 

, dimana nilai-nilai piksel merupakan jarak piksel yang bersangkutan 
terhadap piksel sumber yang terdekat.

Gambar 4.5. Peta hasil perhitungan jarak

Shortest Path2.
Jalur terdekat ) adalah satu dari berbagai proses perhitungan 

tetangga terdekat  yang dapat dilakukan menggunakan 
 ILWIS. Jalur terdekat merupakan suatu operasi atau perhitungan 

untuk menentukan jalur terpendek antara dua atau lebih lokasi.
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Diperlukan beberapa peta tambahan untuk operasi perhitungan jarak 
terdekat ( ) yaitu peta sumber ( ) dan peta bobot 

. Peta sumber merupakan peta titik awal  dan peta titik 
akhir  dari suatu jalur pencarian jarak terdekat. Sementara peta 
bobot  merupakan suatu faktor pembobot untuk mensimulasikan 
tingkat kesulitan dalam melewati suatu wilayah atau area, yang merupakan 
suatu bentuk rintangan misalnya hutan, sungai, danau, dan sebagainya.
Dalam latihan ini, untuk perhitungan jalur terdekat akan dilakukan 
menggunakan dua peta sumber namun tidak menyertakan peta bobot, 
sehingga diasumsikan bahwa tingkat aksesibilitas untuk masing-masing 
penggunaan lahan adalah sama.

Contoh kasus yang digunakan untuk perhitungan jarak terdekat 
adalah, sebagai misal ada beberapa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) 
yang mempunyai jarak optimum sekitar 5 km untuk memberikan pelayanan 
kesehatan terhadap masyarakat desa disekitarnya. Dengan menggunakan 
perangkat lunak ILWIS kita akan dapat mengetahui  desa mana saja yang akan 
terlayani oleh puskesmas tertentu, serta akan diketahui juga desa-desa mana 
saja yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan faktor 
jarak yang cukup jauh terhadap puskesmas. Prosedur untuk mendapatkan 
informasi tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti di bawah 
ini.

(source maps)
Satu dari beberapa peta masukan yang diperlukan untuk operasi 

perhitungan jarak terdekat ( ) adalah dua peta sumber (
) dimana hanya pusat desa yang mempunyai nilai sementara area yang 

diperlukan untuk menyiapkan dua peta sumber adalah sebagai berikut.
Tampilkan peta lokasi puskesmas (puskesmas) dan peta lokasi desa 
(desa2006) yang mana dari kedua peta tersebut akan kita gunakan sebagai 
peta sumber  dalam perhitungan jarak.
Langkah selanjutnya adalah membuat peta titik sebagai peta sumber 
( ). Peta titik ini merupakan peta lokasi puskesmas yang 
bertindak sebagai peta titik awal untuk perhitungan jaraknya. Non 

peta puskesmas.
Pada jendela peta, buka menu  dan selanjutnya pilih ,

.
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Gambar 4.6. Peta poin lokasi puskesmas

Pada kotak dialog , tuliskan nama baru untuk peta titik 
yang kita buat yang merupakan peta lokasi puskesmas, misalnya berikan 
dengan nama Awal. Terima default batas koordinat untuk peta titiknya.

Gambar 4.7. Tampilan langkah untuk membuat point map
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Gambar 4.8 Jendela isian untuk membuat poin map

Selanjutnya klik tombol  untuk membuat sebuah domain 
klas baru pada peta titik.
Pada kotak dialog , tuliskan sebuah nama baru untuk 
Domain, misalnya berikan nama Sumber. Pilih .
Selanjutnya akan ditampilkan jendela editor /ID. Tambahkan 
klas Awal  pada domainnya,

Gambar 4.9. Jendela tampilan membuat domain

Gambar 4.10. Jendela editor
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Selanjutnya tutup domain editor dan klik OK pada kotak dialog 
.

Gambar 4.11. Jendela isian yang sudah siap dieksekusi

dengan nama Awal sebagai wadah titik permulaan  dalam 
perhitungan jarak terdekat.

Gambar 4.12. Tampilan layar yang sudah siap untuk membuat point map

Selanjutnya editor titik ( ) akan diaktivasikan. Pada ,
lakukan perbesaran ( ) pada area dimana titik permulaan berada.

Kemudian klik tombol  pada toolbar point editor.
Tambahkan titik permulaan (
dengan nama .

Gambar 4.13. Tampilan untuk memilih domain kelas
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Kemudian tutup jendela point editor. Peta titik Awal akan berisikan titik 
permulaan ( ).

Gambar 4.14. Tampilan sebelum dan sesudah menutup point editor

Peta titik Awal merupakan peta sumber yang pertama yang digunakan 
sebagai titik awal dalam perhitungan jarak terdekat. Selanjutnya masih 

kedua serta berikan nama peta titik Akhir. Sebagai dasar yang digunakan 
untuk pembuatan peta titik kedua adalah peta titik desa yang merupakan 
lokasi pusat desa. 

Peta sumber kedua ini akan dibuat dengan menggunakan metode yang 

yang lebih efektif untuk membuatnya adalah dengan menggunakan kalkulasi 
table. Adapun prosedurnya dapat dilakukan seperti berikut:

Tampilkan tabel lokasi pusat desa (Desa06).

Gambar 4.15. Tampilan tabel “desa2006”
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Selanjutnya pada baris perintah ( ) tuliskan formula seperti 
di bawah ini :

Adapun maksud dari formula tersebut di atas adalah jika dalam kolom 
Desa06

dengan nama Sumber.
Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog . Pada kotak 
domain pilihlah domain Sumber.

Gambar 4.16. Kotak dialog column properties

Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog maksudnya 
adalah menambahkan item baru dengan nama Akhir pada domain 
Sumber. Selanjutnya tekan 

Gambar 4.17. Kotak dialog pilihan merging domains

Selanjutnya pada table Desa06 akan ditambahkan kolom baru dengan 
nama Sumber.
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Gambar 4.18. Tampilan tabel dengan tambahan kolom “sumber”

Selanjutnya pada jendela utama ILWIS, klik kanan peta titik Desa06, lalu 
pilih , .

Gambar 4.19. Menjalankan menu operasi untuk membuat attribute map

Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog attribute map. Pastikan pada 

nama nama sebagai keluaran peta titiknya, misalkan buat nama akhir.
Kemudian tekan .
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Gambar 4.20. Tampilan isian kotak dialog 

Selanjutnya pada dialog  tekan .
Setelah selesai membuat kedua peta sumber (Awal dan Akhir), langkah 
selanjutnya adalah melakukan proses rasterisasi. Dari kedua peta raster 
ini akan digunakan sebagai peta sumber selama proses kalkulasi jarak.

Melaksanakan perhitungan jarak yang pertama 4.
Dari Operation menu pada jendela utama ILWIS, pilih ,
kemudian

Gambar 4.21. Menjalankan operasi perhitungan jarak

Pada kotak dialog , pilih peta Awal pada isian kotak 
.

Selanjutnya tuliskan nama baru sebagai wadah peta keluaran dari hasil 
perhitungan jaraknya, sebagai misal buat nama Jarak1.
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Gambar 4.22. Tampilan isian pada jendela distance calculation

Selanjutnya klik 
Selanjutnya klik pada dialog  untuk pilihan tampilan 
peta hasil perhitungan jarak.

Gambar 4.23. Tampilan peta “Jarak1”

Melaksanakan perhitungan jarak yang kedua 5.
Dari operation menu pada jendela utama ILWIS, pilih ,
kemudian .
Pada kotak dialog , pilih peta Akhir pada isian kotak 

.
Selanjutnya tuliskan nama baru sebagai wadah peta keluaran dari hasil 
perhitungan jaraknya, sebagai misal buat nama Jarak2.
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Gambar 4.24. Tampilan isian pada jendela distance calculation

Selanjutnya klik 
Selanjutnya klik pada dialog  untuk pilihan tampilan 
peta hasil perhitungan jarak.

Gambar 4.25. Tampilan peta “Jarak2”

summing
Dengan menjumlahkan ( ) dari kedua peta jarak tersebut 

(Jarak1 dan Jarak2), kita akan mendapatkan informasi mengenai jalur 
terdekat ( ) atau area dengan jalur terdekat dapat ditempatkan.

Tuliskan formula seperti di bawah ini pada baris perintah di jendela 
utama ILWIS:
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Kemudian akan ditampilkan kotak dialog 

Gambar 4.26. Operasi “Map Calculation”

Selanjutnya klik 
Selanjutnya klik pada dialog  untuk pilihan tampilan 
peta hasil .

Gambar 4.27. Tampilan peta “Jalur”

Pencarian jalur terpendek (7. )
Manakala dalam perhitungan jaraknya tidak menggunakan peta bobot, 

jalur terpendek ( ) dengan asumsi jarak maksmal 5 km dari pusat 
pelayanan kesehatan (puskesmas) terhadap desa sekitarnya akan dengan 
mudah ditemukan dengan prosedur sebagai berikut.

Tuliskan formula seperti di bawah ini pada baris perintah di jendela 
utama ILWIS:



126 Bab 4  Integratif; Beberapa Tahapan Analisa dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah  

Gambar 4.28. Tampilan jendela operasi jalur terpendek

Selanjutnya klik 
Selanjutnya klik pada dialog  untuk pilihan tampilan 
petanya.
Selanjutnya setelah peta jalur terdekat dari pusat pelayanan kesehatan 
terhadap desa sekitarnya ditampilkan pada jendela peta, tampilkan juga 
peta Awal (merupakan titik awal/lokasi puskesmas) dan peta Akhir
(lokasi pusat desa) pada jendela peta yang sama. Tampilannya akan 
terlihat seperti gambar di bawah ini.

Gambar 4.29. Tampilan peta pencarian jalur terpendek pada jangkauan 5 km
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Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari lokasi puskesmas 
tertentu, dengan asumsi jarak optimum 5 km untuk pelayanan kesehatan, 
akan dapat diketahui desa mana saja yang akan terlayani oleh puskesmas 
tertentu, serta akan diketahui juga desa-desa mana saja yang sulit untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan faktor jarak yang cukup jauh 
terhadap puskesmas.

Connectivity Calculation8.
 melihat unit-unit spasial yang saling terhubung 

Unit-unit spasial ini bisa dalam peta raster maupun peta vektor. Secara garis 
besar dapat dibagi menjadi beberapa fungsi:
- : Area-area terhubung yang saling berbagi ( )

dalam karakteristik tertentu;
- : Area-area terhubung yang mempunyai kesamaan 

jarak (dalam waktu, jarak, biaya) terhadap suatu titik, garis ataupun 
area;

- : Area-area (biasanya dalam bentuk garis) yang 
membentuk sekumpulan kenampakan yang saling terkoneksi;

- : Area-area terhubung yang menghasilkan untuk 
penyebaran ( ), , ataupun akumulasi dari suatu fenomena 
dari satu titik, garis ataupun area;

- : Area-area terhubung (biasanya garis) yang membentuk 
suatu lintasan yang optimum berdasarkan suatu aturan keputusan yang 

Dalam latihan ini fungsi  akan diterapkan untuk menyelesaikan 
suatu kasus yang berkaitan dengan kalkulasi konektivitas.

4.2 Penaksiran Kondisi Fasilitas Wilayah yang ada 
dan Proyeksi Masa Depan

Studi kasus 1: analisa fungsi pelayanan
Pada dasarnya, studi kasus ini menaksir ketersediaan dan daya jangkau 

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tersebar 
di daerah perencanaan. Penaksiran ini penting untuk dilakukan, karena pada 
dasarnya anggaran pemerintah terbatas, sehingga perlu dibuat skala prioritas 
untuk pembangunan prasarana dan perlu dipikirkan pembangunan yang 
memiliki nilai guna optimum. 

Prinsip dasar untuk mencapai  nilai guna optimum adalah

baik terhadap pasar, sistem keuangan dan pasar tenaga kerja yang lebih 
luas akan menurunkan biaya produksi per unit, meningkatkan pendapatan 
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pembangunan. Sebagai contoh, apabila pembangunan sarana sekolah di 
suatu wilayah dengan kepadatan penduduk usia sekolah yang tinggi dengan 

dengan di wilayah dengan kepadatan rendah, sehingga apabila pemerintah 
hanya mempunyai budget untuk membangun satu sarana sekolah, sebaiknya 
diletakkan di lokasi yang pertama. 

Tabel dan dan peta indeks fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan dan -
ekonomi pada tingkat desa
Peta wilayah pelayanan per fungsi pelayanan pada tingkat desa-

Pengelompokan pemukiman menurut fungsi: pusat kota, pusat -
perekonomian, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat yang lain.
Tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan (pemerintah dan -
swasta) yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah
Kesesuaian antara fasilitas yang ada dengan fungsinya-

Mengetahui status saat ini dalam hal: distribusi pelayanan, distribusi -
penduduk/keperluan, distribusi tenaga kerja dan distribusi penggunaan 
lahan

-
(penurunan kemiskinan)

-
hambatan khusus
Mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang-
Membuat skala prioritas antara kebutuhan dengan anggaran dan -
yang terbatas

Analisa fungsi wilayah1.
Analisa fungsi wilayah dihitung berdasarkan keberadaan fungsi-fungsi 

pelayanan yang ada dalam masing-masing sub-wilayah relatif terhadap total 
fungsi pelayanan yang ada dalam seluruh wilayah tersebut. Semakin besar 
variasi antar indeks fungsi pelayanan dari masing-masing sub-wilayah, 
semakin terpusat atau semakin tidak merata persebaran fungsi pelayanan 
di dalam wilayah tersebut. Dengan melakukan pembobotan terhadap angka 
indeks jumlah penduduk, maka akan terlihat jumlah dan sebaran penduduk 
yang terlayani dan tidak terlayani.
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Pada contoh dibawah ini akan dilakukan penghitungan indeks fungsi 
untuk masing-masing desa di Kabupaten Aceh Barat. Data yang akan 
digunakan adalah data Potensi Desa 2006 (desa_podes06) yang memuat 
informasi mengenai layanan-layanan publik di setiap desa di Kabupaten Aceh 
Barat untuk tahun 2005. Seluruh data yang dibutuhkan dapat ditemukan pada 
CD yang menyertai buku ini. Dari sekian banyak informasi yang tersedia 
dalam data tersebut, informasi pada kolom-kolom berikut akan digunakan 
dalam studi kasus ini :

Berdasarkan data yang tersedia perhatikan bahwa terdapat total 9 tipe 1.
layanan publik yang secara umum dapat dibagi dalam 3 kelompok besar 
yaitu: (dari kolom SD, SMP, SMU, dan PT) (dari

dan (dari kolom PASR dan 

Tampilkan data 2.  Hal pertama yang harus dilakukan adalah 
mengetahui jumlah total masing-masing tipe layanan publik. Informasi 

kolom

Kolom pada akan memperlihatkan jumlah masing-
masing layanan publik. Catat jumlah layanan untuk masing-masing tipe 
layanan. Data jumlah tersebut akan terlihat seperti table berikut:
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Langkah berikutnya adalah menghitung 3.
 terhadap jumlah total layanan. Hal 

ini dilakukan dengan membagi jumlah layanan dari satu tipe layanan 
tertentu dengan jumlah total layanan secara keseluruhan. Sebagai contoh, 
akan dihitung fraksi layan dari tipe layanan hasilnya akan disimpan 
dalam kolom bernama  Gunakan untuk membuat  
kolom tersebut. Masukkan perintah berikut:

Perhatikan bahwa fraksi layanan SD dihitung dengan membagi angka 
pada kolom dengan jumlah yang merupakan jumlah total sekolah 
dasar yang ada di Aceh Barat (lihat table pada langkah no.2), kemudian 
dikalikan untuk mendapatkan angka persentase. Tekan  untuk 

Perhatikan misalnya untuk desa angka yang tertera pada kolom 
 adalah 1.35% yang menyatakan bahwa desa tersebut menyediakan 

1.35% sekolah dasar dari jumlah sekolah dasar di Aceh Barat.

Gambar 4.30. Tampilan tabel jenis layanan dan statistic pane-nya

Tabel 4.2. Jumlah layanan
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Hitung angka fraksi layanan (%) untuk kesembilan tipe layanan yang 4.
ada di Aceh Barat. Untuk kemudahan, gunakan kode 
untuk penamaannya. 

Gambar 4.31. Tampilan table dengan kolom ”Fr-SD” 

Setelah semua fraksi layanan selesai dihitung, jumlahkan semua angka 5.
fraksi layanan untuk setiap desa di Aceh Barat. Gunakan 
dengan perintah sebagai berikut:

Perhatikan bahwa kolom 6.  yang dihasilkan oleh perintah diatas 
adalah jumlah keseluruhan semua fungsi layanan di Aceh Barat. 

Langkah berikutnya adalah menghitung ketersediaan layanan untuk 7.

9 tipe layanan di Aceh Barat (SD, SMP, dst). Pada langkah ini akan dihitung 
berapa  layanan untuk masing-masing desa. Perhatikan 
dengan seksama, bahwa yang dihitung adalah ketersediaan  tipe layanan, 
bukan jumlah layanannya. Sebagai ilustrasi jika pada suatu desa hanya 
terdapat sekolah dasar saja dan tidak terdapat layanan lainnya, maka 
nilai ketersediaan layanannya adalah 1. Sebaliknya jika pada sebuah desa 
terdapat semua fasilitas pelayanan, maka nilai ketersediaannya adalah 9. 
Untuk mengecek angka ketersediaan untuk satu fungsi, harus digunakan 8.
persamaan relasional pada Map Calculator. Sebagai contoh, untuk 
mengetahui desa mana saja yang memiliki Sekolah Dasar, digunakan 
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perintah sebagai berikut:

Perhatikan bahwa untuk memeriksa desa mana saja yang memiliki 
sekolah dasar digunakan perintah yang akan menghasilkan kolom 
bernama Perhatikan bahwa kriteria digunakan untuk 
memeriksa desa mana saja yang paling tidak memiliki satu sekolah dasar. 
Jika criteria tersebut dipenuhi maka pada kolom Avail_SD, desa tersebut 
akan memiliki nilai jika tidak maka nilainya Untuk lebih memahami 
perhatikan ilustrasi berikut:

Gambar 4.32. Tampilan tabel ketersediaan fasilitas layanan

Hitunglah angka ketersediaan layanan untuk seluruh tipe layanan 9.
yang ada. Gunakan sistem penamaan  untuk 
kemudahan.

Jika langkah sebelumnya telah dilakukan, maka akan tersedia 9 kolom 10.
yang berisikan informasi mengenai ketersediaan layan tertentu di setiap 
desa. Langkah berikutnya adalah menghitung ketersediaan layanan 
masing-masing desa. Gunakan dengan perintah sebagai 
berikut:

Perhatikan bahwa kolom 11.  yang dihasilkan oleh perintah di atas 
adalah jumlah ketersediaan layanan masing-masing desa.

Indeks Fungsi masing-masing desa dihitung dengan membagi jumlah 12.
fungsi yang tersedia dengan jumlah ketersediaan fungsi/layanan di 



Bab 4  Integratif; Beberapa Tahapan Analisa dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah  133

maisng-masing desa. Gunakan dengan persamaan 
sebagai berikut :

Perhatikan bahwa dari persamaan ini akan didapatkan kolom bernama 
yang merupakan angka Indeks Fungsi masing-masing desa. 

Angka pada kolom tersebut menunjukkan jumlah frekuensi layanan 
yang diberikan masing-masing desa. Semakin tinggi angka pada kolom 
ini, maka semakin baik layanan publik pada desa tersebut, sebaliknya 
semakin rendah angka pada kolom semakin buruk layanan 
publik pada desa tersebut.
Angka indeks fungsi dapat dikalikan dengan jumlah populasi untuk 13.
mendapatkan berapa total populasi yang terlayani dari masing-masing 
desa. Gunakan persamaan sebagai berikut

Tabel desa_podes06 dimana indeks fungsi dihitung, masih terhubung 14.
dengan data spasial Oleh karena itu, dimungkinkan 
untuk menampilkan data tersebut secara spasial. Klik dua kali 

pada jendela pilih sebagai
 jika dibutuhkan.  Hasilnya akan terlihat 

seperti gambar berikut

Gambar 4.33. Tampilan peta indeks fungsi
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Analisa wilayah pelayanan
Pada kenyataannya suatu fungsi pelayanan yang terletak di suatu 

desa tidak dibatasi untuk hanya melayani penduduk di desa tersebut 
melainkan juga melayanai penduduk desa disekitarnya apabila akses jalan 
memungkinkan penduduk mencapai pusat pelayanan tersebut. Oleh karena 
ituk jika indeks fungsi pelayanan ini diboboti juga oleh keterjangkauan 
berdasarkan akses jalan yang ada dari pemukiman penduduk maka akan 

yang ada saat ini. Pada contoh kasus berikut akan dilakukan analisa wilayah 
pelayanan dengan memperhatikan faktor konektivitas antar desa. 

Data yang akan digunakan adalah data Potensi Desa 2006 ( )
yang memuat informasi mengenai layanan-layanan publik di setiap desa di 
aceh barat untuk tahun 2005. Juga akan digunakan peta aksesibilitas Aceh 
Barat yang dibuat berdasarkan peta jaringan jalan yang ada.

Langkah Kerja
Untuk mempersingkat proses pengolahan data, pada studi kasus 1.
ini diasumsikan hanya ada 3 tipe layanan yang akan dianalisa,yaitu 

(jumlah layanan dari kolom SD, SMP, SMU, dan PT)
dan (dari

. Harus diingat bahwa pada proses 
yang sebenarnya,harus dilakukan penghitungan untuk kesembilan jenis 
tipe layanan yang ada.
Gunakan2. untuk mendapatkan jumlah layanan 
pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan 
angka jumlah layanan pendidikan digunakan perintah :

Dari perintah di atas akan didapatkan kolom baru bernama 
Dengan menggunakan persamaan yang serupa, hitung jumlah layanan 
kesehatan dan ekonomi, beri nama kedua kolom yang memuat informasi 
tersebut dan .

3.
indeks fungsi untuk desa-desa yang tidak memiliki fasilitas layanan 
publik akan tetapi berada pada jarak yang memadai dari desa-desa 
yang memiliki fasilitas tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan 

layanan publik. Hal ini dapat ditandai dengan angka nol pada kolom 
dan yang telah dihitung pada 

langkah no.2. Gunakan untuk proses ini.  Misalkan untuk 
melihat desa mana saja yang tidak memiliki fasilitas pendidikan,digunakan 
persamaan berikut:
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Dari perintah diatas akan didapatkan kolom 
jika angka pada 

kolom adalah nol, jika tidak maka kolom ini akan berisikan 
Tekan 

Hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 4.34. Tampilan tabel dengan kolom baru 
berupa ketersediaan fasilitas pendidikan

miliki fasilitas kesehatan dan ekonomi. Beri nama kedua kolom yang dihasilkan 
dan Perhatikan bahwa semua kolom 

yang dihasilkan masih berdomain Semua kolom ini harus diubah 
terlebih dahulu menjadi domain sebelum dapat dipergunakan dalam 
proses lebih lanjut. Klik kanan pada salah satu kolom yang telah dihasilkan, 
pilih Tekan tombol beri
nama domain baru ini Kemudian ubah menjadi domain 
yang sama.

Langkah selanjutnya adalah membuat data spasial yang memuat lokasi 4.
desa-desa yang memiliki/tidak memiliki fasilitas. Perhatikan bahwa tabel 

yang digunakan, terhubung dengan data  pada 
Untuk membuat data spasial yang diinginkan, 

digunakan perintah Pada jendela utama ILWIS, klik 
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kanan data  Vector Operations 
Pada jendela yang muncul, pilih pada kolom 

dan beri nama pada kolom 

Gambar 4.35.  Jendela membuat attribute map

Dengan cara yang sama, buat dua masing-masing
untuk kolom Beri nama kedua 
data baru ini dan Kemudian lakukan konversi untuk 
mengubah semua data ini menjadi data raster.

Gambar 4.36. Tampilan attribute map ketersediaan fasilitas pendidikan
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Langkah berikutnya adalah membuat wilayah layanan dari masing-5.
masing fungsi. Pertama-tama, harus dibuat terlebih dahulu data spasial 
sementara yang memuat lokasi desa yang fasilitas layanan 
publik. Gunakan persamaan berikut pada 

Dari persamaan di atas akan didapatkan lokasi-lokasi desa yang memiliki 
fasilitas kesehatan saja. Dengan cara yang sama buat data 

dan

Selanjutnya, hitung jarak dari masing-masing pusat layanan. Klik kanan 6.
pada data kemudian pilih 

Dengan cara yang sama buat data jarak untuk pusat pendidikan 
dan ekonomi, beri nama masing-masing:

Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut:

Gambar 4.37. Peta jarak tiap jenis layanan 

Jika diasumsikan bahwa jarak optimum sebuah desa ke pusat layanan 7.

wilayah layan dengan radius tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan perintah:

Perintah ini akan menghasilkan data bernama 
Apabila jarak pada data maka nilainya adalah 
nol, selain itu nilainya 1. Dengan perintah yang serupa buat wilayah 
layanan untuk fungsi kesehatan dan ekonomi. Beri nama masing-masing, 

dan
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Gambar 4.38. Peta jarak berdasarkan nilai

Tahapan selanjutnya adalah menghitung fraksi fungsi masing-masing 8.
layanan berdasarkan tingkat aksesibilitas. Pada folder studi kasus ini 

Data nilai akses ini didapatkan dari jumlah panjang jalan per 
kilometer persegi yang di skalakan terhadap rentang nilai 0-1. Nilai 0 
pada data ini menunjukkan tidak tersedia jalan dalam radius 1km persegi, 
sebaliknya nilai 1 menunjukkan tersedianya askses jalan sepanjang 1 km 
untuk radius 1 km persegi.
 Perhatikan bahwa dari langkah no.7 didapatkan data layanan kesehatan 9.
dengan nilai 1 untuk setiap lokasi yang berada dalam radius 5km dari 
pusat layanan. Dengan mengalikan data ini data akses akan didapatakan 
nilai fungsi yang terboboti. Tentu saja ini hanya berlaku untuk desa-desa 
yang tidak memiliki fasilitas sendiri.
Untuk mendapatkan nilai tersebut dapat digunakan 10.
dengan persamaan:

Penjelasan persamaan diatas adalah sebagai berikut: untuk setiap lokasi 
pada data yang bernilai dihitung nilai 
fungsi terboboti dengan mengalikan nilai pada data 
dan Jika kriteria  tidak terpenuhi 
maka nilainya adalah nol. Hasil perhitungan akan disimpan pada data 

Dengan cara yang sama hitunglah nilai fungsi terboboti dari masing-11.
masing desa untuk fungsi kesehatan dan ekonomi. Beri nama masing-
masing data yang dihasilkan dan
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Sampai dengan tahap ini, fraksi fungsi layanan sudah terhitung, tahapan 12.
selanjutnya adalah mengembalikan informasi ini ke dalam data awal yaitu 
tabel Langkah pertama adalah mengintegrasikan 
hasil penghitungan pada data 
dan
Langkah ini dilakukan dengan proses 13. Pada jendela utama ILWIS 
pilih:

Pada jendela yang muncul pilih 
pada kolom 1 dan pada kolom 2

Beri nama output tabel Hasil dari proses 
ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Lakukan langkah 
yang sama untuk fungsi kesehatan dan ekonomi,sehingga didapatkan 
dua tabel baru dengan nama dan

Gambar 4.39. Jendela cross dan tabel hasil

Proses selanjutnya adalah menggabungkan ketiga tabel baru dari 14.
langkah no.13 ke dalam tabel awal yaitu Gunakan proses 

untuk melakukan langkah ini. Hasilnya akan didapatkan 3 
kolom baru pada data 
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Gambar 4.40. Tampilan tabel hasil proses join table

Bagian terakhir dari studi kasus ini adalah menghitung ulang nilai indeks 15.
fungsi dengan mengikutsertakan nilai fungsi terboboti dari desa-desa 
yang tidak memiliki fasilitas layanan publik.
Langkah awal adalah menggabungkan dua kolom yang memuat nilai 16.
fungsi asli dan nilai fungsi terboboti. Lakukan hal ini dengan memasukkan 
perintah berikut pada 

Lakukan penghitungan yang sama untuk layanan pendidikan dan 
ekonomi
Selanjutnya lakukan pengecekan ketersediaan layanan sebagaimana 17.
dilakukan pada penghitungan fungsi di studi kasus sebelumya. Berikan 
nama pada kolom yang dihasilkan: 

dan
Kemudian hitung indeks fungsi sebagaimana telah dilakukan pada kasus 18.
sebelumnya. Hanya saja kali ini hanyalah dihitung 3 fungsi saja. Gunakan 
persamaan berikut pada Map Calculator :

Gunakan proses Join Table untuk menggabungkan nilai fungsi terboboti 19.
ke Dengan menggunakan 

, buatlah kolom baru yang menggabungkan nilai dari Index 
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Fungsi sebelumnya dengan indeks fungsi-wilayah pelayanan. Gunakan 
perintah berikut pada 

Kalikan indeks fungsi dengan total populasi. Perhatikan bahwa jumlah 20.
populasi yang terlayani meningkat jauh. Hal ini memperlihatkan bahwa 
semakin baik akses antar desa semakin baik pula tingkat layanan publik.

Gambar 4.41. Tampilan tabel indeks fungsi 

Gambar 4.42. Peta indeks fungsi dan indeks fungsi layanan 
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Studi kasus 2:  Analisa indeks lokasi
Adalah penting untuk mengetahui sentralitas ataupun sebaran spasial 

dari faktor-faktor penunjang pembangunan dalam hal pengambilan keputusan 
untuk perencanaan intervensi atau program pembangunan yang khusus. 
Sebagai contoh, untuk membangun suatu industri yang padat karya, perlu 
diperhitungkan lokasi dimana tenaga kerja terkonsentrasi di dalam wilayah 
perencanaan, meskipun pada dasarnya dalam suatu wilayah penduduk 
bisa bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain; untuk membangun gedung 
sekolah perlu dipertimbangkan konsentrasi penduduk usia sekolah.  Contoh 
yang lain, untuk membangun sebuah pabrik pengolahan karet, salah satu 
faktor yang perlu diperhatikan adalah sebaran dan konsentrasi kebun karet 
yang ada sekarang. 

Analisa indeks lokasi dimaksudkan untuk membandingkan kemampuan 
faktor-faktor penunjang pembangunan pada masing-masing sektor dalam 
suatu daerah dengan yang ada di daerah yang lebih luas, misal desa dan 
kabupaten, desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten. Sektor-
sektor pembangunan dalam bentuk seperti tenaga kerja, penggunaan lahan, 
dan pendapatan penduduk, dalam penghitungannya dilakukan pembobotan 
dengan jarak.

Sebagai contoh, persamaan Indeks Lokasi (Location Quotient Analysis)
untuk tenaga kerja desa terhadap kabupaten adalah sebagai berikut : 

Keterangan:
Si = jumlah tenaga kerja di tingkat desa
S = jumlah populasi di tingkat desa
Ni= jumlah tenaga kerja di tingkat kabupaten
N = jumlah populasi di tingkat kabupaten 

Nilai Indeks Lokasi > 1 menunjukkan bahwa tenaga kerja yang ada 
pada desa tersebut cukup tinggi relatif terhadap tenaga kerja yang ada di 
kabupaten, sedangkan nilai Indeks Lokasi <1 menunjukkan perlu adanya in-
migrasi seandainya ada program padat karya. 

Kita bisa menghitung Indeks Lokasi dari beberapa kelompok penduduk 
berdasarkan kelas umur, misalnya untuk menghitung Indeks Lokasi anak 
usia sekolah, dsb. Selain itu kita juga bisa menghitung Indeks lokasi dari 
penghasilan, luasan penggunaan lahan dll. Indeks dari beberapa faktor bisa 
dihitung dan dikombinasikan dengan pembobotan yang sesuai dan relevan 

:
besaran nilai masing-masing unit area relatif terhadap total area-
visualisasi dalam bentuk peta-

: kesenjangan ataupun sentralitas secara spasial
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menyusun program pembangunan yang tepat sasaran-
-

program pembangunan

Data yang akan digunakan adalah data Potensi Desa 2006 (desa_podes06) 
yang memuat informasi jumlah populasi di setiap desa di Kabupaten Aceh 

3 komoditas: karet, wanatani, dan kelapa sawit.

1.
Lokasi dengan memperhitungkan jumlah tenaga kerja di tingkat desa 
terhadap jumlah tenaga kerja di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta 
jumlah tenaga kerja di tingkat kecamatan dengan tingkat kabupaten.

Gambar 4.43. Piramida penduduk Indonesia tahun 2000

Langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah tenaga 
kerja di setiap desa di Aceh Barat. Dengan menggunakan asumsi bahwa 
tenaga kerja aktif adalah penduduk yang berusia 15-55 tahun, dapat 
dilakukan estimasi sederhana jumlah tenaga kerja di setiap desa. Untuk 
mengetahui proporsi penduduk, dapat digunakan 
yang merupakan dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan 
jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah 
penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima 

jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total. Contoh piramida 
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penduduk di Indonesia adalah seperti gambar 4.43 di atas.
2.

berdasarkan usia terhadap total populasi  adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Proporsi persentase penduduk berdasarkan usia
Usia (thn) Proporsi (%)

0-5
6-14
15-55
>56

10
30
50
10

Dengan menggunakan data jumlah penduduk pada kolom 3. di
, dapat dihitung jumlah penduduk untuk masing-masing 

desa. Buatlah, kolom dengan nama 
dan Kemudian gunakan 

untuk menghitung informasi di masing-masing kolom 
tersebut. Misalkan untuk kolom gunakan persamaan 
berikut:

Perhatikan bahwa nilai didapatkan dari tabel proporsi umur. 
Lakukan hal yang serupa untuk kolom kelas umur lainnya
Jika diasumsikan bahwa penduduk dengan usia 6-14 adalah pelajar dan 4.
15-55 adalah tenaga kerja, maka dapat ditampilkan sebaran penduduk 
secara spasial sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 4.44. . Tampilan peta penduduk usia sekolah dan usia kerja 
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Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah penduduk usia kerja 5.
di tingkat kecamatan dan kabupaten. Gunakan fungsi agregasi untuk 
menghitung jumlah penduduk dengan kelompok usia tertentu di setiap 
desa. Kemudia masukkan kolom yang akan 
dihitung pada jendela pilih fungsi pilih kolom 

sebagai kelompok fungsi, kemudian beri nama kolom baru yang 
akan muncul, 

Gambar 4.45. Tampilan jendela operasi agregat

Lakukan hal yang sama untuk menghitung jumlah penduduk usia 6-14 6.
tahun di tingkat kecamatan.
Perhatikan 7.  untuk kolom dan

Dengan menggunakan informasi pada kolom 
dapat diketahui jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut di 
tingkat

Gambar 4.46. Tampilan tabel hasil operasi agregat
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Dengan mengetahui informasi tersebut dapat dibuat kolom yang 8.
berisikan jumlah penduduk untuk setiap kelompok umur di Kabupaten 
Aceh Barat. Sebagai contoh, berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa 
jumlah penduduk usia 6-14 di Aceh Barat adalah 48.013 jiwa. Gunakan 
persamaan berikut pada :

Dengan cara yang sama buatlah kolom jumlah penduduk dengan kelas 
umur lainnya di tingkat kabupaten.

Gambar 4.47. Tampilan tabel hasil beberapa kali operasi agregat

Dengan langkah di atas Indeks Pembagian Lokasi sudah dapat dihitung. 9.
Sebagai contoh, untuk menghitung Indeks Pembagian Lokasi desa 
terhadap kecamatan, digunakan persamaan berikut:

Adapun untuk menghitung Indeks Pembagian Lokasi desa terhadap 
kabupaten digunakan persamaan berikut.

Sedangkan untuk indeks kecamatan terhadap kabupaten, persamaan 
yang digunakan adalah:

Berikut adalah contoh hasil dari penghitungan indeks pembagian lokasi 10.
untuk parameter penduduk usia kerja.
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Gambar 4.48. Tampilan peta hasil yang menunjukan indeks lokasi

Indeks pembagian lokasi, dapat juga dihitung terhadap luas komoditas 11.
tertentu. Perhatikan pada folder latihan ini terdapat hasil  batas 
desa dengan beberapa komoditas yaitu dan

Lakukan12. antara data dengan
dari hasil ini akan didapatkan jumlah luasan karet per-desa.
Dengan menggunakan fungsi agregasi, hitung luas karet di setiap 13.
kecamatan dan total di kabupaten. Perhatikan bahwa unit luas dalam tabel 
ini masih m2, sedangkan unit pada informasi luasan lainnya (misalnya 
luasan desa) adalah hektar (ha).
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Gambar 4.49. Tabel hasil cross table

Kemudian hitunglah Indeks Pembagian Lokasi (lqi) untuk desa terhadap 14.
kecamatan dan desa terhadap kebupaten. Sebagai contoh, untuk 
menghitung lqi_karet  untuk desa terhadap kecamatan, digunakan 
persamaan berikut :

Gambar 4.50. Tampilan peta hasil perhitungan lqi 
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4.3 Penaksiran Keterhubungan Antar Elemen Dalam 
Wilayah

Pada umumnya keterkaitan antara keempat elemen dalam perencanaan 
pembangunan wilayah pedesaan, yaitu lahan, lingkungan, masyarakat dan 
faktor-faktor pendukung pembangunan sangat tinggi. Perubahan dari satu 
elemen akan mempengaruhi elemen yang lain secara langsung dan cepat 
maupun tidak langsung dan perlahan-lahan. Sebagai contoh, studi kasus 
berikut akan melihat proyeksi kebutuhan lahan untuk bercocok tanam 
(baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan) dengan bertambahnya 

menentukan kesesuaian suatu area untuk penggunaan tertentu, misal kelapa 
sawit, dengan peluang pemasaran dan akses terhadap pasar. Pada dasarnya 
apabila harga kelapa sawit cukup tinggi sehingga keuntungan yang dihasilkan 
dengan bertanam kelapa sawit relatif lebih dibandingkan komoditi yang 
lain, proyeksi spasial dari perluasan kelapa sawit perlu diantisipasi dengan 
mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. 

Studi kasus 3: penggunaan lahan dan proyeksi penggunaan lahan
Dalam studi kasus ini kita ingin melihat aktual penggunaan lahan 

masyarakat pada saat ini baik untuk tanaman semusim maupun beberapa 

Selanjutnya dengan memproyeksikan pertambahan penduduk,  kebutuhan 
masyarakat akan lahan pada 5 tahun yang akan datang akan diperkirakan, 
dengan mengambil asumsi bahwa pola bercocok tanam tidak berubah. 

Berdasarkan pemikiran bahwa ketersediaan pangan merupakan 
kebutuhan utama yang harus dipenuhi dan oleh karena itu harus menempati 

yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai lahan tanaman semusim, 
baik kering maupun basah, yang pola bercocok tanamnya lebih intensif, 
memerlukan air dan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Apabila kesesuaian 
lahan tidak diperhatikan, konsekuensi yang akan dihadapi adalah rendahnya 

alam.
Di banyak daerah kecuali di pusat kota, mayoritas petani menghasilkan 

sendiri bahan makanan pokok maupun tambahan mereka. Untuk itu, perlu 
ditinjau area-area dimana luas lahan yang sesuai untuk tanaman semusim 
tidak mencukup kebutuhan saat ini dan juga area-area dimana hal yang 
serupa akan dialami 5 tahun mendatang berdasarkan proyeksi pertambahan 
penduduk.

Peta yang menunjukkan ketersediaan area pengembangan pertanian pada -
tingkat desa saat ini berdasarkan kesesuaiannya dan penggunaannya
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Peta  yang menunjukkan proyeksi 5 tahun ketersediaan area pengembangan -
pertanian pada tingkat desa saat ini berdasarkan kesesuaiannya dan 
proyeksi penggunaan 5 tahun kedepan

:
-

maupun area-area yang mempunyai hambatan dalam memenuhi 
kebutuhan lahan untuk tanaman pangan
Mengantisipasi kebutuhan akan lahan pada jangka menengah berdasarkan -
proyeksi pertambahan penduduk

Menentukan program pemerintah yang bisa mengatasi permasalahan -
kekurangan lahan misalnya dengan mendirikan industri padat karya di 
area-area tersebut ataupun menggiatkan penyuluhan pertanian untuk 
meningkatkan produksi per unit lahan
Mengundang investor untuk area-area yang mempunyai potensi tinggi-

Dalam studi kasus ini akan digunakan data-data yang berkaitan 

kependudukan. Di dalam folder latihan, terdapat beberapa data yang terkait. 

Tabel 4.4. Jenis data yang digunakan

1.
dihitung terlebih dahulu luas beberapa tipe penggunaan lahan yang 
berhubungan dengan komoditas tertentu. Dalam hal ini akan dihitung 
luas area yang ditanami (agroforest)
dan
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Data yang digunakan adalah data 2. dan data spasial 
pengunaan lahan (

 Gunakan fungsi untuk mendapatkan jumlah 
luasan tipe penggunaan lahan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan luas 
coklat di setiap desa : 

Klik Operations --> Raster operation -->Cross

Masukkan  pada kolom dan pada
kolom . Beri nama : Pada tabel yang 
muncul, akan tercantum luas coklat di masing-masing desa dalam satuan 

Ubahlah data tersebut kedalam satuan dengan membagi nilai 
pada kolom tersebut dengan 10000.

Gambar 4.51. Jendela operasi cross beserta tampilan tabel

Lakukan hal yang sama pada komoditas lainnya sehingga didapatkan 3.
5 tabel hasil proses untuk masing-masing komoditas. Untuk 
memudahkan, gunakan sistem penamaan 

Langkah berikutnya adalah menggabungkan informasi dari data 4.
dengan tabel Gunakan proses 

untuk melakukan hal ini. Beri nama kolom hasil penggabungan 

Perhatikan pada kolom hasil penggabungan, desa-desa yang tidak 5.

selanjutnya nilai ini harus diubah terlebih dahulu menjadi nilai nol. 
Gunakan persamaan berikut pada 

Penjelasan untuk perintah diatas adalah sebagai berikut: apabila pada 
kolom maka nilai tersebut akan diganti 
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dengan  jika tidak maka nilainya akan tetap. Hasil penghitungan akan 
disimpan pada kolom Perhatikan bahwa tanda 
digunakan dalam persamaan di atas. Tanda tersebut akan menghasilkan 
kolom yang tidak tergantung pada kolom asalnya. Sehingga , untuk 
memudahkan, kolom  dapat dihapus.

6.
semua kolom hasil proses  ke dalam table Pastikan 

(Suitable)

Langkah selanjutnya adalah menghitung luas lahan di masing-masing 7.
desa yang cocok/sesuai dengan komoditas tertentu. Dalam hal ini akan 
digunakan peta kesesuaian lahan masing-masing komoditas yang 
terdapat dalam data 

dan
Proses yang akan digunakan adalah proses 8. batas desa dan peta 
kesesuaian lahan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan luas lahan di 
masing-masing desa yang sesuai untuk ditanami karet, dilakukan proses 

antara data dengan
Proses setelah luasan lahan didapatkan, sama dengan langkah nomor 9.

Dari akhir proses ini akan didapatkan kolom yang berisikan luas aktual 10.
tipe-tipe tutupan lahan di masing-masing desa (5 kolom) dan luas lahan 
yang sesuai dengan masing-masing komoditas (5 kolom) seperti yang 
ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 4.52. Tabel hasil operasi cross untuk mengetahui kecocokan 
komoditas
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Pada tahapan ini sudah dapat dilakukan analisa sederhana dengan 11.
menggunakan luasan lahan komoditas tertentu dengan luasan lahan 
yang cocok. Misalkan akan dilihat desa-desa dimana luas area yang cocok 
untuk tanaman pangan, masih lebih besar daripada luasan aktualnya. Ini 
bisa menunjukkan adanya potensi pencetakan lahan pertanian baru di 
desa-desa tersebut. Gunakan persamaan berikut:

Persamaan diatas hanya akan menghasilkan dua nilai 12. atau
Desa-desa yang masih memiliki potensi untuk mengembangkan lahan 
pertanian akan memiliki nilai Tampilkan hasilnya secara spasial. 
Berikut adalah hasil estimasi potensi pertanian seperti contoh berikut. 

Gambar 4.53. Desa dengan potensi pengembangan pertanian

Langkah awal adalah mengetahui angka luasan lahan yang diolah masing-13.
masing rumah tangga di setiap desa. Angka luasan ini dihitung untuk 
setiap komoditas yang dianalisa. Sebagai contoh, untuk menghitung 
luas lahan tanaman pangan per-rumah tangga, digunakan luas tanaman 
pertanian pada kolom dibagi dengan jumlah rumah 
tangga pada kolom Gunakan persamaan berikut :
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Dari persamaan di atas, akan didapatkan angka luas lahan olahan 
dengan satuan Lakukan hal yang sama untuk tipe komoditas 
lainnya. Gunakan sistem penamaan untuk
memudahkan.

Tampilkan hasilnya untuk dapat melihat sebaran luasan lahan olahan. 14.

Gambar 4.54. Peta Sebaran luas lahan olahan tanaman semusim
 per-rumah tangga

15.
2003. Didalamnya dapat diketahui jumlah penduduk masing-masing 
desa, dan dapat juga dilakukan proyeksi jumlah penduduk untuk 
tahun-tahun berikutnya. 

Simpanlah nilai prediksi total populasi tahun 
2010 di kolom 
Jika dilakukan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2010, dapat 16.
juga dilakukan prediksi jumlah keluarga di tahun 2010. Hal ini dapat 
dilakukan dengan mengetahu jumlah rata-rata  anggota keluarga di Aceh 
Barat. Hitunglah dengan membagi total populasi dengan total jumlah 
keluarga. Akan didapatkan nilai 4 orang/keluarga.
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Dengan membagi nilai prediksi di kolom 17. dengan rata-rata 
4 orang/keluarga, akan didapatkan prediksi jumlah keluarga di tahun 
2010. Simpanlah hasilnya dalam kolom 

Memprediksikan total kebutuhan lahan di tahun 2010
Dengan memiliki angka prediksi jumlah keluarga di tahun 2010, dapat 18.
juga dilakukan prediksi jumlah lahan olahan yang dibutuhkan ditahun 
tersebut. Sebagai contoh, untuk menghitung berapa luas lahan pertanian 
yang dibutuhkan di tahun 2010, masukkan persamaan berikut pada 

Dari persamaan di atas akan didapatkan kolom yang 
berisikan angka prediksi kebutuhan lahan pertanian di tahun 2010 dalam 
satuan Tentunya hal ini tidak terbatas pada komoditas pertanian 
saja. Cobalah untuk memprediksikan kebutuhan lahan untuk komoditas 
lainnya
Pada kondisi ini sudah dapat dilakukan analisa sederhana dengan 19.
membandingkan luasan lahan yang dibutuhkan dengan ketersediaan 
lahan yang cocok untuk komoditas tersebut. Misalkan untuk 
memprediksikan desa mana saja yang di tahun 2010 tidak lagi memiliki 
lahan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, 
gunakan persamaan berikut:

Tampilkan hasilnya secara spasial. Pada gambar berikut, desa-desa 20.
berwarna merah adalah desa-desa yang diprediksikan di tahun 2010 
tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk tanaman pertanian.

Gambar 4.55. Tampilan peta hasil prediksi kebutuhan lahan tani 2010 vs 
ketersediaan lahan.
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Studi kasus 4: analisa kelayakan komoditas
Studi kasus ini merupakan analisa sederhana untuk menentukan area 

yang layak untuk pembukaan kebun kelapa sawit baru berdasarkan tiga hal 
berikut:

-
keuntungan secara ekonomis, dipandang dari sudut akses ke pasar-
ketersediaan secara hukum berdasarkan rencana tata ruang yang -
berlaku saat ini

) ditentukan dari peta yang 

yang tidak sesuai nilai 0. 
Adapun pendekatan perkiraan kelayakan ekonomis ( )

secara kasar adalah melalui faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk 
pemrosesan kelapa sawit maupun karet. Dua faktor yang diperhitungkan 
adalah jarak ke pabrik pemrosesan kelapa sawit maupun karet yang terdekat 
dan kemudahan mencapai pabrik pemrosesan tersebut. Jarak ke pabrik 
pemrosesan dinormalisasi ( ) sehingga setiap sel mempunya nilai 
yang berkisar antara 0 dan 1; nilai mendekati 0 untuk jarak yang paling jauh 
dan mendekati 1 untuk sel yang paling dekat dengan pabrik pemrosesan.  
Kemudahan mencapai pabrik pemrosesan dihitung berdasarkan kerapatan 
jalan yang ada ( ), yang dinormalisasi menjadi kisaran 0 dan 1 (0 tidak 
ada jalan; 1 kerapatan jalan paling tinggi). Perkiraan keuntungan ekonomis 
dihitung berdasarkan rata-rata dari kedua faktor ini (jarak ke pabrik 
pemrosesan dan tingkat akses).

Hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah aspek legalitasnya 
( ). Dengan mengacu kepada peta rencana tata ruang yang 
disepakati bersama, berlaku saat ini dan mempunyai kekuatan hukum, 

lanjut. Sebagai contoh misalnya kita mengacu kepada peta Tata Guna Hutan 
Kesepakatan (TGHK), yang mempunya kelas berikut: Hutan Lindung (HL), 
Hutan Negara Bebas (HNB), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas 
(HPT), Hutan Produksi yang bisa diKonversi (HPK) dan Area Penggunaan 
Lain (APL). Dari unsur legalitas, hanya pada dua kelas terakhir, kebun kelapa 
sawit maupun karet bisa dikembangkan. Kita berikan nilai 0 pada sel-sel yang 
berada di bawah kelas HL, HNB, HP, HPT dan 1 pada HPK dan APL.

Selanjutnya kita kombinasikan ketiga aspek di atas sehingga akan 
didapatkan  secara umum untuk masing-masing komoditi. 
Sebagai contoh, untuk kelapa sawit:
Indeks Kelayakansawit sawit x Indeks Ekonomissawit x Indeks 

Legalsawit
dimana:

Indeks Ekonomissawit = (Jarak Pabriksawit + Jalan)/2
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Peta kelayakan untuk kebun sawit dan karet pada tingkat piksel, ditinjau -

:
-

:
-

Dalam studi kasus ini akan digunakan data-data yang berkaitan dengan jarak 
lokasi ke pabrik pengolahan komoditas, data kesesuaian lahan terhadap 
komoditas tertentu, dan data aksesibilitas. Di dalam folder latihan, terdapat 

tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Jenis data untuk studi kelayakan komoditas

Sebagai langkah awal, data 1. harus terlebih dahulu diskalakan 
dari satuan  ke rentang nilai Lakukan hal ini dengan menggunakan 

Masukkan persamaan berikut :
=(( )*0.0134)-0.4153

Secara sederhana, tingkat kelayakan dapat dihitung dengan menggunakan 2.
persamaan:
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Dengan menggunakan persamaan di atas, dapat dihitung tingkat 3.
kelayakan lokasi-lokasi pengembangan kelapa sawit di Aceh Barat. 
Gunakan  untuk melakukan hal ini. Persamaan yang 
digunakan:

Perhatikan bahwa dari persamaan di atas akan didapatkan data baru 
bernama Data ini akan menunjukkan angka kelayakan (dalam 
skala 0-1) lokasi-lokasi di Aceh Barat untuk budidaya sawit. 

Tampilkan data tersebut, gunakan 4. untuk menunjukkan 
daerah yang paling layak dengan warna yang terang.
Dengan cara yang sama, dapat juga dihitung tingkat kelayakan untuk 5.
komoditas lainnya. Cobalah untuk menghitung tingkat kelayakan untuk 
komoditas Hasilnya akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 4.56. Peta Kelayakan sawit dan karet

Angka kelayakan ini juga dapat dikelompokkan, misalkan dari rentang 6.
nilai 0-1 akan dibuat menjadi 4 kelompok: tidak layak (nilai 0), rendah 

dengan perintah untuk melakukan hal ini. Lakukan hal yang 
sama untuk karet dan sawit kemudian bandingkan hasilnya seperti yang 
ditunjukkan pada gambar berikut:
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BAB  5
Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat 
dalam kegiatan Perencanaan Wilayah

161

Pelibatan parapihak dalam perencanaan wilayah
Menaksir potensi dan permasalahaan wilayah
Salah satu contoh metode pendekatan pelibatan masyarakat

Bab ini membahas :

5.1 Pelibatan Parapihak Dalam Perencanaan Wilayah
Para  praktisi pembangunan kerap menemui kendala dalam perencanaan 

pembangunan terlebih dalam implementasi kegiatan, hal ini disebabkan 
kurang adanya dukungan, pemenuhan harapan, bahkan ketidaksesuaian 
dengan kebutuhan masyarakat beberapa bentuk ketidakpuasaan atas produk 
perencanaan tersebut dapat melalui protes dan kritik tajam. 

Paradigma pembangunan baru menyatakan bahwa kegagalan itu 
disebabkan model perencanaan tanpa melibatkan masyarakat 
( ), pembangunan diasumsikan berjalan cepat dan berjalan 
secara linear tidak melihat kedinamisan subyek pembangunan. Pelibatan 
masyarakat dianggap merupakan pendekatan yang bertele-tele, perlu biaya 



     Bab 5  Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah  162

besar, dan lambat. Namun, perubahan yang datang tiba-tiba seringkali tidak 
cukup adaptif menghadapi dinamika masyarakat. Pelibatan masyarakat 
merupakan unsur penting dalam perencanaan, karena mampu menangkap 
dinamika di dalam masyarakat ini. 

adanya klaim-klaim dan dominasi perencanaan oleh salah satu pihak. 
Masyarakat dan aparat atau  berada pada satu prinsip kesejajaran 
dalam rangka merumuskan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai. 
Masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan perencanaan sesuai 
dengan kebutuhannnya  melalui proses diskusi dengan aparat dalam rangka 
mencapai keseimbangan dalam suatu wilayah.

Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengadopsi 
 adalah menyangkut rendahnya kualitas perencanaan dari bawah 

yang dapat dilakukan oleh masyarakat, namun hal ini tidaklah sepenuhnya 
benar apalagi menggolongkan kedalam kelompok 

sementara pada sisi yang lain seringkali berbagai rencana 
masyarakat tidak didasarkan dengan kebutuhan dan prioritas. Kedua hal 
tersebut terjadi karena kurangnya pengenalan secara menyuluruh terhadap 

sosial ekonomi, infrastruktur dan kebudayaan masyarakat.  Informasi 
inilah yang secara pasti dapat dilihat melalui data dan informasi yang harus 
didapatkan secara valid dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinergi perencanaan sangat diperlukan untuk melihat hubungan antara 
perencanan pada semua tingkatan. Kendala yang selama ini terjadi disebabkan 
karena tidak adanya perhatian yang serius terhadap upaya untuk memfasilitasi 
bagi tumbuhnya kesadaran pada tingkatan yang paling rendah. Dominasi 
yang kuat pada tingkat pemerintah kabupaten menjadikan kurangnya 
sumberdaya di tingkat paling rendah (desa) untuk dapat menginventarisasi 
masalah, mengorganisasi dan membuat rencana penyelesaian masalah 
di suatu wilayah, yang apabila dilakukan secara keseluruhan maka akan 
membentuk perencanaan pada suatu unit administrasi yang lebih luas.

5.2 Pelibatan Masyarakat Dalam Menaksir Potensi 
dan Permasalahaan Wilayah

Studi kasus 5: analisa partisipatif
Dalam studi kasus ini kita akan menggali potensi dan permasalahan 

serta aspirasi masyarakat dari sebuah desa dalam penggunaan lahan dan 
pembangunan.

Peta partisipatif tentang penggunaan lahan wilayah desa saat ini, di masa -
lampau dan yang akan datang sesuai aspirasi masyarakat
Potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam kaitannya -
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dengan lahan maupun penggunaan lahan
Potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam kaitannya -
dengan penghidupan secara luas
Pola kebutuhan dan penggunaan lahan rumah tangga-
Pola penggunaan lahan secara spasial-

:
Sebagai masukan utama dalam perencanaan tata guna lahan terutama -
pada area yang dialokasikan untuk fungsi campuran antara teknologi 
dan ekonomi

Diskusi kelompok-
Wawancara rumah tangga-
Analisa bentang lahan partisipatif dan -

Dalam diskusi kelompok, instrumen yang digunakan diantaranya :
Peta dasar desa dari citra satelit dengan resolusi tinggi yang di--
dengan peta jalan, sungai, pemukiman dan RTRWK
Peta tutupan lahan kabupaten dari citra satelit dengan resolusi sedang-
Peta pemukiman, jalan, sungai dan batas kecamatan untuk seluruh -
kabupaten
Peta RTRWK-
Peta kabupaten dari Potensi Desa (Podes) mengenai pelayanan dan -
distribusi penduduk
Kuesioner-

Prinsip-prinsip memfasilitasi diskusi kelompok:
Mencakup sebanyak mungkin variasi peserta sehingga setiap pihak -
terwakili (gender, parapihak, strata sosial-ekonomi, umur, sumber 
penghasilan, asal/budaya) tetapi jangan melebihi dari 20 orang
Apabila bahasa fasilitator tidak sama dengan peserta, libatkan -
penerjemah
Perkenalkan diri dan sejelas mungkin paparkan tujuan -

 (FGD) sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun 
harapan yang tidak tepat
Hormati dan dengarkan pendapat setiap individu dan jaga setiap peserta -
juga melakukan hal yang sama
Usahakan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk -
mengemukakan pendapatnya; apabila tidak dimungkinkan minimum 
setiap pihak mengemukakan pendapatnya
Hindari dari mengemukakan pendapat sendiri, terlebih mendominasi -
diskusi
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Informasi yang akan digali dari diskusi kelompok:
-  dari peta seperti : sebaran penggunaan lahan, kepemilikan, dan 

parapihak.
-  dan komposisi dari sumber penghasilan
-  penggunaan lahan saat ini

Perubahan penggunaan lahan-
Pemicu perubahan penggunaan lahan-
Kebutuhan akan lahan sekarang dan di masa mendatang dan untuk ap-

Beberapa tipe penggunaan lahan yang umum ditemukan di daerah pedesaan 
Indonesia :

Tanaman semusim -
Wanatani-
Tanaman tahunan monokultur-
Pengambilan kayu (TFP)-
Pengambilan hasil hutan non-kayu (NTFP)-
Pemukiman -

-
-

kesehatan, pasar
Kualitas jalan dan angkutan umum dan biaya-
Toko, kantor-
Taman, hutan lindung-

penggunan lahan yang relevan:
Jenis penggunaan lahan-

-
Status kepemilikan lahan-
Luasan per keluarga-
Jumlah panen dalam setahun-

-
Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan-
Hasil dan keuntungan ekonomis per hektar-
Kendala yang dihadapi-
Faktor pendukung-

-
Rencana dan keinginan kedepan -

Dalam wawancara rumah tangga, instrumen yang akan digunakan:
Kuesioner terstruktur-
Peta/citra desa dengan resolusi tinggi -
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Beberapa prinsip melakukan wawancara rumah tangga dengan menggunakan 
kuesioner terstruktur:

Pastikan anda mengerti maksud setiap pertanyan yang ada di dalam -
kuesioner
Apabila bahasa fasilitator tidak sama dengan peserta, libatkan -
penterjemah
Sebisa mungkin lakukan interview di tempat yang cukup sepi untuk -
memberikan
Perkenalkan diri dan sejelas mungkin paparkan tujuan -  sehingga 
tidak menimbulkan kecurigaan maupun harapan yang tidak tepat dan 
tanyakan kesediaan kepala rumah tangga untuk diwawancara; undang 
kepala rumah tangga untuk melontarkan pertanyaan apabila belum jelas 
maksud dan tujuan wawancara
Secara perlahan, singkat dan jelas lemparkan pertanyaan-pertanyaan -
yang ada dalam kuesioner
Tulis dengan sangat jelas jawaban-jawaban yang diberikan, lontarkan -
pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan apabila belum jelas akan 
tetapi hindari untuk memberikan pendapat ataupun komentar apapun 
mengenai jawaban atau hal-hal lain di luar topik wawancara; apabila ada 
tambahan informasi yang diberikan, tulis sebagai catatan tersendiri

Untuk survey singkat rumah tangga dalam  ini: 
Ambil 4 sampel yang mewakili keluarga petani dengan kepala keluarga -
muda, sedang dan tua, dan kepala keluarga wanita, mengingat jadwal 

 yang sangat singkat
Dalam situasi yang ideal, pengambilan sample sebaiknya melalui -

gender, sumber penghasilan dan untuk setiap kelompok harus diambil 
minimum 3 keluarga. Selain itu harus diperhitungan jumlah sampel 
yang memadai berdasarkan jumlah keseluruhan rumah tangga di desa 
tersebut

Informasi yang akan digali dari wawancara rumah tangga:
Kepala rumah tangga (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan)-
Komposisi umur (0-5, 6-15, 16-55, >55) dan jenis kelamin -
Sumber-sumber penghasilan-
Kebutuhan makanan pokok-
Kebutuhan gizi dalam rumah tangga (jenis dan jumlah)-
Penggunaan lahan (tanaman pokok, ternak, metode-metode -
pengolahan)
Produksi daging dan susu per ruma tangga, ikan dan binatang buruan-
Kelangsungan hidup tanah untuk produksi tanamanan dan kecocokan -
jenis tanah
Hasil panen per tanaman dan per jenis tanah, termasuk proporsi -
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penyusutan akibat kemarau, dan hama.
Lahan yang dibutuhkan untuk memproduksi makanan yang -
dibutuhkan
Kebutuhan protein = dengan yang diperoleh?-
Kebutuhan pendapatan tunai per rumah tangga rata-rata, menggunakan -
target uang
Jumlah lahan yang diperlukan untuk menyediakan pendapatan dan -
penjualan hasil panen dan preferensi penggunaan lahan 
Kebutuhan suplai kayu bakar-
Tenaga kerja yang dibutuhkan-
Kebutuhan untuk lahan-
Daerah penggembalaan-

Dalam analisa bentang lahan dan  ini instrumen yang akan 
digunakan:
-

Peta resolusi tinggi-
Kuesioner terstruktur-

Prinsip-prinsip dalam melakukan analisa bentang lahan dan 
berdasarkan informasi dari kepala desa, pilih 3 orang yang mewakili -
kelompok umur tua, muda dan yang mengerti dengan baik bentang 
lahan desa
tentukan bersama-sama berdasarkan peta yang ada rute yang bisa dilalui -
sehingga variasi penggunaan lahan di desa tersebut tercakup, potensi dan 
permasalahan yang menyangkut penggunan lahan juga tercakup, area-
area yang menarik karena adanya hal-hal khusus di daerah itu (misal 

untuk keanekaragaman hayati dan mata air)
catat titik GPS dan sesuaikan kodenya dengan isian.-

Informasi yang akan digali:
variasi penggunaan lahan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan -
variasi penggunaan lahan
kondisi umum akses-
perubahan penggunaan lahan-
pola bentang lahan -
kepemilikan lahan-

Studi kasus 6: evaluasi terhadap rencana tata guna lahan
Dalam sebuah siklus perencanaan, dari waktu ke waktu diperlukan 

proses evaluasi terhadap rencana tata guna lahan untuk mengetahui apakah 
rencana saat ini masih sesuai, , ataukah perlu suatu perencanaan 
ulang. Dalam studi kasus ini, kita akan mencoba melihat apakah rencana Tata 
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Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) untuk Kabupaten Aceh Barat masih sesuai 
atau tidak berdasarkan : 

1.
status penggunaan lahan saat ini2.
visibilitas berdasarkan fungsi 3.

ulang berdasarkan fungsinya:

Tabel 5.1. Pembagian Kelas TGHK berdasar fungsi
Kelas TGHK Fungsi

Hutan Lindung, Hutan Negara Bebas
Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi yang Bisa Dikonversi
Area Penggunaan Lain

kita akan  menggunakan tabel di bawah ini:

Fungsi
Sesuai
untuk
Hutan

Sesuai
untuk Wana 

Tani

Sesuai untuk 
Tanaman Keras 

Monokultur

Sesuai untuk 
Tanaman
Semusim

Ekologi 1 1 1 1
Ekologi dan 
Ekonomi

0 1 0.8 0.5

Ekonomi dan 
Ekologi

0 0.5 1 0.8

Ekonomi 0 0.4 0.4 1

Apabila ada area yang dialokasikan untuk fungsi ekonomi dan ekologi, 

maka alokasi fungsi tersebut tidak tepat sehingga diberi nilai 0. Kemudian 

diberikan nilai 0.5. Bila suatu area sesuai untuk tanaman keras monokultur, 

berikut:
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Tabel 5.3. Penentuan nilai fungsi berdasar penggunaan lahan
Fungsi Hutan Wana Tani Tanama Keras 

Monokultur
Tanaman 
Semusim

Bukan
Vegetasi

1 0.8 0.5 0.2 0
0.8 1 0.5 0.2 0

0.5 0.8 1 0.2 0

0 0.2 0.5 1 1

Alur logis yang digunakan sama dengan yang sebelumnya, seperti: 
apabila suatu area dialokasikan untuk fungsi ekologi, aktual tutupan lahan 
hutan adalah sangat sesuai, oleh karena itu diberikan nilai 1. Sedangkan 
untuk fungsi yang sama, apabila aktual tutupan lahannya adalah wana tani, 
dimana wana tani ini masih memberikan jasa lingkungan (keanekaragaman 
hayati, kelestarian DAS, konservasi tanah, dsb.) yang hampir menyerupai 
dengan jasa yang diberikan tutupan lahan hutan, maka area ini diberikan nilai 
0.8. Sedangkan area yang dialokasikan untuk fungsi ekologi akan tetapi saat 
ini tidak tertutup oleh vegetasi, maka alokasi tersebut tidak tepat, sehingga 
diberi nilai 0.

penduduk dan kerapatan jalan. Apabila suatu area dialokasikan untuk fungsi 
ekonomi tetapi jumlah penduduk disekitar area itu sedikit, dan kerapatan 
jalan rendah, maka area tersebut sebenarnya tidak visible untuk menjadi 
kawasan dengan fungsi ekonomi. Dan sebaliknya, bila jumlah penduduk 
tinggi dan kerapatan jalan juga tinggi, maka area tersebut sangat sesuai untuk 
fungsi ekonomi. Alur pemikiran yang serupa digunakan untuk mengevaluasi 
visibilitas fungsi ekologi, ekologi dan ekonomi, ekonomi dan ekologi. Kurva 
berikut menggambarkan evaluasi fungsi terhadap visibilitas.

Tabel 5.4. Penentuan nilai fungsi berdasar visibilitas



     Bab 5  Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah   169

dan kerapatan jalan

Besaran nilai hasil evaluasi alokasi fungsi saat ini terhadap kesesuaian 

dengan penjumlahan sederhana kemudian dinormalisasi menjadi kisaran 
0-1, atau dilakukan pembobotan berdasarkan mana dari ketiga faktor tersebut 
yang dianggap paling penting), sehingga diperoleh besaran  nilai yang 
menggambarkan tepat tidaknya alokasi fungsi saat ini. Apabila nilai besaran 
ini 0, maka alokasi penggunaan fungsi saat ini sama sekali tidak tepat, apabila 
1 alokasi sudah tepat sekali.

Faktor yang menentukan apakah secara mutlak suatu area tersebut 

dalam, hutan daratan tinggi yang belum terfragmentasi, dan area 
dari hutan lindung. Untuk area-area ini kita berikan nilai -1 yang artinya 

Berikut adalah rekomendasi peralihan fungsi berdasarkan kombinasi 
besaran nilai di atas:
-
-

-
-
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-

peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini terhadap kesesuaian -

peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini terhadap penggunaan -
lahan saat ini
peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini terhadap kelayakan -
secara populasi dan akses jalan
peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini secara keseluruhan-
peta usulan revisi rencana tata guna lahan-

-

lahan multifungsi dan dari waktu ke waktu perlu evaluasi untuk 

-
pembangunan

-
antar tingkat pemerintahan sangat penting

mengusulkan revisi rencana tata guna lahan kepada pemerintah -
tingkat propinsi atau nasional
mengkomunikasikan dan menegosiasikan dengan masyarakat area -
yang tersedia sesuai fungsinya

Untuk melakukan evaluasi tata guna lahan, dibutuhkan beberapa 
jenis data yang meliputi informasi tata guna lahan saat ini, kesesuaian lahan, 
aksesibilitas, kepadatan penduduk, dan kondisi tutupan lahan saat ini. Pada 

beserta penjelasannya.

Tabel 5.5. Jenis data untuk evaluasi tata guna lahan

1

2
3
4
5

Acbar_tghk_utm

Land_suit_utm
Landcover_2007
Desa_podes06_utm
Wa_access_rescale

Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan 
(TGHK)
Peta kesesuaian lahan
Peta tutupan lahan tahun 2007

Peta aksesibilitas
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Proses evaluasi peta tata guna lahan dimulai dengan melakukan 

1.

lahan pada data menjadi kelas fungsi sebagaimana yang 

Tampilkan data tabel Perhatikan bahwa untuk 

baru yang berisikan informasi fungsi. Buatlah kolom baru dengan 
menekan Untuk ini diperlukan sebuah domain 
khusus. Perhatikan dalam folder latihan ini sudah tersedia data domain 
dengan nama Gunakan domain ini untuk kolom baru yang 
akan dibuat, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 5.2. Jendela proses membuat domain

Gambar 5.3. Tampilan mengisi kelas fungsi pada tabel
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Langkah berikutnya adalah membuat data baru berdasarkan kolom yang 
baru saja dibuat. Untuk kemudahan, beri nama data baru ini 

sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini

Gambar 5.4. Membuat attribute map menggunakan kelas fungsi

2.

lahan saat ini pada data Tampilkan tabel atribut data 
ini, kemudian buatlah kolom baru dengan nama 

pada masing-masing kelas tutupan lahan sebagaimana diperlihatkan 
pada gambar berikut ini.

Gambar 5.5 Tampilan tabel dengan kolom kelas guna lahan
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Gunakan kolom untuk membuat sebuah data baru 
dengan menggunakan fungsi Berikan nama data tersebut 

sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 5.6.  Membuat peta raster dengan attribute kelas guna lahan

3.

penduduk yang terdapat pada data Gunakan operator 
relasional seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gunakan juga 
domain yang sudah tersedia.

Berdasarkan kolom  yang baru saja dihasilkan dari operasi 
relasional tersebut diatas, buatlah data baru dengan menggunakan fungsi 

Beri nama data baru ini 

4.

yang terdapat pada data Gunakan operator relasional 
sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gunakan domain 

yang sudah tersedia untuk data yang dihasilkan.
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empat data baru yaitu dan
Keempat data ini ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 5.9 Peta yang menunjukkan kelas fungsi, guna lahan, kepadatan 
dan aksesibilitas

sedikit lebih kompleks dibandingkan tahapan sebelumnya. Hal ini Karen 
satu lokasi yang sama mungkin saja sesuai untuk berbagai komoditas yang 

dengan
menggunakan fasilitas 
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Sebagai langkah, gunakan rangkaian operasi relasional sebagaiman 
diperlihatkan pada gambar berikut. Lakukan langkah-langkah tersebut secara 
berurutan, sehingga diperoleh empat buah kolom baru yaitu: 

dan

Jumlahkan semua kolom yang baru saja diperoleh dengan menggunakan 
operasi yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Akan dihasilkan kolom 
baru dengan nama Kolom ini berisikan id dari masing-masing 
kelas kesesuain beserta semua kombinasi yang mungkin tersedia.

Selanjutnya, dengan menggunakan domain lakukan
dengan menggunakan 

fungsi beri nama kolom yang dihasilkan: Hasilnya 
diperlihatkan pada gambar berikut.

Gambar 5.10. Domain kelas kesesuaian

Kemudian, dengan menggunakan fungsi buat data 
spasial baru berdasarkan kolom yang baru saja dibuat. 
Hasilnya diperlihatkan pada gambar berikut ini.
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Gambar 5.11. Peta kelas kesesuaian

Overlay

data sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses  dan 
pembobotan. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan proses 
1.

Sebagai langkah pertama, lakukan  dengan fungsi terhadap
data  dan data Beri nama data yang 
dihasilkan
tombol sehingga hasil dari proses  adalah peta dan 
tabel atribut. 

Gambar 5.12. Jendela fungsi cross kelas fungsi dan kelas kesesuaian
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pada bagian pendahuluan latihan ini, lakukan proses pembobotan 
dengan membuat satu kolom baru dengan nama 
Lakukan pembobotan berdasarkan matriks sebagaimana terlihat pada 
gambar berikut.

Gambar 5.13. Tampilan tabel dengan tambahan kolom bobot fungsi 
kesesuaian

Berdasarkan kolom buat data baru dengan 
menggunakan proses Beri nama data baru tersebut 

Data ini merupakan hasil pertama dari proses ini, yaitu 

Tampilan peta tersebut akan terlihat seperti gambar berikut.

Gambar 5.14. Attribute map menunjukkan bobot fungsi kesesuaian
Overlay
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Sebagaimana langkah yang dilakukan pada kelas fungsi dan kesesuaian, 
lakukan hal sama terhadap  dan Gunakan
fungsi sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut ini.

Gambar 5.15. Jendela overlay kelas fungsi dan kelas guna lahan

Lakukan pembobotan berdasarkan matriks dengan membuat kolom 
baru dengan nama Nilai bobot untuk masing-
masing kombinasi fungsi dan kelas guna lahan ditunjukkan pada gambar 
berikut ini.

Gambar 5.16. Tabel  dengan kolom baru bobot nilai fungsi guna lahan
Dengan menggunakan kolom buat data baru 
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menggunakan fasilitas Beri nama data ini 
Data ini merupakan peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini 

terhadap penutupan lahan saat ini.

Gambar 5.17. Attribute map menunjukkan bobot fungsi guna lahan

Overlay
Berikutnya, lakukan proses cross secara bertahap terhadap peta 

dan Langkah harus
dilakukan dua kali sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut.

Gambar 5.18. Jendela overlay  antara peta kelas akses, kelas kepadatan, dan 
kelas fungsi

Kemudian, lakukan proses pembobotan dengan menggunakan data 
yang baru saja dihasilkan. Pembobotan untuk 

masing-masing kombinasi, dilakukan seperti diperlihatkan pada tabel 
berikut. Beri nama kolom yang dihasilkan 
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Gambar 5.19. Tabel  dengan kolom baru bobot nilai 
fungsi akses dan kepadatan

Dengan menggunakan kolom buat data baru 
menggunakan fasilitas Beri nama data ini 

Data ini merupakan peta evaluasi rencana tata guna lahan saat 
ini terhadap tingkat kelayakan dari segi populasi dan akses. Peta evaluasi ini 
ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 5.20. Attribute map menunjukkan bobot fungsi, akses, dan kepadatan

Langkah selanjutnya adalah memadukan semua data yang telah 
tersedia, untuk memperoleh data nilai fungsi. Data ini yang dapat digunakan 
untuk memperbaiki atau memberikan usulan perbaikan peta tata guna lahan. 
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dihitung dengan menggunakan persamaan sederhana dan 
gambar berikut:

Gambar 5.21. Peta nilai fungsi 

Filter digunakan untuk mengelompokkan bagian tertentu dari sebuah 
bentang lahan yang seharusnya dicadangkan untuk fungsi ekologis murni. 
Filter dilakukan pada daerah-daerah bergambut dan daerah sekitar hutan. 
Gunakan data yang tersedia pada folder latihan ini, kemudian gunakan 
persamaan berikut dan hasilnya akan terlihat seperti pada Gambar 5.22.
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Lakukan fungsi terhadap peta dan
sehingga didapatkan data spasial seperti berikut ini:

Berdasarkan asumsi berikut ini, lakukan analisa terhadap kelas fungsi 
dan nilai fungsinya. Simpan hasilnya pada kolom Asumsi yang 
digunakan adalah:

Jika nilai fungsi adalah -1 maka apapun alokasi fungsinya saat ini, harus -

-

-
-

-
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Gambar 5.24. Tabel dengan kolom  alih fungsi hasil overlay

Gunakan fungsi  berdasarkan kolom 
Hasilnya merupakan peta usulan revisi tata guna lahan. Bandingkan hasil ini 
dengan peta tata guna lahan sebelumnya.

Gambar 5.25. Peta kelas fungsi
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Gambar 5.26. Peta usulan kelas fungsi berdasarkan hasil evaluasi

Studi Kasus 7. Analisa Daya Dukung dan Pembagian Lokasi
Studi kasus 7 ini merupakan inti dari perencanaan pengembangan 

wilayah rural secara terintegrasi. Studi-studi kasus yang sebelumnya telah 
disusun untuk menuntun kepada dan sekaligus menjadi bagian dari studi 
kasus ini. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat proses iterasi antara tahap 
analisa dengan aspirasi masyarakat lokal yang didapatkan secara partisipatif, 
maupun dengan tingkat pemerintahan di atas kabupaten.

Analisa Daya Dukung

dihitung berdasarkan keadaan luas tutupan lahan dari peta yang dihasilkan 
berdasarkan interpretasi citra satelit, peta batas desa dari BPS dan data jumlah 
rumah tangga per desa dari BPS. Pada kenyataannya, ternyata terdapat 
lahan tanaman semusim yang bisa ditanami lebih dari 1 kali per tahun, ada 
rumah tangga yang tidak bercocok tanam, dan sebagainya. Untuk membuat 
perhitungan analisa daya dukung yang lebih akurat, perlu digali data 
lapangan lebih lanjut langsung dari masyarakat yang bersangkutan.

Disamping itu, selain daya dukung untuk tanaman pangan-semusim 
yang menjamin kelangsungan pangan, perlu juga daya dukung beberapa 
kegiatan lain yang berbasiskan lahan seperti wanatani, perkebunan, 
pengambilan hasil hutan kayu dan non-kayu, peternakan, perikanan. Hal ini 
berguna karena selain untuk kelangsungan pangan, petani juga memerlukan 
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sumber penghasilan, demikian juga pemerintah daerah memerlukan sumber 
pendapatan daerah.

tertentu dengan skala dan akurasi yang tepat atas wilayah perencanaan, 
mutlak diperlukan. Proses evaluasi yang sama sedang berjalan di daerah 
pedalaman Aceh Barat dan diharapkan melalui kolaborasi, kapasitas Aceh 
Barat untuk melakukan evaluasi lahan bisa berkembang sehingga dalam 
waktu dekat peta evaluasi lahan dengan skala besar meliputi seluruh Aceh 
Barat bisa dilengkapi.

Dalam suatu bentang lahan, misalnya kabupaten, selalu ada variasi 
antar area yang satu dengan yang lainnya dalam hal daya dukung lahan 
dan kebutuhan akan lahan untuk penggunaan tertentu, demikian juga pada 
tingkat kecamatan dan desa. Gambar di bawah mengilustrasikan hubungan 
antar tingkat tersebut.

Gambar 5.27. Diagram hubungan kebutuhan  dan 
daya dukung antar tingkatan

Pada studi kasus ini, kita hanya akan mencakup aktivitas penggunaan 
lahan berikut ini :

Tanaman semusim/pangan
Tanaman komoditi: karet, kelapa sawit, kakao. Untuk tanaman komoditi 
ini, kita bagi menjadi 2 kelas, yaitu wanatani/tanaman keras campuran 
dan perkebunan/tanaman keras monokultur. Kelapa sawit dan karet 
merupakan komoditi perkebunan, sedangkan kakao dan juga karet 
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merupakan komoditi wanatani.
Pengambilan hasil hutan baik kayu maupun non kayu
Peternakan dan perikanan tidak kita perhitungkan dalam studi kasus ini 
bukan karena kami menganggap kedua aktivitas ini tidak penting di Aceh 
Barat, melainkan karena kami ingin menyederhanakan demi kepentingan 
pelatihan. Dalam perencanaan yang sesungguhnya, semua aktivitas 
berbasiskan lahan yang penting sebagai sumber penghasilan maupun 
sumber pangan masyarakat dan perusahaan harus diperhitungkan.

Data yang digali melalui survei lapang (wawancara rumah tangga) 
yang dilakukan pada studi kasus 5, bersama-sama dengan data sekunder 
yang ada dipakai untuk mencari kebutuhan lahan bagi berbagai sistem 
penggunaan lahan pada masing-masing tingkat pemerintahan. Selanjutnya 
data ini dipakai untuk menganalisa dan menentukan sasaran yang realistis, 
mengalokasikan lahan, dan untuk menegosiasikan dan mengagregasikan dan 
scale up ke tingkat diatasnya (dari desa ke kecamatan maupun kabupaten).

Mengambil asumsi bahwa evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan 
dari studi kasus 6 diterima, kita bisa memakai potensi dimana lahan yang 
sesuai dan belum digunakan saat ini untuk kegunaan ekonomi yang paling 
tinggi dalam situasi dan kondisi lokal, seharusnya didorong agar terus 
digunakan.

Gambar 5.28.  Diagram hibungan antara kondisi aktual dan potensial

Berikutnya, perencanaan dari suatu wilayah yang cukup besar dan 
bervariasi seperti di tingkat kabupaten seharusnya memperhitungkan 
hubungan antara daerah urban, peri-urban dan rural, dan memperhitungkan 
variasi sosio-ekonomi masyarakat pada masing-masing area tersebut. Untuk 
Aceh Barat, kami asumsikan 4 kelompok desa di bawah ini cukup mewakili 
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kondisi variasi desa/kota di Aceh Barat:

: desa-desa di sekitar ibukota kabupaten (Meulaboh) dan desa-
desa dalam radius 5 kilometer dari ibukota (Meulaboh). Proporsi 
masyarakat yang tinggal di daerah urban ini yang mempunyai 
penghasilan dari non-farm (nonpertanian) biasanya cukup besar, lebih 
besar dari 70%.

: ibukota kecamatan, desa-desa yang mempunyai pasar, dan 
desa-desa dalam radius 5 kilometer di sekelilingnya dan mempunyai 
akses jalan. Proporsi masyarakat yang mempunyai penghasilan dari 
non-farm lebih kecil daripada di daerah urban, petani dengan tanaman 
perkebunan cukup banyak. 

: desa yang bukan urban, bukan peri-urban, dan tidak di sekitar 
hutan. Sebagian besar masyarakat bertanam tanaman semusim dan 
wana tani. 

 (sekitar hutan): desa-desa yang berada dalam radius 
5 kilometer dari hutan. Sebagian besar masyarakat di daerah ini 
tergantung pada wana tani dan pengambilan hasil hutan.

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase dari rumah tangga dengan 
sumber penghasilan utama yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.6. Perkiraan persentase rumah tangga dengan sumber penghasilan 
utama

Kelompok
Desa

Tanaman 
Semusim

Tanaman 
Monokultur

Wanatani Hutan

S e k i t a r 
Hutan

100 480 520

Rural 100 50 50 10 10
Peri-urban 70 70 30 30 40
Urban 70 20 30 50 70

skenario menggunakan modelling bisa dipakai untuk memproyeksikan perubahan ini, sebagai 
contoh menggunakan model FALLOW. 

Untuk studi kasus ini, tabel berikut kami susun dengan dasar pengenalan 
kami yang terbatas mengenai Aceh Barat. Tabel ini idealnya didapatkan 
dari data statistik yang dikumpulkan di lapangan dengan perancangan 
pengambilan sampel yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan tata guna lahan saat 
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saat ini, dan feasibilitas, seperti yang dituangkan dalam studi kasus 6. Kita 
akan mencoba mengalokasikan kebutuhan akan lahan yang ditangkap dalam 
analisa daya dukung di atas. Untuk ini, informasi yang perlu ditambahkan 
adalah alokasi legal kepada pengguna lahan tertentu yang mempunyai 
batas spasial dan periode waktu tertentu seperti konsesi HPH, perkebunan, 
pertambangan, yang diberikan oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai 

bawah ini mengilustrasikan fungsi sistem penggunaan lahan dan pengguna 
lahan dengan prosedur pengalokasian. 

Tabel 5.7. Hubungan antara fungsi sistem penggunaan lahan dan prosedur 
alokasi

Fungsi Sistem penggunaan 
lahan

Petani/
smallhholder

Perusahaan/medium 
dan large scale

- - -
Wanatani

Tanaman keras 
monokultur
Tanaman semusim/
pangan

-

Selain itu, yang penting untuk dilakukan adalah proyeksi perubahan 
kebutuhan lahan untuk masing-masing sistem penggunaan lahan, yang dapat 
diperoleh dari:

Markov Chain: Tren perubahan penggunaan lahan terakhir dipakai untuk 
memproyeksikan trend ke depan. Untuk Aceh Barat, dari hasil inerpretasi 
citra satelit tahun 2006-2007 berikut tren perubahan tutupan lahan: 
tutupan tanaman keras monokultur meningkat cukup tajam sedangkan 
tutupan lahan yang lain berkurang.
Studi empirik: pengumpulan data secara obyektif terhadap responden/
pengguna lahan; perancangan sampel harus baik dan mewakili.
Rapid Appraisal: menggunakan diskusi kelompok untuk mendapatkan 
preferensi masyarakat di masa depan. 

Berikut ini adalah prosedur yang kami sarankan untuk pengalokasian:

mengabaikan daerah yang secara aktual adalah hutan pada saat ini dan di luar 
area yang sesuai maupun secara fungsi merupakan kawasan hutan, berikut 
adalah representasi lahan untuk tanaman pangan/semusim berdasarkan 
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Gambar 5.29. Representasi diagram Venn dari kawasan dengan fungsi 
ekonomi ditinjau dari 3 faktor

Keterangan:
Re-alokasikan fungsi ke ekonomi, dimana hal ini telah dilakukan dalam 
studi kasus 6. Bawa usulan ini kepada tingkat pemerintahan yang lebih 
tinggi sebagai masukan untuk proses perencanaan mereka.
Re-alokasikan fungsi menjadi ekologi ataupun campuran, dimana hal ini 
juga telah dilaksanakan dalam studi kasus 6. Selain itu, usahakan untuk 
merelokasi kegiatan yang ada, dengan tentunya menegosiasikannya 
dengan pengguna yang bersangkutan.
Cek terlebih dahulu menggunakan peta batas-batas izin yang ada 
sekarang dan yang sedang diproses. Area yang tidak ada dalam 
batas-batas tersebut alokasikan untuk penggunaan tanaman pangan/
semusim berdasarkan kebutuhan, proyeksi dan skenario. Prioritaskan 
untuk petani/ .
Sudah tepat guna, bisa dialokasikan untuk penggunaan lahan tanaman 
pangan/semusim berdasrkan kebutuhan proyeksi dan skenario.
Tidak terlihat di dalam diagram Venn adalah lahan-lahan yang secara 
aktual saat ini sudah ditanami tanaman semusim/pangan, sesuai secara 

sehingga sudah tepat guna dan tidak perlu re-alokasi maupun re-
lokasi.

Keterangan:
SH = , k = kebutuhan, p = proyeksi, dan sk = skenario dari 
kebutuhan smallholer untuk penggunaan lahan tanaman pangan/
semusim.
Jika  > 0 ha, maka bisa dialokasikan untuk aktivitas berskala 
medium seperti kebun sayuran dan sebagainya.
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Jika
bisa dipraktekkan. 
Jika C < 0 ha, maka penggunaan lahan untuk tanaman pangan/semusim 
yang sekarang pun sudah mengancam terjadinya kerusakan lingkungan 

untuk menghindari hal ini.

Prosedur di bawah ini sebaiknya dilakukan untuk masing-masing komoditas 
pada saat proses perencanaan yang sebenarnya. Dalam studi kasus ini kita 
hanya akan membahas kelompok komoditas tanaman keras monokultur 

Gambar 5.30. Representasi diagram venn dari kawasan dengan fungsi 
ekonomi dan ekologi ditinjau dari 3 faktor

Keterangan:
Re-alokasikan fungsi ke ekonomi dan ekologi, dimana hal ini telah 

dilakukan dalam studi kasus 6. Bawa usulan ini kepada tingkat pemerintahan 
yang lebih tinggi sebagai masukan untuk proses perencanaan mereka. Pada 
kasus petani atau smallholder, sosialisasikan dan negosiasikan hal ini.

Re-alokasikan fungsi menjadi ekologi ataupun ekologi dan ekonomi, 
dimana hal ini juga telah dilaksanakan dalam studi kasus 6. Jika pengguna 
lahan adalah petani partisipasi dan negosiasi masyarkaat lokal dalam 
merelokasi lahan sangat dibutuhkan. Untuk , bawalah ke tingkat 
pemerintahan yang telah memberinkan izinnya untuk diproses lebih lanjut. 
Cek terlebih dahulu menggunakan peta batas-batas izin yang ada sekarang 
dan yang sedang diproses. Area yang tidak ada dalam batas-batas tersebut 
alokasikan untuk penggunaan tanaman pangan/semusim berdasarkan 
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kebutuhan, proyeksi dan skenario. Prioritaskan untuk petani/smallholder 
berdasarkan kebutuhan, proyeksi, skenario, hambatan dan program 
pemerintah. Jika , bawalah kepada tingkat pemerintahan.

Tidak terlihat di dalam diagram Venn adalah lahan-lahan yang secara 
aktual saat ini sudah ditanami tanaman keras monokultur, sesuai secara 

sehingga sudah tepat guna dan tidak perlu re-alokasi maupun re-lokasi.

Keterangan:
SH = , LS = , a =  penggunaan saat ini, k = 
kebutuhan, p = proyeksi, dan sk = skenario dari kebutuhan 
untuk penggunaan lahan tanaman pangan/semusim
Jika   > 0 ha, maka bisa dialokasikan untuk perkebunan berskala 
medium dan besar seperti kelapa sawit dan karet, dsb.
Jika  
perkebunan tidak bisa dipraktekkan
Jika C < 0 ha, maka penggunaan lahan untuk tanaman keras monokultur/
perkebunan yang sekarang pun sudah mengancam terjadinya kerusakan 
lingkungan hidup dan pemerintah hendaknya mengambil suatu 

status penggunaan lahan saat ini berdasarkan jumlah populasi-rumah tangga 
dan proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penghasilan utama:

Berapa total luas lahan yang diperlukan untuk masing-masing sistem -
penggunaan lahan untuk masing-masing desa?
Berapa total lahan yang dipakai saat ini untuk masing-masing sistem -
penggunaan lahan untuk masing-masing desa ?
Berapa dari lahan yang dipakai saat ini yang berada di bawah zona yang -
legal dan sesuai untuk masing-masing sistem penggunaan lahan untuk 
masing-masing desa?
Berapa total lahan yang masih potensial untuk dikembangkan untuk -
masing-masing sistem penggunaan lahan untuk masing-masing desa?
Apakah lahan yang tersedia untuk masing-masing sistem penggunaan -
lahan di masing-masing desa lebih besar atau lebih kecil daripada lahan 
yang dibutuhkan?
Desa-desa mana sajakah yang daya dukung terhadap sistem penggunaan -
lahan tertentunya lebih kecil dari kebutuhan?

status penggunaan lahan saat ini berdasarkan jumlah populasi-rumah tangga 
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dan proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penghasilan utama dan 
produktivitas per unit lahan:

Berapa hasil yang diharapkan dari penggunaan lahan saat ini untuk setiap -
sistem penggunaan lahan di masing-masing desa per tahun?
Apakah produksi pangan lokal lebih besar daripada kebutuhan pangan -
per tahun?
Desa manakah yang produksi pangannya lebih rendah daripada -
kebutuhan?
Agregasikan pada tingkat kecamatan dan jawab pertanyaan di atas.-
Agregasikan produksi pada tingkat kabupaten. Hitung berapa banyak -
padi (pangan) yang diperlukan oleh populasi Aceh Barat per tahun.
Periksa apakah produksi pangan mencukupi kebutuhan pangan pada -
tingkat kabupaten. Jika tidak, berapa gapnya kemudian tentukan goal. 
Untuk mencapai goal tersebut, tentukan program pemerintah yang tepat 
sasaran.

5.3 Contoh Metode Pendekatan Pelibatan Masyarakat 
Dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah 

Wacana dan pemikiran yang baik akan lebih bermanfaat manakala 
diimbangi dengan upaya implementasi dan cotoh-contoh praktis dari berbagai 
metode yang sudah ada. Kegiatan pada tingkat kabupaten yang melibatkan 
unsur parapihak diharapkan dapat membekali dan mengenalkan kepada cara 
berpikir yang lebih integratif serta menggunakan data dan informasi telah 
dilakukan melalui beberapa kali sesi pelatihan dan kegiatan pendampingan. 
Namun demikian perlu dilengkapi kiranya dengan kegiatan yang melatih 
dan memantapkan parapihak kepada  kegiatan pada tingkat yang paling 
rendah yaitu desa sebagai unit intervensi kegiatan, serta sarana membangun 
kolaborasi persepsi dan upaya membangun solusi-solusi permasalahan yang 
sering muncul antara kabupaten dan desa.

Pada tahapan ini akan dilaksanakan kegiatan berupa penggunaan 
beberapa latihan-latihan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 
data desa, memahami karakteristik desa serta menggali persepsi dan 
rencana masyarakat terhadap masa depan dalam bentuk rencana-rencana 
pembangunan. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 

dan pengenalan 
analisa SWOT sebagai salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam 
membuat perencanaan desa. Para pihak  akan melakukan penilaian secara 

yang ada dalam suatu bentang lahan desa.
Penyajian data dalam format keruangan merupakan hal yang sangat 

penting. Berbagai fenomena akan lebih mudah dilihat dan dianalisa lebih 
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lanjut untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk kepentingan 
pembangunan.  Terkait dengan hal tersebut, keberadaan peta sebagai alat 
analisis dalam proses perencanaan tidak dapat mengabaikan unsur pelibatan 
masyarakat. Meskipun demikian, dalam menghasilkan peta yang akurat, 

Masih rendahnya akses masyarakat terhadap peta-peta yang dihasilkan 1.
sehingga masyarakat lebih sering menerima hasil pemetaan dan tidak 
bisa melakukan partisipasi untuk menghasilkan peta. 
Masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengadaan peta se-2.
hingga mengakibatkan masyarakat kurang begitu faham tentang instansi 
apa yang berwenang dalam menghasilkan suatu peta. 
Masih lemahnya sistem pengaturan dan standarisasi dalam pemetaan 3.
mengakibatkan informasi spasial yang dihasilkan menjadi tidak standar / 
tidak baku dan sering terjadi penyimpangan baik dalam sistem pemetaan 

-
manfaatan ruangnya. 
Kurangnya keterlibatan 4. /masyarakat dalam penyusunan peta 
khususnya untuk skala detil/besar, mengakibatkan timbulnya pandan-
gan  masyarakat akan ketakutan terhadap hak-haknya atas ruang yang 
telah dimiliki selama ini. 
Terbatasnya prasarana untuk proses pemetaan baik dari 5.  dan 

, sehingga mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pengo-
lahan / penyusunan peta. 
Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani 6.
pemetaan, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya aparat yang da-
pat memahami dan mempraktekkan proses pemetaan.

a)
Sebagai unit terkecil dalam konteks perencanaan pembangunan, peren-

canaan desa adalah bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. 
Keberhasilan pembangunan desa merupakan relasi keseimbangan antara 
harapan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, dan selayaknya 
pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Paradigma awal tentang perencanaan hanya mengedepankan pembuat 

pengetahuan ilmu perencanaan dan akses terhadap data dan informasi 
wilayah. Akan tetapi seringkali sisi penyerapan kebutuhan masyarakat 
sebagai pelaku pembangunan belum cukup tersentuh.

Perencanaan desa dengan menempatkan masyarakat sebagai pembuat 
rencana saat ini sudah banyak dikembangkan. Berbagai metode dilakukan 
untuk memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat memberikan 
masukan dan peran aktif dalam perencanaan desa. Perencanaan inilah yang 
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semestinya disepakati bersama untuk menjadi acuan setiap penentuan 
kegiatan dan alokasi penggunaan ruang desa, baik yang dilaksanakan secara 
swadaya maupun intervensi pemerintah maupun pihak swasta lain. Hingga
saat ini masih ditemui beberapa kelemahan kualitas perencanaan partisipatif, 
seperti berikut ini

Lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani 
perencanaan

Dukungan data dan informasi perencanaan 
Kualitas sumberdaya manusia khususnya didesa
Lemahnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan 
Lemahnya dukungan pendanaan pelaksanaan kegiatan perencanaan 
khususnya di tingkat desa dan kecamatan

b)
Pemetaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat di-

lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya menggali data dan infor-
masi mengenai desa. Masyarakat akan terlibat secara aktif dalam menginven-
tarisasi seluruh potensi dan masalah yang dihadapai di desanya. Pengenalan 

dan tata ruang wilayahnya dalam hal ini desa.
Pemetaan Partisipatif pada akhirnya akan dapat mendorong perkem-

bangan dibidang pemetaan atau penyediaan informasi keruangan, sehingga 
penyediaan informasi keruangan sebagai input dasar dalam menyusun Ren-
cana pembangunan dan Tata Ruang akan dapat terpenuhi. 

Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif perlu dilakukan secara baik, dalam 
arti professional (kelembagaan dan  nya baik), yang melibatkan 
seluruh stakeholder, sehingga akan meningkatkan keberdayaan masyarakat 

informasi spasial (peta) yang disusun.
Peningkatan pelaksanaan pemetaan partisipatif pada gilirannya akan 

ikut meningkatkan kinerja penataan ruang di suatu daerah, sehingga akan 
-

tan ruang. Melalui Pemetaan Partisipatif akan meningkatkan kepedulian 
masyarakat terhadap muatan yang ada dalam peta.  

yang terjadi akibat dup-
likasi pengadaan peta dan ketidak jelasan kewenangan institusi yang men-
gelola peta, dapat dikurangi.  Pemetaan Partisipatif perlu terus ditingkatkan, 
khususnya dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu-
paten dan Propinsi. 

mencakup:
Meningkatkan kemampuan sumber daya pendukung pemetaan yang 
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meliputi sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, dan 
sistem kelembagaan, sehingga proses partisipatif dapat dilaksanakan. 
Melibatkan stakeholder professional dalam pemetaan partisipatif. Spa-
sialisasi kawasan dalam bentuk peta akan memudahkan stakeholder 
dalam berpartisipasi, emudahkan proses pemetaan partisipatif dilak-
sanakan oleh semua stakeholders.
Pemetaan partisipatif diarahkan agar proses pemetaan dapat dilaku-
kan oleh masyarakat di daerah masing-masing, agar informasi spasial 
yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat 

Mendukung proses perencanaan pembangunan dan perencanaan keru-
-

usunan informasi spasial, dengan demikian karakteristik lokal dapat 

Tujuan dari kegiatan pada tingkat masyarakat (  adalah 
sebagai berikut :

penting melalui survey lapangan/transect walk;
Melakukan deliniasi wilayah study  pada peta hasil survey;
Membuat peta desa secara partisipatif 
Melakukan analisa potensi dan permasalahan serta kapasitas desa 
dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang kesinambungan;
Melakukan perencanaan sederhana berdasarkan harapan masyarakat

Masyarakat adalah komponen terpenting dari rangkaian kegiatan  
partisipatif, sehingga keterlibatan masyarakat dalam segi kuantitas dan 
keterwakilan merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam kegiatan 
yang bersifat partisipatif. Namun demikian untuk melakukan kegiatan yang 
terkerangka pada segi waktu dan materi kegiatan pula perlu dilakukan 
pertimbangkan.

Secara umum pihak-pihak yang seharusnya terlibatkan dalam kegiatan 
ini meliputi Kepala desa , petugas pemerintahan desa ,
lembaga perwakilan desa, unsur wanita, unsur pemuda, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, kalangan swasta/pengusaha, kelompok profesi dan kelompok 
tani serta kelompok-kelompok lain sebagai representasi segala kepentingan 
masyarakat desa .

Pada kegiatan  melibatkan unsur-unsur masyarakat yang 
berkaitan erat dengan pengenalan area dan batas desa serta pengenalan 
mengenai sejarah desa serta kesepakatan-kesepakatan mengenai desa, serta 
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unsur desa yang mengetahui aspek legal mengenai desa seperti kepala desa 
atau aparat pemerintah desa .

Pada kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi unsur  
masyarakat diharapkan berperan dalam memberikan informasi yang jelas 
dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang merupakan indikitaor 
sosial ekonomi masyarakat, semua kelompok masyarakat akan mendapat 
peran yang sama dalam kegiatan ini. Keberhasilan dari kegiatan ini akan 
terlihat dari keterwakilan semua unsur dalam mengikuti kegiatan, sehingga 
informasi dan data yang diperoleh akan dapat menggambarkan keadaan 
desa yang sebenarnya.

Diskusi dalam rangka pemetaan desa secara partsipatif dan 
pembuatan rencana pembangunan desa merupakan kegiatan akhir yang 
akan membungkus kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Seluruh 
komponen masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam kegiatan. 
Proses diskusi dan berkolaborasinya semua pemikiran masyarakat adalah 
wujud dari perbedaan persepsi dari masyarakat yang tergantung dari latar 
belakang dan kepentingan masing-masing.

Secara umum dapat diakui bahwa peserta disini merupakan bagian 
dari . Peserta terdiri dari unsur SKPD yang berada dilingkungan 
Pemerintah Daerah terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda), Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Alam, Dinas Kebersihan 

dan Kelautan, Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
Peserta telah dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar 

telah dilakukan, penggunaan GPS, analisa keruangan dan dasar-dasar 
perencanaan keruangan dan pembangunan. Harapan kegiatan ini adalah 
peserta dari unsur pemerintah dapat melakukan proses belajar, menyerap 
dan mengakomodir persepsi, keinginan, usulan dan rencana masyarakat 
untuk dapat disinkronkan dengan kepentingan pada tingkat kabupaten 
sehingga didapatkan sinergi pembangunan. Hal ini dianggap penting karena 
seringkali terdapat  perbedaan persepsi antara kepentingan masyarakat desa 
dengan kepentingan pada tingkat kabupaten. Pada proses ini akan terjadi 
interaksi dan saling menyelami kepentingan masyarakat dan peserta dari 
unsur pemerintah kabupaten. 

Kegiatan yang merupakan pendekatan proses perencanaan 
partisipatif dilaksanakan meliputi dan



     Bab 5  Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah   197

untuk melakukan  dan . Rangkaian 
kegiatan ini dimaksudkan memberikan bekal kepada parapihak untuk 
mengenal pendekatan partisipatif yang dapat digunakan dalam pada proses 
perencanaan desa agar lebih berkualitas memenuhi harapan.

Transect Walk
dilaksanakan secara bersama-sama antara masyarakat 

dengan peserta langsung dilapangan  untuk :
mengetahui/mengenali batas-batas desa;-
inventarisasi lokasi dan luasan masing-masing tutupan/penggunaan -
lahan yang ada di wilayah desa
inventarisasi kondisi dan kuantitas infrastruktur yang ada dimasing--
masing desa

a.1. Bahan dan materi yang dibutuhkan :
- Desa

Peta Penggunaan lahan desa-
-

Alat tulis-
Form Pengisian Data GPS-Survey-
Form Panduan Survey Transek-

a.2. Kegiatan yang dilakukan ;
Persiapan perlengkapan yang diperlukan-
Pembagian tugas-
Secara bersama-sama dengan perwakilan masyarakat peserta melakukan -
pengambilan titik-titik batas desa
Sebagian peserta melakukan -  terhadap tutupan lahan 
yang berada didesa
Sebagain peserta melakukan inventarisasi infrastruktur, fasilitas umum -
dan sosial yang berada di desa.

a.3. Hasil kegiatan :
Peta Batas Desa-
Peta -  yang sudah di koreksi melalui  
Peta fasilitas (umum dan sosial) desa-
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Gambar 5.31 Kegiatan transek

 dilakukan melalui proses wawancara masyarakat 
pada suatu desa. Responden dipilih mewakili seluruh masyarakat dalam 
suatu desa. Hal-hal yang digali dari responden menyangkut sumber-
sumber pendapatan, pembelanjaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengambilan keputusan penggunaan lahan, alokasi tenaga/waktu dan modal 

pertanyaan atau quesioner.
Kegiatan survey ini dilakukan dengan pembagian terhadap seluruh 

peserta, sehingga pada waktu yang disediakan seluruh responden/
rumah tangga akan dapat diwawancara secara mendalam. Pewawancara 
akan mendatangi rumah/kediaman setiap responden jika dimungkinkan 
wawancara dilakukan terhadap kepala keluarga.

b.1. Bahan dan materi yang dibutuhkan :
Data Sekunder rumah tangga-

-
Alat tulis-
Alat perekam-
Kamera Digital-
Kalkulator-
Surat pengantar kegiatan dan identitas pribadi atau kartu pengenal-

b.2. Kegiatan yang dilakukan ;
Mengumpulkan data sekunder -
Membuat sketsa permukiman-

-
maka tidak semua penduduk akan diwawancara, namun akan dipilih 
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unit rumah tangga yang dianggap mewakili dan menghindari adanya 
bias.
Penentuan alternatif calon responden, diperkirakan tidak semua -
responden akan dapat ditemui pada saat wawancara dilakukan sehingga 
akan dirasakan membantu apabila dibuat kandidat/alternatif responden 
pada masing-masing strata.
Ujicoba wawancara, ujicoba ini dapat dilakukan apabila belum pernah -
dilakukan wawancara dengan menggunakan quesioner dimaksud atau 
terdapat kondisi yang sangat berbeda dari penggunaan quesioner-
quesioner sebelumnya.
Penyempurnaan terhadap kemungkinan adanya kekurangsempurnaan -
pada quesioner
Melakukan proses wawancara, perlu diperhatikan beberapa hal agar -
wawancara berjalan dengan baik  dan mendapatkan informasi yang tepat 
seperti :

Bersikap sopan terhadap semua anggota rumah tangga-
Menghindari tingkah laku yang membuat orang lain kesal-
Berpakaian rapi-
Tepat waktu dan tidak membuat responden mengunggu terlalu -
lama

-
-

jelas
Memberikan kesempatan kepada responden untuk senyaman -
mungkin dalam melakukan wawancara
Melontarkan pertanyaan sesuai yang terdapat dalam quesioner-

Memeriksa hasil wawancara, meliputi kelengkapan isian dan memeriksa -
kemudahan isian untuk dapat dibaca dan diterjemahkan.

b.3. Hasil kegiatan :
-

Data isian quesioner yang dapat digunakan sebagai bahan analisa -
lanjutan

 atau dikenal dengan pemetaan partisipatif 
merupakan salah satu metode untuk mendorong masyarakat mengenal 
wilayahnya dari sisi keruangan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lapisan 
masyarakat dimulai dari menentukan batas desa, batas penggunaan 

keanekaragaman hayati tinggi, mata air, dsb.), menentukan letak fasilitas 
umum, sosial, dan peribadatan yang ada, serta menentukan pola penggunaan 
ruang yang ada didesa.
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Tahap ini sangat menarik karena pengetahuan masing-masing 
anggota masyarakat sangatlah berbeda sehingga akan muncul diskusi dan 
adu pendapat mengenai pola penggunaan ruang yang ada didesa. Beda 
pendapat inilah yang kemudian menumbuhkan wacana diskusi dan 
pengetahuan sehingga akan menumbuhkan pemahaman yang sama, yang 
pada akhirnya akan akan bermanfaat pada proses perencanaan selanjutnya. 
Heterogenitas dari peserta sangatlah penting untuk menampung perspektif 
yang berbeda. Ketrampilan fasilitator untuk mendorong terjadinya diskusi 
yang hidup merupakan kunci kesuksesan dari proses ini.

Teknis kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat untuk 
memimpin dan mengelola kegiatan dibantu dengan kertas sebagai wahana 
untuk menuangkan peta beserta alat tulis, kegiatan ini dapat dibantu 
atau dilengkapi dengan data hasil . Secara sederhana kiranya 
pemetaan partispatif ini akan menggambarkan peta lahan desa yang memuat 
unsur-unsur yang terdapat pada lahan yang ditempati dan digarapnya di atas 
media kerta agar secara transparan dapat diketahui/dikenali oleh masyarakat 
secara luas tentang kondisi dan situasi aktual. Informasi yang dituangkan 
dalam peta terdiri dari :
c.1. Bahan dan materi yang dibutuhkan :

Kertas Plano -
Alat tulis-
Lakban-
Citra satelit/foto udara-
Foto-foto lapangan-

c.2. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
Pra kegiatan:-

Menyiapkan peta dasar dilakukan oleh peserta (-

Mengumpulkan semua informasi tentang desa; jalan, sungai-
Menambahkan informasi utama mengenai kondisi desa-
Salin pada kertas yang besar (A1 atau A0) untuk pertemuan -
masyarakat.

Kegiatan pemetaan partisipatif-
Memberikan pengantar dan penyamaan persepsi mengenai kegiatan -
pemetaan partisipatif
Pengenalan Peta dan penjelasan mengenai kondisi peta dasar yang telah -
dibuat
Diskusi mengenai peta desa menurut persepsi masyarakat-
Kesepakatan akhir terhadap isi peta partisipatif desa yang telah dibuat.-

c.3.  Hasil kegiatan 
Peta desa partisipatif yang memuat ; batas desa, penggunaan lahan, -
infrastruktur, fasilitas umum dan sosial
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Tabel  5.8. Beberapa komponen yang dapat dimasukan sebagai informasi
dalam pemetaan partisipatif

No Unsur Komponen

1 Batas Administrasi-
Penggunaan Lahan- Pekarangan-

Kebun-
Sawah Irigasi-
Sawah Tadah -
Hujan

2 Bio-Fisik Hutan-
Mata Air-
Sungai-
Perbukitan-

3 Infrastruktur Jalan- Jalan Aspal-
Jalan batu-
Jalan Tanah-
Jalan Setapak-

Komunikasi dan -
Telekomunikasi

Tiang Telepon-
Jaringan telepon-

Listrik- Tiang Listrik -
Jaringan Listrik-

4 Fasilitas Pemerintah- Kantor Pemerintah-
UPT-

Fasilitas Sosial, -
Kesehatan

Puskesmas-
Apotik-
Rumah Singga-

Fasilitas Pendidikan- TK-
SD-
SMP-
SMA-
Dayah-

Ekonomi- Pasar-
Agama- Masjid-

Mushola-
5 Bangunan Gedung Pertemuan-

Rumah-
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Gambar 5.32. Kegiatan pemetaan partisipatif di Kabupaten Aceh Barat

Pada tahap ini para pihak melakukan 
dan dikenalkan dengan salah satu cara melakukan analisa untuk mengenali 
wilayah melalui analisa SWOT. Analisa ini dapat digunakan untuk membantu 
menganalisa kondisi masyarakat secara dinamis. Pada tahapan ini masyarakat 
diajak untuk menganalisa kondisi yang terjadi di wilayahnya serta harapan-
harapannya untuk masa yang akan datang. Pada setiap tahapan akan 
dilakukan secara cermat sehingga menghasilkan yang valid.

Peserta diharapkan memberikan masukan-masukan mengenai potensi 

juga diharapkan dapat mengeksplorasi keinginan masyarakat mengenai 
rencana penggunaan lahan yang mendukung penghidupan masyarakat. 

perencanaan desa.
Analisa SWOT (singkatan bahasa Inggis dari 

) merupakan metode perencanaan strategis yang 
digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 
Penyesuaian metode ini untuk keperluan perencanaan desa dapat dimaknai 
bahwa analisa ini akan melihat sisi faktor internal desa meliputi kekuatan dan 
kelemahan, serta sisi faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman 
terhadap perencanaan dan pembangunan desa, sebagaimana terlihat pada 
skema berikut:

Kekuatan  mengandung pengertian adakah faktor-faktor positif 

maupun hal-hal lain yang dapat dikembangkan, serta sejauhmana kekuatan 
itu ada. Seringkali faktor kekuatan dan potensi desa tidak disadari sendiri 
oleh masyarakat. Harapan dari pengenalan Kekuatan ini adalah bagaimana 
kekuatan ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan secara bersama-
sama dalam masyarakat.
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Gambar 5.33. Skema Analisis SWOT

Strategi SO : menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang.-
Strategi ST : menggunakan kekuatan untuk menghindari ataupun mengatasi ancaman-
Strategi WO :  Pemanfaatan peluang untuk untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang -
dimiliki
Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan ditunjukan untuk -
meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

adalah faktor internal yang merupakan faktor penghambat 
(negatif) dari adanya rencana pembangunan, kelemahan ini dapat bersifat 
tetap dan variabel. Banyak sekali hal-hal yang dapat dikatakan sebagai 
kelemahan yang sifatnya jamak akan tetapi melihat secara lebih jeli untuk 
menemukan kelemahan yang sebenarnya, adalah sebuah langkah awal untuk 
dapat membuat strategi yang baik. Tujuan pengenalan Faktor Kelemahan 
ini adalah dengan segera untuk melakukan pembenahan atas kelemahan 
tersebut seminimal mungkin akan mengurangi dampak yang ditimbulkan, 
lebih baik lagi apabila mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan.

atau kesempatan merupakan faktor eksternal yang sangat 
mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan akan dapat diraih. Kesempatan 
disini merupakan faktor eksternal sehingga keberadaanya tergantung pada 
faktor luar seperti kondisi pada tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, 
nasional bahkan internasional. Keberhasilan pembangunan desa juga 
dipengaruhi juka desa mampu memaknai kondisi eksternal sebagai sebuah 
kesempatan, selanjutnya kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 
untuk mendukung arah pembangunan yang akan dicapai.

Tidak semua kondisi eksternal dapat dipandang sebagai sebuah 
kesempatan, seringkali faktor eksternal merupakan faktor yang bersifat 
kontraproduktif dengan tujuan pembangunan desa, keadaan yang demikian 
disebut sebagai  atau ancaman. Kemampuan analisis untuk mengenali 
ancaman-ancaman diperlukan untuk membuat langkah antisipasi atas 
adanya situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Langkah akhir dari 
analisis SWOT ini akan melengkapi seluruh analisis yang dilihat dari faktor 
internal dan eksternal serta  faktor positif dan negatifnya.
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d.1.  Bahan dan materi yang dibutuhkan :
Kertas Plano-
Lakban-
Alat tulis-

-

d.2.  Proses yang dilakukan :
Penjelasan dari fasilitator/peserta mengenai analisa SWOT-
Diskusi pemahaman dan memancing respon dari peserta mengenai -
analisa SWOT
Penggunaan dan inventarisasi elemen penyusun analisa meliputi -
kekuatan (S), kelemahan (W), kesempatan (O) dan ancaman (T).
Menyusun strategi pengembangan-
Menyusun usulan rencana pembangunan berdasarkan strategi-

d.3.  Hasil kegiatan :
Analisa SWOT masing-masing desa-
Usulan strategi dan rencanan pembangunan desa berdasarkan harapan -
masyarakat
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Bab ini membahas :
Studi kasus; metode perencanaan bentang lahan secara integratif, 
inklusif, dan informed. 
Lesson learned proses belajar di Kabupaten Aceh Barat

6.1 Studi Kasus; Metode Perencanaan Bentang Lahan 
Secara Integratif, Inklusif, dan Informed.

Konsep Kegiatan1.
Alur yang hendak dikembangkan dalam kegiatan ini adalah perencanaan 

bersusun  dan berulang ( ) dengan memegang prinsip integratif, 
inklusif dan berbasiskan informasi. Pada skala yang lebih luas kegiatan ini 
dimaksudkan untuk melihat keseimbangan pemahaman antara pemangku 

masyarakat 
lokal
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berbasiskan data dan informasi.
Pada tahapan ini 

atau
analitis-  dalam menelaah produk perencanaan pembangunan, 
mengumpulkan dan memproduksi data wilayah, serta membuat pilihan 
rencana pembangunan terintegrasi. Masyarakat akan diajak bersama untuk 
melakukan diskusi mengenai pilihan dan strategi pembangunan dan 
mencernanya dari sudut pandang mereka berdasarkan aspirasi, kebutuhan, 
keinginan dan kendala yang dihadapi. Pada tahap akhir dilakukan proses 
negosiasi para pihak sehingga  yang dihasilkan merupakan sebuah 
rencana yang diolah secara iteratif berdasarkan masukan para pihak. Tahapan 
paling akhir dari kegiatan ini adalah mengembalikan semua hasil proses 

pada masing-masing dinas untuk kepentingan implementasi.

Tujuan Kegiatan2.
Mempelajari sejauh mana produk perencanaan pada tingkat kabupaten 
dibuat dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan perencanaan 

lingkungan, sosial ekonomi dan infrastruktur wilayah kabupaten Aceh 

Memberikan berbagai alternatif yang dapat digunakan dalam 
perencanaan di daerah berbasiskan data, informasi dan prinsip-prinsip 

Mengajak masyarakat untuk mengemukakan aspirasinya dalam 

Mengenalkan  perencanaan bentang lahan yang menggunakan 
prinsip integratif, inklusif dan berbasiskan informasi.
Mensintesa pelajaran yang diperoleh mengenai implementasi dari konsep 
perencanaan yang integratif, inklusif dan berbasiskan informasi yang 
diaplikasikan di Aceh Barat sehingga dapat diadopsi dan direplikasi di 
berbagai wilayah pedesaan di Indonesia.
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Gambar.6. 1. Skema Kegiatan
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Tahapan Kegiatan3.
a)

Perencanaan Pembangunan mengacu kepada Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional sesuai UU No. 25 Tahun 2004, diantaranya mengatur 
kegiatan perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana pembangunan Jangka Menengah 
(PJMD) yang berjangka waktu 5 tahun dan dan Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) yang bersifat tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk 
mengarahkan pembangunanan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun kedepan. Bagi daerah RPJP dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan; kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa 
yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan, bagaimana upaya 
mencapainya, dan langkah strategis apa yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan tersebut. Prinsip-prinsip pembuatan RPJPD mencakup: teknokratis 
(strategis), demokratis dan partisipatif, politis, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu 
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan 
pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa 
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, memuat 
penjabaran dari visi, misi, dan program yang penyusunannya berpedoman 
pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah 

dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja 
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kegiatan ini dimulai dengan menelaah dan mempelajari Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
Maksud kegiatan ini adalah melihat sejauhmana konsistensi perencanaan 
jangka panjang, jangka menengah daerah dan tahunan, dengan titik berat 
pada dokumen RPJMD. 

Struktur rencana akan dipisahkan menurut sektor dan alokasi ruang 
sampai dengan tingkat yang paling rendah (kecamatan/desa), sehingga akan 
dapat dilihat distribusi rencana pembangunan daerah selama periode waktu 
perencanaan. Substansi dari kegiatan ini adalah menterjemahkan isi RPJMD 

ada maka dibatasi pada kegiatan yang berhubungan dengan yang /
bentang lahan dan /mata pencaharian.
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Menelaah RPJMD; pada tahap ini setiap peserta diharapkan membuat o

Membuat butir-butir aktivitas perencanaano
Membuat kriteria keberhasilan (target capaian) dimana kriteria o
haruslah terukur (dapat dilakukan hanya sebagian dari butir 
perencanaan)

program-program pembangunan yang tidak berbasis keruangan pada tingkat 
kabupaten dan menganalisa konsistensi antara perencanaan pembangunan 
nasional, propinsi, serta keterkaitan antara perencanaan jangka panjang, 
menengah dan tahunan. Selain itu kegiatan diharapkan untuk menghasilkan 
bahasan terhadap rencana daerah yang ada saat ini beserta usulan-usulan 
untuk menyempurnakan proses perencanaan maupun implementasinya.

Kegiatan Penataan Ruang diatur oleh UU No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang merupakan penyempurnaan UU No. 24 tahun 
1992 dalam upaya untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, 
produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan 
nasional. Undang-undang tersebut telah memberikan aturan yang jelas 
mengenai bagaimana mengalokasikan ruang, pemanfaatan ruang, serta 
pengendaliannya.

Studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dilakukan 
untuk melihat kondisi wilayah dari sisi potensi dan kendala, meliputi 

faktor tersebut merupakan merupakan faktor yang membentuk karakteristik 
wilayah. 

evaluasi kesesuaian lahan, analisa tersebut telah menunjukkan adanya 
pembagian ruang yang memperlihatkan kesesuian lahan dari segi pertanian 
dan kehutanan, beserta rekomendasi penggunaan lahannya. Analisa ini 
dapat dibantu dengan menggunakan peta, sehingga diperlukan proses 
pengumpulan data dan menciptakan data baru yang mungkin belum ada.

Analisa sosial ekonomi akan dilakukan untuk melihat faktor 
kependudukan (jumlah, komposisi dan distribusi penduduk), status sosial,  
mata pencaharian serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan 
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penggunaan lahan. Analisa ini dilakukan terhadap data sekunder dari dinas/
instansi yang berwenang dan selanjutnya diolah dengan informasi spasial 
yang lain. 

Analisa infrastruktur wilayah untuk melihat jumlah kualitas dan 
persebaran infrastuktur meliputi fasilitas peribadatan, sosial dan fasilitas 
umum, termasuk jaringan jalan dan pengairan. Analisa ini dapat menunjukkan 

fasilitas pelayanan.  Seperti halnya data yang lain banyak ditemui fasilitas 
dan infrastruktur sebagaian terdapat pada format tabel, untuk keperluan 
analisa perlu dibuat dalam format spasial.

Proses ini menggunakan metode analisa spasial untuk: 
Mendapatkan informasi mengenai wilayah studi dan wilayah o
perencanaan
Mendapatkan informasi mengenai jenis alokasi ruang mengacu o
kepada dokumen RTRW
Menginventarisasi penggunaan lahan sesuai dengan tanggung jawab o
pada sektor yang berhubungan
Mengevaluasi RTRW Kabupaten Aceh Barat saat ini berdasarkan o
data dan informasi terbaik dan terbaru yang dimiliki

Pedoman untuk mengevaluasi RTRW berdasarkan keadaan aktual, o
potensial dan kendala dalam hal sumber daya alam, lingkungan, 
sosial ekonomi dan infrastruktur maupun faktor pendukung lain
Mengusulkan perbaikan RTRW yang ada apabila diperlukano

b)

Diperlukan adanya sebuah jembatan untuk menterjemahkan 
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke 
dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu dokumen resmi daerah yang 
dipersyaratkan unruk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun kedepan. Pentingnya dokumen ini sehingga perlu 
diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan 
dengan rencana strategi, mengoperasionalkan rencana strategis kedalam 
langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan 
tercapainya rencana strategis jangka menengah.
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Kajian untuk melihat turunan atau implementasi dari Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan penentuan program pembangunan daerah. 
Hal-hal yang akan dilihat adalah mengenai apakah terdapat konsistensi 
antara dokumen perencanaan tersebut dengan penentuan program-program 
pembangunan pada tahun-tahun yang sedang berjalan dan berikutnya.

Mengumpulkan informasi dan mendapatkan dokumen RKPDo
Membuat simulasi jangka waktu Penganggaran Daerah pada rentang o
waktu RPJMD tersebut

o
tidak berbasis keruangan
Mengukur pencapaian (kuantitas atau nilai) pada periode  o
penganggaran terhadap RPJMD

Dengan mengetahui materi yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD maka 
akan dapat dilihat konsistensi dari berbagai perencanaan pembangunan, hal 
ini dapat digunakan untuk melihat program-program yang belum dan sudah 
selesai dilaksanakan. Dokumentasi antara RPJMD dan RKPD merupakan hal 
penting bagi semua dinas, namun hal ini sering dikesampingkan, dan tidak 
jarang cenderung untuk digunakan oleh pihak tertentu saja. 

Rencana Tata Ruang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan 
dan pemantauan tata ruang. Mengacu Undang-ndang (UU) No. 25 Tahun 
2004 terdapat pada pasal 26 ayat 1 point f menyebutkan bahwa ketentuan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan 
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif, serta arahan 
sanksi.

Selanjutnya pada pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana tata 
ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi 
pembangunan dan administrasi pertanahan. Dengan dasar itulah sehingga 
semua bentuk rencana pemanfaatan lahan mengacu kepada rencana yang 
ada.

Inventarisasi kegiatan perencanaan dari berbagai sumber pendanaan 
baik dari swasta, pemerintah propinsi maupun pusat (nasional) serta 

lahan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan ini diharapkan 
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akan mempermudah dalam proses inventarisasi implementasi penggunaan 
ruang oleh masing-masing sektor.

o
pada tingkat pemerintah daerah dan nasional

o
persebarannya
Mengamati secara spasial hubungan antara tata ruang dengan alokasi o
ruang yang diberikan oleh masing-masing dinas/instansi

c)

Beberapa produk perencanaan mungkin akan cocok dengan potensi 
wilayah namun demikian tidak jarang perencanaan kegiatan yang sama 
sekali tidak memperhatikan potensi wilayah. Pembandingan
antara potensi dan kendala yang ada dengan obyektif perencanaan sangat 
penting dilakukan.

Pada proses inilah dapat dievaluasi sejauhmana  harapan-harapan 
dapat dicapai berdasarkan kondisi yang ada. Pemikiran-pemikiran yang 
komprehensif dan ilmiah dibutuhkan untuk melihat apakah rencana-rencana 
yang ada dapat dikatakan sesuai, tidak sesuai, atau sesuai dengan catatan 
tertentu.

Salah satu hal yang mungkin dapat dibuat pada tahap ini adalah 
mengukur seberapa besar produk perencanaan daerah itu benar-benar 
melihat potensi wilayah yang ada, hal ini sangat ditentukan dari kualitas 

acuan.

Perencanaan yang bersifat integratif/terpadu adalah perencanaan 
yang menyelaraskan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan 
keruangan sehingga baik kendala maupun potensi dari masing-masing 
aspek bisa ditangani dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga 
tujuan perencanaan bisa tercapai. Berikut ini beberapa catatan mengenai 
perbandingan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan 
yang menggambarkan integrasi antara keduanya.

Membangun informasi dan skenario hasil kegiatan tahap 1 dan 2 o
berdasarkan masing-masing sektor, a.l. usulan perbaikan RTRW yang 
ada;
Memilih beberapa program pada masing-masing rencana sektor o
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pembangunan dan dipadukan dengan RTRW sehingga tercapai 
keselarasan antara pembangunan dengan tata ruang baik dalam hal 

ekonomi, budaya maupun peraturan yang ada;
Menyusun beberapa skenario berdasarkan pilihan-pilihan tersebut dan o
menyajikan hasil analisa dalam bentuk .

Tabel 6.1. Perbandingan perencanaan pembangunan dan perencanaan 
keruangan

Pola Perbandingan Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Keruangan

Keterangan

Tingkatan
Rencana

Nasional, Propinsi, 
Kabupaten

Nasional, Pulau, 
Propinsi dan
kabupaten kota.

Dalam SPK terdapat 
produk pada skala 
propinsi

Jangka Waktu Jangk panjang (20 tahun), 
jangka menengah (5 tahun) 
dan jangka pendek (1 
tahun).

20 tahun

Waktu 
Penyusunan

Beberapa program 
tergantung proses politik 
yang ada (RPJM, RKPD)

Antar daerah 
berbeda-beda,
sesuai agenda 
daerah.

Hal ini menyulitkan 
sinkronisasi

Legalisasi Undang-undang dan 
Perpres

Undang-Undang,
Perpres, Perda

Materi
Pembahasan

Arahan pembangunan, 
visi-misi, sasaran,arahan 

Arahan

(pembagian
kawasan), 

sektoral

Terdapat beberapa 
pembahasan yang 
semestinya dapat 
disinkronkan antara 

pada  perencanaan 
pembangunan
dan perencanaan 
keruangan.

Terdapat dua hal yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini, diantaranya 
pilihan perencanaan pembangunan pada lokasi terpilih  pada beberapa sektor 
yang telah dipilih sebelumnya berdasarkan kriteria yang telah dibangun. Hal 
kedua yang dapat diperoleh adalah mengenai kecocokan alokasi ruang yang 
ada berdasarkan RTRW, namun demikian sebenarnya kecocokan berdasarkan 
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d)

Pada tahapan ini dilaksanakan kegiatan berupa penggunaan salah satu 
metode perencanaan dari bawah  dengan mengintegrasikan 

dan . Masyarakat dan 
 akan bersama-sama melakukan penaksiran mengenai kondisi 

lahan dalam hal ini diwakili oleh desa. 

e)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai alternatif 
perencanaan kegiatan berbasis keruangan . Selain alternatif 
juga diuraikan mengenai berbagai kendala ataupun yang mungkin 
terjadi apabila hasil perencanaan tersebut diimplementasikan.

Pada tahap ini dapat ditentukan skenario perencanaan untuk beberapa 
penggunaan lahan berdasarkan sinergi antara produk perencanaan daerah 
dari para pihak dan hasil analisa potensi wilayah menggunakan prinsip-
prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam hal ini matapencaharian 

temu sehingga dapat dibuat alternatif yang bersifat inklusif.

Mengkaji dampak dari skenario-skenario penggunaan lahan dan o
pembangunan yang dihasilkan oleh para pihak dari tahap sebelumnya, 
yang mungkin banyak bertentangan  karena perbedaan kepentingan.
Mendiskusikan dan mencocokan skenario perencanaan dengan o
kebutuhan masyarakat lokal.
Menarik kesimpulan dari berbagai alternatif untuk mendapatkan o
perencanan yang paling ideal bagi semua pihak.

Rekomendasi perencanaan keruangan pada wilayah desa 

dengan memperhatikan dan mengadopsi kebutuhan masyarakat terhadap 

f )

Tahapan ini adalah tahapan paling akhir dari rangkaian proses 
 Proses diskusi dan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang 

berkompeten terhadap kegiatan perencanaan guna mendapatkan respon atas 
hasil-hasil studi yang dilaksanakan.
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Pada sisi lain rekomendasi dari kegiatan ini diharapkan menjadi 
masukan bagi aparat dibidang perencanaan dan masyarakat sebagai subyek 
pembangunan untuk mengetahui secara detil mengenai hasil-hasil studi, 
proses inilah yang kita namakan umpan balik.

Menyiapkan hasil-hasil studi menjadi sebuah dokumen rekomendasio
Melakukan proses-proses diskusi mengenai hasil kegiatan dengan o

Melakukan diseminasi mengenai hasil penelitian terhadap masyarakato

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berupa rekomendasi 
mengenai hasil kajian yang akan disampaikan kepada pemerintah dan 
disosialisasikan juga kepada masyarakat. Proses ini menitikberatkan kepada 
upaya agar hasil-hasil kegiatan yang sebelumnya dapat  menjadi salah satu 
rujukan dan masukan pada kegiatan yang berkenaan perencanaan wilayah 
di tingkat Kabupaten.

6.2 Lesson Learned Proses Belajar di Kabupaten Aceh 
Barat

Serangkaian kegiatan telah dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, 
Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka proses belajar menggunakan 
berbagai analisis yang sekiranya mendukung   perencanaan wilayah. Berbagai 
pihak dari lingkungan pemerintah daerah khususnya SKPD terlibat dalam 
kegiatan ini serta masyarakat yang berada pada wilayah studi.

Prosesnya masih sangat awal sehingga masih banyak kekurangan 
yang menjadi catatan dan dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. 
Namun demikian harapan dari kegiatan ini setidaknya dapat menjadikan 
pemahaman kepada Kabupaten Aceh Barat khususnya dapat menggunakan 
alur pikir integratif, inklusif dan  dalam pelaksanaan kegiatan 
perencanaan wilayah.

Sekilas Mengenai Wilayah Studi; Kabupaten Aceh, Propinsi Nanggroe 1.
Aceh Darussalam 

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang terkena 
dampak akibat bencana dahsyat tsunami yang terjadi di penghujung tahun 
2005, dampak kerusakan sangat hebat yang terjadi di empat kecamatan 
yang berhadapan langsung dengan lautan. Namun demikian dampak sosial 

kehidupan dan kepranataan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. 
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o61’-
04o47’ LU dan 95º52’-86º30’ BT, dengan batas-batas :

Utara : Kab. Aceh Jaya, Kab. Pidie 
Selatan : Samudera Indonesia, Kab. Nagan Raya
Timur : Kab. Aceh Tengah, kab. Nagan Raya
Barat : Samudera Indonesia

Iklim terdiri dari musim kemarau dan penghujan. Musim Hujan 
disertai gelombang laut terjadi pada bulan September sampai februari setiap 
tahunnya, jumlah curah hujan rata-rata perbulan 318,5 mm dengan hari hujan 
rata-rata 19 hari. Musim kemarau berlangsung antara Bulan Maret sampai 
Agustus dengan suhu udara 26-33oC pada siang hari dan 23-35oC pada malam 
hari. Jenis tanah sebagaian besar di Aceh Barat adalah podsolik merah kuning 
dengan kedalaman tanah yang relatif dalam diatas 60 cm (Kec. Kaway XVI 
dan Sungai Mas) dikecamatan dali diatas  90 cm. Jenis tanah di Aceh Barat 
terdiri dari Podsolik, latosol, litisol, regosol, organosol, renzina, dan alluvial. 
Pemanfaatan lahan terdiri dari permukiman, perkebunan, sawah, lading, 
tegalan, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar hutan primer 
136.390 Ha (46,58%) dan  perkebunan 49.224 Ha (16,81 %), (RPJMD Aceh 
Barat, 2007).

Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Aceh Barat 
merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan perencanaan jangka 
panjang , dituangkan selama 5 tahunan yang akan digunakan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (renstra 
SKPD), Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai UU  No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, namun demikian saat kegiatan ini dilaksanakan, RPJPD masih  dalam 
tahap pembahasan. Hal ini disadari mengingat bahwa RPJP harus disiapkan 

yang lama (20 tahun).
RPJMD disusun pula berdasarkan hasil perhitungan statistik regional 

dan lokal menyangkut data dari semua sektor. Secara umum maksud dari 
RPJMD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

Menyiapkan acuan resmi bagi semua jajaran pemerintah dan DPRD 1.
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi 2.
kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah
Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah  dan memahami 3.
arah dan tujuan yang ingin dicapai daalm rangka mewujudkan visi dan 
misi daerah.
Memudahkan Pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun program 4.
dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
Memudahkan jajaran pemerintah daerah kabupaten aceh barat dan DPRD 5.
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operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun
landasan atau acuan bagi perencanaan anggaran pembangunan serta 6.
menjadi alat ukur bagi pengendalian pelaksanaan pembangunan. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Barat sebagai wujud 
upaya penataan ruang pada lingkup kabupaten telah diupayakan. Produk 
perencanaan lain yang sudah dikerjakan adalah Rencana Detil Tata Ruang 
Kota (RDTRK) dimana pada saat kegiatan ini dilakukan  Meulaboh sebagai 
ibukota kabupaten karena belum ada wilayah lain yang mendesak untuk 
dilakukan.

Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK)  belum ada, namun beberapa 
Kawasan sudah dilaksanakan. Sedangkan 

Rencana Detil Tata Ruang Desa (RDTRD) pelaksanaannya saat ini banyak 
dibantu oleh Non-Government Organization (NGO) yang sedang bekerja 
di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

 pada saat itu banyak terdapat di Badan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi (BRR) sebagai institusi yang terlibat langsung dengan 
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana setelah terjadinya tsunami 
yang salah satunya melanda Kabupaten Aceh Barat.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan pada tahun 2002 
untuk rencana Tahun 2002 – 2011 namun dengan terjadinya bencana 
Tsunami memaksa Pemerintah Daerah merevisi kembali RTRW yang ada 
sebelumnya, yang dibuat pada tahun 2006 atau setahun setelah tsunami, 
proses pembuatannya juga cenderung dalam situasi keterbatasan waktu 
sehingga tidak sinergis dengan kegiatan pembangunan yang sudah terjadi 
dilapangan.

Revisi RTRW dan RDTR terbaru saat ini masih menjadi konsumsi 
pada kalangan intern disebabkan belum adanya payung hukum yang 
melindunginya, belum jelas kenapa hal ini terjadi akan tetapi mulai awal 
tahun 2008 sampai dengan kegiatan ini dilaksanakan, belum ada kejelasan 
mengenai kelanjutan upaya legalisasi RTRW yang ada.

Hasil temuan Bappeda dengan memperhatikan pola pemanfaatan 
ruang melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh BRR dan NGO yang 
bekerja di wilayah Aceh Barat pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi juga 
menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap materi yang  
terdapat dalam RTRW. Sebagi contoh beberapa peruntukan ruang sebagai 

penduduk dan fasilitas lain, namun demikian ada beberapa alasan yang 
melatarbelakanginya.

Dilihat dari beberapa referensi, keterangan dan sumber menunjukkan 
adanya beberapa hal mengenai kondisi penataan ruang di wilayah studi 
meliputi :
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Kebutuhan akan revisi RTRW dengan munculnya bencana tsunami yang 1.

politik di Kabupaten Aceh Barat dengan payung hukum Qanun (Perda).
Belum ada kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan ruang 2.
yang berlandaskan kepada RTRW.
Dibutuhkannya penguatan kelembagaan dibidang penataan ruang yang 3.
akan bertanggung jawab mengawal perencanaan tata ruang di Kabupaten 
Aceh Barat.

Akibat dari kenyataan di atas melahirkan sebuah kondisi yang 
membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh  di Kabupaten 
Aceh Barat, untuk bersama-sama merencanakan tata ruang yang baik 
dan memanfaatkan produk perencanaan serta melakukan pengendalian 
pemanfaatan ruang dalam kerangka pengembangan wilayah Aceh Barat 
menuju kondisi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Isu Umum di Kabupaten Aceh Barat2.
Berdasarkan penjajakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan 

wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, sebagai bagian dari 
aktivitas yang terkoordinir didalam khususnya mengenai 
aktivitas dalam kerangka dokumentasi  di Kabupaten 
Aceh Barat, sekaligus merangkum berbagai perspektif dan permasalahan 

umum pada tingkat pemerintahan mengenai kondisi perencanaan yang ada. 
Isu umum inilah yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam formulasi 
kegiatan agar bermanfaat dan menyentuh persoalan atau isu. 

Dari hasil diskusi, wawancara dan penelitian dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Barat didapat sebuah informasi bahwa untuk keperluan 
pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan pada masing-masing 
sektor diperlukan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut 
diharapkan memuat dan mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan yang 
ada di wilayah tersebut. Pandangan seperti ini sudah dihadapi dan disadari 
pada semua tingkatan lembaga di tingkat kabupaten.

Dalam rangka memenuhi harapan perencanaan pembangunan 
yang baik diperlukan adanya pemahaman terhadap wilayah. Pemahaman 
tersebut meliputi kondisi aktual dan proses-proses  yang terjadi didalam 
wilayah tersebut. Lebih penting lagi adalah bagaimana kemampuan wilayah 

itu mampu memberikan keseimbangan terhadap kebutuhan wilayah 

Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuain 
antara kebutuhan masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pada 
tataran pelaksanaan hal ini akan memberikan dampak pada tidak terserapnya 
kegiatan intervensi proyek sementara di wilayah lain muncul kurangnya 
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volume kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat. Kegagalan program 
pembangunan juga sangat mungkin disebabkan oleh kurang tepatnya 

Benang merah dari kondisi tersebut  disebabkan karena kelangkaan 
data dan rendahnya validitas data yang ada. Selama ini data dikumpulkan 
oleh masing-masing SKPD (dinas/badan) sesuai dengan tingkat 
kemampuannya, tidak jarang data didapatkan dari sumber yang kurang 
dapat dipertanggungjawabkan bahkan diperoleh dengan metode/cara yang 
menghasilkan validitas data yang sangat rendah.

Pada sisi lain proses perencanaan sebagai wahana mewujudkan 

rutin kegiatan di daerah. Proses yang dilakukan mengacu kepada agenda 
rutin kegiatan dan formal. Proses perencanaan dilakukan secara bersusun 
dari tingkat  (desa), kecamatan, hingga kabupaten melalui kegiatan 
Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Beberapa kondisi perlu dicatat sebagai bahan diskusi dan menyusun 
sebuah kajian mengenai perencanaan hal tersebut seperti seringkali terbentur 
kepada permasalahan teknis jadwal agenda, biaya dan sumber daya manusia, 
konsistensi antar perencanaan desa-kecamatan-dan kabupaten, keterlibatan 

yang dilakukan serta adanya perbedaan cara pandang antar lembaga dan 
.

Tahapan Proses Kegiatan 3.
Disadari sepenuhnya bahwa untuk menuju perencanaan wilayah yang 

baik bukanlah pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan dengan cepat, 
dibutuhkan sebuah proses yang bertahap dan konsisten diantara semua 
pihak. Berawal dari pemahaman inilah dilakukan pendekatan dan dilakukan 
serangkaian kegiatan yang bertahap sebagai proses belajar dalam kajian 
perencanaan wilayah yang diharapkan bermanfaat dalam proses pelaksanaan 
pembangunan pada tingkatan Kabupaten.

Pembentukan Komitmen Antar Pihak
Diawali melalui pembicaraan pada tingkat  dalam rangaka 

membentuk persamaan persepsi mengenai kegiatan. Hal ini dianggap penting 
untuk melihat pentingnya kegiatan dalam kerangka kegiatan pembangunan 
dan diantara aktivitas lain. Kegiatan ini dilakukan melibatkan Bupat/wakil 
Bupati, Bappeda, dan seluruh SKPD Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan dan 
Desa.

Peningkatan Kapasitas  dalam Bidang Data dan Perencanaan 
Keberhasilan kegiatan perencanaan wilayah akan sangat dipengaruhi 

oleh sejauhmana yang ada mengetahui, memahami, melaksanakan, 
berkomitmen serta melakukan monitoring terhadap aktivitasnya sendiri. 
Hal ini sangat penting karena berjalannya sistem dalam wilayah tergantung 
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kepada pelaku/subyeknya. 
Peningkatan kesadaran, kepahaman, keterampilan serta komitmen para 

pihak merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sebuah siklus 
sistem perencanaan terpadu dan partisipatif. Pada tingkat  hal 
ini sudah harus dibenahi, namun pemahaman ini belum sepenuhya dapat 
ditangkap oleh semua pihak hingga pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan awal yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman 
mengenai data dasar dan bagaimana pentingnya data dasar, memperoleh, 
menggunakan dan berbagi dengan pihak lain untuk  secara  bersama-sama 
dapat menggunakannya. Upaya ini dilakukan dengan mengenalkan kembali 
mengenai salah satu teknologi pengelolaan data dasar yang bersifat keruangan 
menggunakan .

Kegiatan ini melibatkan beberapa Dinas/instansi yang terkait 
dengan kegiatan perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan 
diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas 
Cipta Karya dan SDA, Badan Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan, 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, 
Badan Penyuluhan Pertanian, dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertambangan 

Dinas Kebersihan Penertiban dan Lingkungan Hidup.

Gambar 6.2. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah yang 
mendukung perencanaan wilayah

Dalam rangka merespon dan membantu mengatasi kelemahan–
kelemahan data base, dilakukan sebuah langkah penjajakan pengembangan 

 untuk 
meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya 
pegawai negeri dilingkungan Pemda Aceh Barat. Pengembangan SIG di Aceh 
Barat dilakukan melalui pola pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur 
Pemda Aceh Barat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan penggunaan 
data untuk kegiatan perencanaan.
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Gambar 6.3. Lingkup Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan belajar proses perencanaan bentang lahan secara informatif, 

integratif, dan inklusif dilaksanakan secara bersama-sama antara stakeholders 
yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebelumnya, dan dengan 
masyarakat pada tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan sebagaimana pada 
bagian awal dilakukan secara bertahap dan menentukan jenis kegiatan serta 
keterlibatan dalam kegiatan.

pada tingkat SKPD untuk melakukan eksplorasi data dan seleksi data yang 
terdapat pada masing-masing dinas sehingga pada proses inilah konsep 

 dioptimalkan dimana data dieksplorasi secara optimal. Pada tahap 
3 untuk menyusun beberapa skenario perencanaan dilakukan pertimbangan 
berdasarkan partameter yang sesuai dan didapat berdasarkan berbagai 
dokumen perencanaan pada tingkat nasional dan  propinsi serta konsitensi 
antara perencanaan pembanguan dan perencanaan keruangan sehingga pada 
tahap ini prinsip-prinsip dicoba untuk diimplementasikan.

Pada tahap 4 kegiatan dilaksanakan bersama-sama secara simultan 
melibatkan seluruh  untuk menggali informasi dan data wilayah. 

masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah pendekatan 
partisipatif dimana seluruh  melakukan kegiatan pada tingkat 
desa bersama ma syarakat desa. Data inilah yang akan digunakan sebagai 
bahan diskusi mengenai sejauhmana kebutuhan dan harapan  melalui 
aspirasi masyarakat dapat diakomodasi pada tingkatan kabupaten. Kegiatan 
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ini diarahkan untuk menumbuhkan perspektif prinsip dalam
perencanaan mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu desa.

Pada tahap 5 melihat kesesuaian antara hasil penyusunan skenario 
perencanaan dengan aspirasi masyarakat. Secara prinsip berdasarkan kegiatan 
yang telah dilakukan, apa yang telah dihasilkan dalam skenario menunjukan 
adanya persamaan dengan aspirasi masyarakat, namun penggalian informasi 
pada tingkat desa ini lebih dapat menunjukan aspek-aspek detil dari rencana-
rencana masyarakat. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mencari alternatif 

dan aspirasi masyarakat.
Kegiatan akhir (Tahap 6) yang dilakukan adalah mengembalikan 

semua hasil kegiatan ke masing-masing SKPD dalam bentuk kegiatan dimana 
masing-masing peserta dari dinas memperkenalkan hasil kegiatan meliputi 
data, proses kegiatan, dan rekomendasi untuk selanjutnya digunakan dalam 
usulan perencanaan pada masin-masing dinas. Keberhasilan kegiatan ini 
tergantung kepada sejauhmana peserta mentransfer pengalamannya kedalam 
implementasi di masing-masing lembaga.

Manfaat Aplikatif dari Proses Belajar 4.

ini dikarenakan berbagai keterbatasan baik secara konsep maupun 
operasionalisasinya serta koordinasi dengan berbagai  yang 
terlibat. Dalam keterbatasan tersebut beberapa hal yang setidaknya dapat 
diperoleh dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi, sharing data , 
peningkatan kapasitas SDM, dan alternatif pendekatan dalam penyusunan  
perencanaan wilayah.
a)

Baik
Serangkaian kegiatan ini setidaknya dapat memberikan pencerahan 
dan penyamaan persepsi mengenai pentingnga penyelenggarann 
sistem perencanaan wilayah yang lebih baik dan dilaksanakan dengan 
sungguh-sungguh bukan sekedar memenuhi siklus dan agenda daerah. 
Kesadaran tersebut dapat meliputi unsur  dan unsur 
pelaksana dilapangan meliputi dinas/instansi yang terkait.

b)
Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan awal yang dilakukan 
sebelum kegiatan ini dilakukan. Beberapa jenis data dapat dibuat 
berdasarkan data berdasarkan ketersediaan data , data-data 
baru dapat juga dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah 
daerah. Tukar menukar data antara berbagai instansi sangat diperlukan 
mengingat kebutuhan perencanaan yang integratif.
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Dukungan Peningkatan Kapasitas SDMc)
Kegiatan ini mengenalkan dan mengasah kemampuan dalam
bidang : 
- Penggalian dan pengelolaan data
- Penggunaan teknologi SIG dan Penginderaan Jarak Jauh
- Metode penggalian data sosial dan ekonomi di lapangan
- Penyerapan aspirasi masyarakat menggunakan metode partisipatif

Rekomendasi Metode Pendekatan Perencanaan d)
Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan salah satu referensi dan 
bahan pembanding bagi kegiatan perencanaan wilayah yang sudah 
dilaksanakan selama ini. Rekomendasi ini diharapkan akan memberikan 
wacana baru bagi munculnya pemikiran dan kesadaran terhadap 
perencanaan wilayah yang lebih integratif, inklusif, dan .

Rekomendasi ini lebih bersifat pengalaman belajar menggunakan alur 
pikir metodologis dalam penyelenggaraan perencanaan wilayah yang dapat 
dilakukan pada tingkat kabupaten. Dalam penggunaan selanjutnya metode ini 
dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada tanpa menghilangkan pola pikir 

dan bersinergi dengan komponen perencanaan lain, serta melibatkan secara 
aktif semua komponen masyarakat dalam kegiatan peencanaan.

Pembelajaran Untuk Masa Datang; Sebuah Rekomendasi5.
Rekomendasi proses di Kabupaten Aceh Barata)

Berdasarkan kondisi yang ada di Aceh Barat saat ini diperlukan adanya 
sebuah upaya yang serius dan berkelanjutan menyikapi proses perencanaan 
meliputi perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan, proses 
yang ada semestinya dapat diarahkan pada kesadaran semua 
untuk memperbaiki kondisi yang ada dan  melanjutkan proses yang  lebih 
baik. Hal ini dirasakan sangat kondusif karena hingga saat ini masih banyak 
dukungan dari pemerintah pusat dan propinsi serta berbagai lembaga yang 
berkompeten dengan hal ini kaitannya dengan penanganan paska tsunami.

Dalam konteks perencanaan pembangunan mengacu kepada Sistem 
Perencaaan Pembangunan Nasional semestinya mampu mengimplementasikan 

dokumen rencana pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena arah yang 
hendak dicapai diharapkan benar-benar mampu memenuhi  kubutuhan 
masyakat Aceh Barat. Forum-forum musyawarah merupakan media 

perencanaan sehingga pelaksanaannyapun perlu dilakukan secara cermat 
dan sungguh-sungguh. 
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Dalam kaitannya dengan tata ruang, hal terpenting saat ini adalah 

ruang menyangkut perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. Dalam Pengembangan Tata Ruang di Aceh Barat ada 
beberapa hal yang menjadi rambu-rambu menuju terwujudnya masa depan 
yang lebih baik fokus tersebut diantaranya kehidupan yang berlanjut menuju 
tahan terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan lingkungan hidup, dan 
berkualitas ecara berkelanjutan

Isu-isu yang menjadi media antara terciptanya kondisi yang lebih baik 
haruslah selalu dicermati, adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 
diantaranya :

Mensosialisasikan wacana tata ruang pada semua pihak seperti 1.
legislatif, eksekutif dan masyarakat secara luas.
Memahamkan bahwa tata ruang adalah milik masyarakat2.
Melibatkan3.  dalam setiap tahapan bukan hanya pada 
tahapan sosialisai, namun seharusnya dilibatkan mulai dari formulasi 
rencana.
Menyiapkan sumberdaya yang memadai dibidang data, perencanaan 4.
dan evaluasi tata ruang

Prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat dalam tata ruang perlu 
dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya lainnya 
dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata 
ruang yang  yaitu tata ruang yang  mengutamakan kepentingan 
masyarakat dan menciptakan lingkungan yang asri berdasar wawasan 
nusantara dan ketahanan nasional. Atas dasar hal tersebut maka prinsip 
dasar yang diterapkan dalam Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Proses 
Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :

Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan 1.
dalam proses pemanfaatan ruang
Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan 2.
ruang
Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan 3.
lokal dan keberagaman sosial budaya
Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan 4.
etika
Memperhatikan perkembangan teknologi dan sikap profesional5.
(Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Tata Ruang, 2001)

Berdasarkan pengalaman studi terdahulu dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa pengolaan data dasar pembangunan merupakan sebuah 
hal yang sangat penting. Hal ini merupakan fondasi dari semua kegiatan 
khususnya pada kegiatan perencanaan baik yang berbasis keruangan )
maupun tidak berbasis keruangan . Sebuah kondisi yang lebih maju 
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dapat dilihat melalui keberadaaan Pusat Data yang saat ini telah 
ada. Banyak masukan dan harapan yang dibebankan kepada unit ini namun 
tanpa adanya keseriusan dari semua unsur yang berkompeten hal ini hanya 
sebatas akan menjadi harapan, dengan kondisi peralatan yang dimiliki seperti 
komputer, 
dimanfaatkan untuk kegiatan inventarisasi data, analisa dan representasi. 

 yang ada semestinya mampu menjadi sumber data, media melakukan 
analisa dan fasilitas untuk mendapatkan data yang siap pakai. Menyiapkan 

proses didalam  menyangkut hubungannya dengan 
 tersendiri,  dengan lembaga/dinas lain, serta hubungan antara 

dinas dengan dinas.

Rekomendasi Pengembangan Metodologi b)
Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan salah satu referensi dan bahan 

pembanding bagi kegiatan perencanaan wilayah yang sudah dilaksanakan 
selama ini. Rekomendasi ini diharapkan akan memberikan wacana baru bagi 
munculnya pemikiran dan kesadaran terhadap perencanaan wilayah yang 
lebih integratif, inklusif, dan berdasarkan data dan informasi.

Sebagai sebuah pembelajaran  awal, metode ini dilakukan 
menggunakan prinsip  didukung dengan kerangka umum 
kegiatan yang diperoleh dari hasil kajian beberapa referensi. Masih banyak 
kekurangan terdapat didalamnya, sehingga sebagai sebuah ide  hal ini dapat 
disempurnakan secara kontinyu.  Secara garis besar prinsip dalam kegiatan 
ini diantaranya:

Memperhatikan urutan-urutan perencanaan pembangunan dari berbagai 1.
tingkatan sebagai konsekuensi adanya konsistensi perencanaan.
Mengusahakan penggunaan data secara 2.  dan valid dalam proses 
perencanaan.
Mengujicoba metode untuk meningkatkan keterlibatan 3.  dalam 
proses.

Pelajaran yang dapat ditarik dari kegiatan ini sekaligus beberapa hal 

pada masa yang akan datang adalah:
Diperlukannnya kesiapan dan keseriusan pada tingkat 1.
dalam hal ini kepala daerah.
Diperlukan adanya kerjasama lintas instansi dalam lingkup pemerintah 2.
Kabupaten sebagai dampak adanya perspektif yang sama mengenai 
perencanaan wilayah.
Penguasaan materi teknis bagi3. yang terlibat.
Penentuan SDM manusia yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya 4.
di sesuaikan dengan jenjang pengembangan karir kepegawaian, pada 
beberapa kasus kemampuan SDM dapat bertentangan dengan tugas 
yang dilakukan.
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Alokasi waktu yang memberikan ruang gerak yang cukup kepada 5.
untuk dapat melakukan seluruh rangkaian kegiatan secara 

total

Poin penting keberhasilan dan penggunaan metode pendekatan 
semacam ini adalah kesadaran terhadap bagaimana proses yang telah 
dilakukan akan mampu bersentuhan dan membantu proses  yang 
sedang berlangsung di kabupaten tersebut, untuk mengatasi hal ini sehingga 
diperlukan adanya sebuah  dari  untuk melakukan 
proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah secara 
baik dan benar.
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